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ABSTRAK

Nama ;. Meni Mardiani

Program Studi  : Magister Kenotariatan

Judul : Pembatalan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan Terbatas {Analisis Putusan Pengadilan Tinggt
Nomor 50/PIDT/2003/PT.DKI}

Dalam kasus yang penulis anglisis bahwa telah terjadi persengketaan antara 1O
Omicron BV dan PT Dwi Safryva Ulama vang mana keduanya selaku pemegang
saham dalam PT LC] Paints Indonesia (selanjutnyz disebut PT ICI) perihal
penetapan kuorum kehadiran dalam RUFPS kedua vang diselenggarakan oleh Direksi
BT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi Iama dan pengangkatan Dircktur
vang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sgjzkah
vang harus dipenubi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua
tersebut berdasarkan ketentusn yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang
Perseroan Terbatas? Apakah hasil kepuiusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua
yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbangan-
peritmbangan hukum yang dipergunzkan hakim dalam memutuskan perkara se-
hingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggl Jakarta Mo, S0/PDT/2003/PT.DKI?
Perelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder
scbagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atau
tidaknya svatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS
yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan
keputusan, dalam kasus int semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga hal
tersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS vang diambil adalah sah
dan mengikat para pemegang sazham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum atau
batal demi hukam. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasan
dalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPS
tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negen Jakarta Selatan sebagaimana
ternyata  dalam  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan No
235/Pdt.P/2001/PN Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal denn bukum, sehingga
digjukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
memutuskan dalam Putesan No, 249/Pdt G/2002/PN.Jak.Sel bahwa Penctapan
Pengadilan Negeri Jakanta Sclatan tersebut batal demi hukum dan tidek mempunyai
kekuatan hukum tetap vang kemudian dikuatkan lagt dengan Putusan Pengadilan
Tingm No. S0/PDT2003/PT. DE]L Pertimbangan hukum vang dipergunakan hakim
dalam memutuskan perkara tersebut adalsh bahwa penggantian anggota Direksi
bukan bagian dari materi hukum perubaban Anggaran Dasar vang sifatnya mendasar
dan perlu persstujuan dari Menferi Hokum dan HAM RI, melainkan merupakan
materi perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM Ri
paling lambat 14 (zmpat belas) had terhitung sejak keputusan RUPS.

Kaia Kunci; Penetapan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/FT. DKL

Pembatalan Hasil.., Meni Mardiani, FH Ul 2000 WRiversitas tndonesia



ABSTRACT

Name » Meni Mardiam
Program Study . Magister Kenotariatan
Title : The Withdrawl of Sharcholders General Meeting Decision of

The Limited Liability Company (Decision Analysis of Supreme
Court Number 50/PDT/2003/PT_DKI)

In case the writer analysis that already raised a dispute between LC.I Omicron BV,
and PT Daya Satrva Utama which both are shareholders in PT 1L.C.I Paints Indonesta
{hereinafter referred to as PT ICT) subject of the quorum existence stipulating in the
second General Meeting of Shareholders arranped by the Board of Directors of PT
ICI which agenda 15 to releage and discharge of Board of Directors and to appoint the
new Director. The problems is which requirements and procedures that must be
fulfilled to aranger the second General Meeting of Shareholders considering the
prevailing regulations related 1o the Linuted Liability Company Regulation {Undang-
Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the sccond General Meeting of
Sharcholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the law
consideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme Court
Decision No. SWPDT2003/PT DKI? The research uses the method of bibliography
research with secondary data as the data source. Requirement and procedures to
fuslfill the validity of the General Meeting of Sharcholders Decision shall base on
three matters, which are the Invitation of meeting, the quorum existence of
sharcholders, and the quorum fo reach the decision, in this case the three
requirements should be fulfilied therefore the execution and decision taken in the
meeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as nulf
and void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation considering
the agenda of meeting become subject of the application for the cancellation of
General Meeting of Shargholders decision brought by PT DSU and granted by the
District Court of South Jakarta as mention in the “Penctapan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 235/Pdt. G/2002/PN Jak Sel specifies Hllegal and cancellation by
the law, therefore 1CI Omicron bring a lawsuit to the Distriet Court of Jakarta Setatan
which decide in Putusan No. 249/Pdt. G/2002/PN Jak Sel that Pepetapan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak Sel shali be withdraw become
null and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No
S0/RDT2003/PT.DKIL The law consideration taken by the judge to deliver the
decision is the wplacement of the member of Board of Directors shall not reconsider
as the basic matter of the changing of Asticles of Association which require the
Minister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other change
which shall be reported fo Minister of Law and Human Right at least 14 {fourteen}
days commencing the decision fo be tuken by General Meeting of Shareholders.

Keyword o Pecimon of Supreme Court Number S0/PDT/2003/PT.DK]

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH Ul, 2009
Universitas Indonesia



BABI

PFENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASATLAHAN

Manusia selaku pendukung hak yang mempunyai kepentingan perseorangan
{(individual} dapat puls mempunyai kepentingan bersama dengan manusia lainnya,
Mereka  memperjuangkan  suatu  kepentingan  terfentu,  berkumpul  dan
mempersatukan diri, menciptakan suato organisasi, memilih pengurus-pengurusnya
yvang akan mewsakill mereka, memasukkan dan mengumpuikan haris kekavasn
dalam organisast yang dibentuknya terscbut yang terpisah dari haria mereka masmg-
masing dan skhimya menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku ustok mereka
dalam hubungannys sstu sama lain. Perkompulan manusiz yang mempunyai
kepentingan bersama dan terbeotuk dalam organisasi ini merupakan sugtn kesatuan
yang mempuonyal hak-hak sendin, terpisah dari hak-hak para anggotanya dan
mempunyai kewajiban sendinl yang ferpisah dari kewajiban pama anggotanya dan
dapat melakukan perbuatan hukum geadiri di dalam maupun di luar hukum, Dengan
demikian perkumpulan yang terbentuk itu mampu memjadi pendukung hak dan
kewajiban sebagaimana subyek hukum terlepas dan manusia-manusia yang menjadi
angpota kesatuan itu. Subyek hukum yang baru dan berdiri sendiri inilah yang
dimaksudkan dengan badan hukum.' '

Terhadap badan hukum tersebut terdapat teori-teori mengenai badan hukum
mencoba untuk menerangkan suafu gejala hukum, yaitu adanya svatu organisast
yang rmempunyai hak dan kewajiban scbagaimana subyek hukum orang Di satu
pihak, hanya oranglah vang dapat menyatakan kehendaknya, tetapt di lam pihak

Y AR Ridho, Badan Ihbum Dan Kedudwen Hubum Badan Hukwm  Perseroan,
Koperasi Vavasen, Wakaf, (Banduog - PY Alumnd, 1986}, hal §.
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dibutubkan suatu kerja sama yang mempunyai hak daa kewsjiban vang dimiliki oleh

orang.

Diengan demikian dari eori-teort badan hukum tersebut dapat dibagi menjadi
dua kelompok teori sebagai berikut -*

1. Pertama, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai  wujud
yang nyata, dianggap mempunyal Tpanca indera” sendin seperti manusia,
akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia.

2. Kedua, mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sehagal wujud yang
nyata. Di belakang badan hpkum fiu sebenamya berdini manusia. Akibatnya,
kalau badan hukum ini membuat kesalahan maka kesalaban itu, adalah kesalahan
manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.

Perbedaan teori mengenai badan hukum ini mempunyai implikasi yang besar

terhadap pemisahan pertanggungjawaban antara badan hukum dan orang-orang yang

berada dibelakang badan hukwmn tersebut.

Salah satu benduk badag bukum menumit hukum Indonesia adalah perseroan
terbatas (selanjuinya discbut PT) yang didirikan berdasarkan pegjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yvang selummhnya terbag dalam  szham
roempunyal konsekuensi, vaite merupakan lembaga yang mandir pendukung hak
dan kewaiiban yang dapat melakukan perbuatan hukum batk di dalam maupun di
tuar pengadilan serta mempunysi harla yang terpisah dan pam pengurusnya maupun
pars pendirinya. Para pendini yang juga pemegeng saham tidak dapat dibebani
tanggung jawab yang melebihi nominal saham yang dimilikinya.

Definisi mengenat PT in memang tidak dijumpai dalam peraturan lama yaitu
Kitgb  Undang-Undang Hukum Dagang (wetboek van  Koophande! voor
Nederlandsch Indie). Namun demikian dani pasal-pasal 36, 40, 42 dan 45 Kitab
Undang-Undang Hokum Dagang dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai

unsur-unsur sebagai berikut ;

? Chidic AL, Badan Hukum, Cet, ¥, (Banduog : PT Alumai, 1987), hal. 42,

Hnivarsias Indonesia
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a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero
(pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumiah dana scbagai
Jaminan bagi semua perikatan perseroan.

b. Adanya pesero (pemegang saham) yang tanggung jawabnva terbatas pada
jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semwea di dalam
rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggl di dalam
organisasi perseroan, yang borwenang mengangkat dan memberhentikan direksi
dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan
perusahazan, menetapkan hal-hal yang belum menetapkan hal-hal vang belum
ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain-lain.

¢.  Adanya peagurus {direksi) dan pengswas {dewan komisaris} persercan dan
tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, vang harus sesuai dengan anggaran
dasar atau keputusan RUPS.*

Demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas yang diondangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan mudai
berlaku pada tanggal 1 Maret 1996 (selanjuinya disebut Undang-Undang Nomor |
tahun 1995)°, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nemor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas vang diundangkan dan mulai berlaky sejak tangeal 16
Agustus 2007 (selacjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007)°,
ditegaskan pengerhian tentang PT scbagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 vang berbunyi

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum
yang memupekan persekutuan modal, didinkan berdssarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yvang seluruhnya terbagi dalam

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
serta peraturan pelaksanaannya.”™

3 B. Hadikusuma Sutantyo dan Scemantoro, Pengertian Pokok Hikum Perusahau, Beriwk-
bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia, {ekarna : Rajawali Pers, i1991), bal. 40,

Indonesta (), Ukdang-Undung Perseroan Terbates, UU No. 1 Tabun 1995, LN No, 13
Tahuen 1995, TEN No. 3587,

*Indonesia (), Vidang-Undarg Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahus 2007, LN No. 106
Tahun 2007, TLN No. 4758,
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Seringkali dengan berjalannya waktu terjadi ketidakcocokan antara kedua belah
pihak yang telah berjanji untuk membentuk PT tersebut dalam menjalankan kegiatan
usaha yang selanjutnya salah satu pemegang saham mengajukan permohonan
penyelesaian masalah tersebut kepada Pengadilan Negen setempat. Undang-Undang
Perseroan Terbatas telah membenkan alas yundis bila tegadi ketidakcocokan antar
dua pemegang saham perseroan dengan presentase kepemilikan berimbang,

Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang

menjelaskan

"Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan
Komisaris.™
Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS) merupakan
organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 4
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ
perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisans dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini
dan/atau anggaran dasar”

Dalam hal ini dapat diartikan kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak, maksudnya
kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS tidak berarti
bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah dibenikan
undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kekuasan
tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan
kepada Direkst dan Dewan Komisaris. Dengan demikian dapat disimputkan pula
bahwa Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat
dipengaruhi oleh RUPS.

Dalam RUPS seringkali kita temukan kuorum tidak tercapai karena tidak
hadirnya sebagian pemegang saham meskipun para pemegang saham telah dipanggil
untuk menghadin RUPS secara sah. Ketidakhadiran pemegang sabam yang
bersangkutan dapat “disebabkan oleh ketidaksepakatan terhadap agenda RUPS.

_ _ L Universitas Indonesia
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Dalam hal terjadi demikian, Direkst atau Dewan Komisans dapat melakukan
pemanggilan RUPS kedua.

Dengan memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang mewakili kepentingan
para pemegang saham, maka sudah sewajarnya bahwa semua keputusan yang
berkaitan dengan struktur organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegang
saham, misalnya perubahan anggaran dasar, permohonan agar Perseroan dinyatakan
pailit, pembubaran Perseroan, penambahan modal Perseroan dan pengeluaran saham
baru dan penggunaan laba Perseroan adalah wewenang RUPS.

Selanjutnya apabila kuorum RUPS kedua tetap tidak tercapai, menurut Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas
permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Undang-Undang
mengatur hal ini untuk menghindari kebuntuan pengambilan keputusan yang dapat
mengakibatkan terhambatnya kegiatan perseroan.

Dalam kasus yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah menyangkut masalah
kuorum kehadiran untuk memutuskan pergantian Direksi PT 1.C.I Paints Indonesia
(selanjutnya disebut “Perseroan’), dimana dalam kasus tersebut RUPS pertama yang
diselenggarakan oleh Direksi Perseroan tidak dapat dilaksanakan karena kuorum
kehadiran sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah modal yang telah
dikeluarkan Perseroan tidak terpenuhi,’ selanjutnya Direksi Perseroan mengadakan
panggilan RUPS kedua dengan kuorum 1/3 (satu per tiga) dari seluruh pemegang
saham hadir dan terwakili sehingga RUPS Kedua dapat mengambil keputusan sah.’
Namun dalam perjalanannya salah satu pemegang saham yang tidak hadir dalam
RUPS Kedua tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeni karena RUPS

Kedua tersebut tidak memenubi kuorum dengan alasan bahwa perubahan Direksi

¢ Pasal 14 ayat (5) Akta Pendirian PT LC.I Paints Indonesie tangeal 11 Agustus 1971 No. 21
yang dibuat dihadapan E. Pondaag, Notans di Jakarta (selanjutnya disebut Anggaran Dasar
Perseroan).

? Indonesia (a), Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5).
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Perscroan merupakan pervbahan anggaran dasar sehingea harus tetap dipenubi
kuorum 374 (tiga per empat) pemegang saham harus hadir dan terwakili.*

Berkensan dengan hal tersebut menarik untuk ditelitt lebih lanjut perihal epakah
hasil keputusan Rapat Umom Pemegang Saham kedua vang telah dilaksanakan dapat
dibatalkan olch Hakim? Kemudian Persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus
dipenchi dalam penyelenggacaan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut
berdasarkan ketentuan vang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan
Terbatas?  Selanjuinya  apakah  perfimbangan-pertimbangan  hukum  yang
dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan
Pengadilan Tingg Jakanta No, 30/PDT/2003/PT.DKI? Hal it menank untuk ditelit
karena para pemegang saham yang tidak dapat menemukan titik tengah dalam
pengambilan keputusan dikarenakan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran sebagai
salah satu persyaratan dalam RUPS. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis
suate kasus yang melibatkan 1.CI Omicron BV, schagai pemegang 55% (lima pulah
lima persen) saham dalar Perseroan dan PT Dwa Satrya Utama sehagai pemegang
45% {empat pulub lima persen) saham dalam Perseroan vang mana keduanya selaky
pemegang saham dalam Perseroan perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS
kedua vang diadakan oleh Direksi Perseroan dengan agends pembebasan tugas
Dirgktur lams dan penganghkatan Direktur yang baru terianggal 13 Agustus 2001
Setelah sebelummya diadakas RUPS pertama pada fanggal 24 Juli 2001 yang
kemudian dibatatkan dengan alasan keorum tidak terpenuhi berdasarkan keteotuan
dalam Pasal 14 ayat {3) Angparan Dasar PT ICI karenaz PT Dwi Satrya Utama selaku
pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 45% (empat puluh lima persen) tidak
hadir. Selanjutnya Direksi PT ICT mengadakan RUPS kedua pada tanggal 13
Agustus 2001 dengan pengumuman surat undangannya melalut harian Pos Kota dan
The Jakarta Post tertanggal 16 Juli 2001 dengan agenda RUPS mengenai
pembahasan penunjukan 3 (tiga) Dircktur baru dan pembebasan tugas Direksi yang

lama.

® Op.cit, Passl 18 ayat (1),
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RUPS kedua tetap dilaksanakan dengan dihadiri oleh 1.C.1 Omicron B.V. selaku
pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dan telah
mengambil keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur perseroan yang baru dan
pembebasan tugas Direksi yang lama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-
Undang No. I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, walaupun dengan PT Dwi
Satrya Utama tidak hadir dalam RUPS kedua tersebut. PT Dwi Satrya Utama
menganggap agenda RUPS kedua yaitu penggantian Direksi merupakan materi
hukum perubahan anggaran dasar sehingga dasar penentuan kuorum dan
pengambilan keputusan seharusnya adalah ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18
ayat (2) Anggaran dasar Perseroan jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.
PT Dw Satrya Utama kemudian mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan keputusan RUPS kedua tanggal 13
Agustus 2001 tidak sah dan batal demi hukum.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak Sel tertanggal
4 Oktober 2001 dengan pertimbangan bahwa RUPS kedua Perseroan bertentangan
dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar dan Pasal 75
Undang-Undang No.1 Tahun 1995 maka Keputusan RUPS kedua Perseroan tanggal
13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum sehingga dianggap tidak sah dan oleh
karenanya batal demi hukum.

LC.I Omicron B.V. yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Penetapan
Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel mengajukan gugatan secara perdata pada
Pengadilan Negen Jakarta Selatan dengan alasan RUPS kedua dalam proses
penyelenggaraan dan pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan dalam Angparan
Dasar Perseroan dan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sehingga
berhak mengambil keputusan karena dihadin oleh pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah. Gupatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel yang
menyatakan Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001
batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan
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penyelenggaraan RUPS kedua Perseroan berikut penentuan jumiab kuorum dalam
pengambilan keputusan telab sesuat dengan ketentuan dalam Anggarsn Dasar
Perseroan Pasal 1% jo Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Putusan tersebut
diknatkan kembali dalam Putusan Nomor 50/PDT/2003/PT.DKI tertangge!l 10 Juli
2003, Demikianizh uraian singkat mengenai latar belakang masalah dalam penulisan

fes1s int.

B. POKOKPERMASALAHAN

Pokok permasalahian dalam penulisan tesis ini dibatasi sesuval dengan judui
tesis tersebut diatas, hal {nl dimaksudkan agar pembahesan tesis ini tidak terlaly
menyimpang dari materi penulisan. Pokok permasalahan i1 berdasarkan pada latar
belakang permasalahan vang ®lah dikemukakan di atas, oleh karena itu pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam 1esis ini adalah sebagai berikut ;

1. Apazkah persyamatan dan prosedur yang harus dipenuly dalam penyelengparaan
Rapat Umum Pemegang Saham kedua berdasarkan keteatean yang berlaku
dikaitkan dengan Undang-Undang Persercan Terbatas?

2. Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut yang
telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh Pengadilan?

3. Apakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam
memutuskan perkara sehingga menghasilkan putosan Penpadilan Tinggi Jakaria
No. 30/PDT/2003/PT.DKI?

€. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitn metode yang khusus mencerminkan
identitas disiplin hukum sebagal ilmu hukum, dimana pengolahan data adalah
kegiatan untuk mengadakan sistimatisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.®
Palam hal 1ni, penelitian kepustakaan akan lebih dintamakan Metode peneliian
normatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan analisis

® Sri Mamudfi, ef o, Meiods Penelitian dan Perulisan Hulum, {Jakarta - Badan Penecbit
Fakulas Flukum Universitas Tndonesia, 2005), il 68,
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terhadap pematuran perundang-nndangan yang tertulis yang mengatur tentang
perseroan terbatas dan pelaksanasn dari undang-undang tersebut,

Tipologi penclitian yang digunakan adalah peneliban vang  bersifat
gksplanatonts. Tipologi int bertujuan untuk membenkan gambamn vang lebih
mendalam dalam menjawab permasalahan yvang dikemukakan.

Dalam melakukan penclitian ini penelii menggunakan jenis data sekunder,
yaitu data yang diperoleh dari kepustekaan, Alat pengumpulan data dalam pengelitian
ini adalah studi dokumen. Studi dokumen ini menggunakan sumber primer berupa
peraturan perundang-undangsn yang berkaitan dengan perseroan ferbatas dan
peraturan pelaksanaannys. Tujuan penggunaan sumber prmer adalah untuk mencan
landasan hukum dalam membuat analisis penelitian ini. Peneliti juga menggunakan
sumber sekunder berupa buku-buku, artikel maupun tolisan-tolisan fimiah yang
terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. Tujnan penggunaan sumber sekender
ini adalah untuk mencarl landassan teoritis dan mencari acuan dalam membuat
analisis serta memperkuat data, Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber tersier
berupa abstrak, bibliografi, kamus maupun ensiklopedia sebagal referensi untuk
menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Metode aunalisis data vang digunskan adalah metode analisis kuslitatf yang
berfujuan untuk memberikan gambaman secars  deskriptif analitis mengenal
permnasalaban yang ada dan keterkaitanaya dengan peraturan perundang-undangan
dan implikasinya pada perseroan terbatas.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I, bernsi tentang pendabuluan yang melipoti Latar Belakang
Permasalahan, Pokok Permasalaban, Metode Penelitian dan Sistematika Peaulisan,

Bab  IJ, berisi teniang pengerlian perseroan terbatas, organ perseroan
terbatas, bagaimana persyaratan dan prosedur suatu perseroan terbatas vang akan
melakukan mapat umum pemegang saham {RUPS) kedua dan keabsahan hasil
keputusannya berdasarkan peraturan perundangan tentang perseroan ferbatas berikut
tindak lanjut yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas atas hasil keputosan
tersebut pada Instansi vang berwenang, Selanjulnya dibahas kewenangan pengadilan
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dalam proses pemeriksaan perkara pembatalan hasil keputusan RUPS kedua tersebut
berikut pertimbangan-pertimbangan hukam yang mendasarinya.

Studt kasus atas perkara pembatalan hasil keputusan rapat umum pemegang
saham perseroan terbatas sebagaimana temyata dalam putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No. 50/PDT/2003/PT DKL Bab ini juga memuat anabisa penulis terhadap
kasus, antara lam mengenal keabsahan proges penyeleagaraan RIUPS PT ICI dan
mengenai perubaban Direksi PT termasuk perubahan anggaran dasar atan tidak
menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995.

Bab I, berist tentang Kestmpulan dan saran yang merupakan kesimpulan dari
hasil ursian atau pembahasan dari seluruh tesis dam saran untuk menyelesaikan

masalah yang dihadap:.

. . . Universitas indonesia
Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH Ul, 2009



BABII
PEMBATALAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR
50/PDT/2003/PT.DKI)

A. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS
1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah entitas bisnis yang penting
dan terdapat di dumia ini, termasuk Indonesia. Kehadiran PT sebapai salah satu
kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan
manusia. PT telah menciptakan lapangan kerja, memingkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan
ekonomi dan sosial.'’ Perseroan Terbatas adalah salah satu badan usaha yang relatif
dominan dalam kegiatan ekonomi Indonesia dan banyak diminati oleh para pelaku
usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang ada di Indonesia."' Dengan
dominasi yang besar di Indonesia, PT telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa
Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) sehingga PT merupakan salah satu pilar perekonomian

nasional.

' R I. Bob Tricker, Makalah disampaikan pada National Workshop on Good Governance,
Seoul, 1998.

" Norman § Pakpahan, “Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi”, Jurnal
Hulamm Bisnis, Tahun 1996, hal. 73,
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Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi
usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha
atau badan ysaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.”

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia
adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire
Venrootschap), dan Perseroan Terbatas (PT). Masing-masing badan usaha tersebut
mempunyai kargktenistik yang berbeda satu dengan yang lainnys, khususnya dalam
masalah prinsip tanggung jawabnya. Bentuk-bentuk imi diatur dalam Buku Kesatu
Bab III Bagian ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut
KUHMI). Selain itu masih ada bentuk usaha lain vang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang disebut Maatschap
atau persekutuan perdata. Sebutan atau bentuk PT ini datang dart hekum dagang
Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau Noamioze Venoofschap, vang
singkatannya juga lama digunakan di Tndonesia sebelum digantt dengan singkatan
PT.

Apabila memperhatikan kata “perseroan”, pokok katanva adalah “sero” yang
artinyz saham atau andil (aandee!) sehingga perusahaan vang mengeluarkan saham
atau sero disebut perseroan, sedangkan vang memiliki sero dinamakan “pesero” atau
yang sckarang lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham.

PT tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang
sahamnya, melzinkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja’. Baik
KUHPerdata maupun KUHD secara formal belum pernah diganti melalul undang-
undang. Undang-undang tersebut telah berlako sejak lama berdasarkan Staatsblad
1847 Nomor 23, Akhirmya umtuk menggantikan undang-undang peninggelan
Belanda, setelah melalul proses vang cukup lama, pada tanggal 7 Maret 1993
diundangkan olch pemerintah vaite Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang
Perseroan Terbatas yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor

2 1.6, Rai Widiaya, Hukum Perusahaon Perseroan Terbatas, Cet. 1, {Bekasi : Kesaint Blane,
19983, hal 1.

P Lihat Passl 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
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40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan dan mulai berlaku
sejak tanggal 16 Agustus 2007."

PT sebagai bentuk perusabaan yang banyak dipilih dibandingkan dengan bentuk
yang lain dikarenakan oleh dua hal ©
1. PT merupakan asosiasi modal, dimana ada kemudahan bagi pemegang saham PT
untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain;
2. PT merupakan badan hukum yang mandin berdasarkan pasal 3 ayat {1} Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 :
"Pemegang saham Persercan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas

perikatan vang dibuat atas nama Persercan dan fidak bertanggungiawab atas
kerugian Perseroan melebihi saham yang dimihia™

Secara ckonomis, unsur perfanggungawaban terbatas dari pemepang saham PT

tersebut merupakan faktor vang penting sebagal umpan pendorong bagi kesediaan
para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT."

Ciri~cir{ suatn Perseroan adalah : ¢

a. Pemepang saham perseroan tidak bertanggungiawab secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama perseroan, dan

b. Pemegang sabam tidak bertanggungjawah atas kerugian perseroan melgbibi nilai
saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri
yang mempunyai karakteristik sebagai berikut ;"

a. Sebagar asosiasi modal;

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bersama-
sarnd selanjutnys disebut UUPT.

3 Pendapat senada juga disampaikan oleh Kenny Winston : “...gemerally, people prefer fo
chovse limited lianility company as a corporate body for their new established company since they
confide ihat shareholders huve not personally hold responsibiiities for the company's financial loss,
excepd what are stated in their nomingl shares”. Lilmt Kenny Winston, “Piercing The Corporate
Yel”, Jurnal Hubwn Bisnis, Vol 13, Tahan 2001, hal. 53,

¥ 1.G. Rai Widjaya, op.ciz, hal 3,
¥ i&d:

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH Ul, 2009 Universitas Indo M



14

b. Kekayaan dan utang perscroan adalah terpisah dari kekayasn dan utang
pemegang saham,

Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;

Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/Direksi;
Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;

Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umnm Pemegang Saham atau yang biasa
disingkat dengan RUPS,

~ o a

Dalam hal-hal tertentu #Hidak menutup kemungkinan bahwa tanggung jawsab
terbatas pemegang sabam forsebut bisa hapus. Yang dimaksud “hal-hal tertentu™
gntara lain apabila terbukti bahwa tenadi pembauran harta kekaysan pribadi
pemegang sabam dan barfa kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan
semata-mata sebapai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi
nyjuan pribadinya. Atau dengan perkataan lain babwa ketentuoan atau ¢inl perseroan
tersebut di atas yarnu pertangpungiawaban erbatas pemegang saham, tidak berlaku
apabila - ¥
a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak ferpenubi;

b. Pemepang ssham yang bersangkutan, baik langsung maupen tidak langsung,
dengan itikad burnk memanfaatkan perseroan semmata-mata untuk kepentingan
pribadi;

¢ Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum
vang dilakukan oleh persercan; atau

d. Pemegang saham vang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung,
secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan
kekayaan perseroan menjadi tidek culup untuk melunasi utang perseroan.”

 1bid.

1% pertanggungiawaban terbatas menurat Prof. Dr, Rudht Prasetya, SH., dalam pengertian, bila
tevjadi hutang atan kerugian-kemgian maka butseg Bu aken semsta-mata dibayar seeukupaya dar
haris kekayasn veng tersedia dalam PT, Sebaliknya mereka yvang menanambkan modalnya dalam PT
{baca . pemepang sabam) secara pasti tidak skan memikul kerugian hutang #u lebih dari bagian harta
kekaysannys yang tertanam dalam PT. Jadi mukos “ferbofes” Hu sekaligns mengandong ard
keterbatasan batk dari sudit PT meupon dard sudut «f pensnam modal. Oleh karena ity tanpgung jawadb
terbatas iy oempunyai andi penting Sebagal umpso pendorong agar bersedia tkut serts menanamkan
miodal, Dengan perianggungiawaban terbatas ity, teriehih dabulu sudaht dapst diramalkan terlebih
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Hal tersebut dikenal dengan istilab “piercing the corporate veil” atau “lifling the
veil”, yang artinya menembus cadar perusahaan.

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Masyarakat, pengusaha khususnya telah mengetahui bahwa PT adalab suat
badan hukum vang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya scorang
manusia, mempunyai harta kekayvaan sendint vang terpisah secarz tegas dengan harta
kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat membuat peganjian dengan pihak lain dan
dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu proses di depan pengadilan.

Dalam konieks komersial, dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di
Tndonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi dan sebagainya, bentuk
perusahaan PT merupakan bentuk yang paiing lazim, bahkan sering dikatakan bahwa
PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan. Lebih dipilithnye PT sebagar
bentuk perusabaan dibandingkan dengan bentuk yang lain inf dikarenskan oleh dua
hal, pertama, PT merupakan asosiasi modal dan kedua, PT merupakan badan hukam
yang mandirl, Sebagai asosiasi moda! maks ada kemudahan bagi pemegang saham
untuk mengalibkan sahamnys kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukom
yang mandiri pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas nilal saham
yang dimiliki dalam PT.

limu hukum mengenal ada dua subyek hukum, vaitu orang dan badan bokem,
Definisi badan hukoem atap legal enfity atau /ega/ person dalam Black’s Law
Dictionary dinyaiakan bahwa ;

“legal entity adalah legal existence, an eriity other than a natural person, who

has sufficient exixtence in legal contemplation that it can function legally, sue or

to be sued, and make decisions through agenis as in the case of corporations "2

dahul: beraps besar maksimal resike kemugisn yang mungkin diderita. Lihat Rudhi Prasetys,
Keduchkan Mandiri Perseroant Terbaigs Disertad Dengan Ulasan Mentrut T No, 1 Tadam 1993
Tentany Perseroon Terbatas, Cet. §, (Bandung @ PT Ciira Adityg Baldi 1995), hal 13

# Henry Camphell Black, Black's Low Dictionary, Sixth Edition, {81 Paul Minm: Wes
Publishing Co, 1990).
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Sermentara dalam karaus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan
dengan suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayasn, hak serta kewajiban
seperti orang-orang pribadi ?'

Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam pasal 1634 KUiHPerdata vang
menyatakan

Semua perkampulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang
preman, berkuasas melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak
mengurangl  peraturan-peraturn umum, dalam mana kekuasaan ifu telah
diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara terlentu.

Yang dimaksud dengan “perkumpulan” disint adalah perkempulan dalam artt
juas, termasuk didalammya persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling
menanggung. © Perkumpulan ini ada yeng berbadan hukum dan ada vang tidak
berbadan hukum,

Perkompulan vang tidak berbadan hukum ialah :
a. persekutuan perdata;

b. persckutuan finna;

¢, persekutuan komanditer,

Adapun perkumpulan vang berbadan hukum antara lain

a. koperasi, dan

# Kamushukum.com yang bersumber dari Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakay,
Rochmat Seemitro, (Bandung: Eresco, 1990).

2 1 MN Purwosutfipto, Pengeriian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar
Hukum Dagang, Jilid 1, Cet. V, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 19835).

= Chidir All, Badms Hukum, Cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 1987), hal. 113.
Perkumpilan jemis ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Staatsbiad 1870 No. 64 (berdasarkan
Keputusan Raja ienggal 28 Maret 1870), vaitu pedcumpulan yang alta pendirianmya disahkan oleh
pejabat vang ditunjok oleh Gubermr Jendral (pade waldu it Directsur van Justitie - kini Menteri
Hukum & HAM RI. Peribal anggaran dasar dan syarat-syarst penditiannya sebenarnya tidal/belum
ada ketentuzn baku yang mengatur mengenat beptuic/format standar anggaran dasar Perkumpuian
yang berbaden hukum sebapsimana halnya yayasan dan PT. Mamun, karena harus melahui proses
pengesaban dan Menteri, maks tentu safa harus melalui proses yang hampir mirip dengan pendirian
yavasan, Bigs dikatakan serupa tapi tale sama. Karens dard sisi prosesnya memang hampir sema, jugs
untak anpoaran desarnya hurus mencantombkan ketentuan mengenai |
- Jangks wakiu,
~ muxdel yang dipisabkan
~ ragksud dan tyjuan
~ grean Perkompulan vang terdint dari pendiri, pembing, pengurus dan pengawas

Universitas indonesia
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b. perkumpulan saling menanggung.
Perbedaan keduanya tampak sekali pada prosedur mendinkan badan-badan terscbut.
Untuk mendirikan suata badan hukum mutlak diperiukan pengesahan Pemerintah.

Berdasarkan pasal 1654 KUHPerdata tersebut di atas terdapat emapat jenis badan
hukum, yaitu :*

{1} badan hukum vang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum
(pemerintab/negara), confohnya propinsi, kotapraja, bank-bank yang didirikan
oleh negara;

{2y badan hulum yang diakyi oleh kekuasaan umum, contohnya perseroan, subak di
Bali;

{3} badan hukum vang diperkenankan {diperboiebkan} karena diizinkan;

(4) badan hukum yang didivikan untul; suatu maksud atau fujuan terfentu yang fidak
bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Badan hulcum jenis ke-3 dan ke-4 tersebut dinamakan pula badan hukum dengan
konstruksi keperdataan, contohnya seperti vang diadaken oleh orang-orang untuk
membentuk partai politik, perseroan terbatas.®

Badan hukum {rechipersoon} adaliah suatu badan {ensity) yang keberadaanaya
terjadi karena hukum atau undang-undang ™ Suatu badan hukum (fegal entity) lahir
karena dicipiakan oleh undang-undang, karena diperlukan oleh magyarakat dan
pemerintah. Yang jelas badan hukom dianggap sama dengan manusia, yaitu sebagai
“manusia buatan/tiruan” atau “artificial person” yang merupakan “orang tirnan™ atau
orang yang diciptakan oleh bukum. Namun secara hukum dapat berfungsi seperii

manusia biasa (nafural person waw natuwrlifke perscon), dia bisa menggugat

* 1bid, hal, 56.
2 Ibid. hat. 57.

* Purnadi Purbacarake dan Soetjone Soekanto berpendapat berbeda tentang istilah baden
Fakum (rechipersoon), vaitu pengertiannya sinonim dengan tegemahan pribodi hukors, stilsh ini
diperpensken dalam bulunya berjudyl Sendi-send! Hukum Perdata Infernasiongd (suate oriermiasi,
Edigi 1, (Jakarta : CV Rajawali, 1983).

Linivorsitas indonesia
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maupun dipugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban,
utang piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa >’

Meskipun perseroan bukan wanusia secara alamiah, badan hukum iu bisa
bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dipertukan, akan
tetapi perbuatan hokum ity hanya terbsias pada bidang hukum barte kekayaan
Dalam wmekanisme pelzksanaannya badan hukum bertindak dengan peraniara
pengurus-pengurus. Untuk ity ada vang disebut “agenf” yaitu orang yang mewakili
persercan serta bertindak uptuk dan afas nama persercan. Orang tersebut adalgh
Direksi yang tordini atas aatnral persons. Berbeda baloya dengan natural persons
atau orang, yang sefiap saat bisa meninggal, badan hukum tidak bisa mati, kecuah
memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau undang-undsng.

Dalam bukum perdata telah lama diakui bahwa suatn badan hukum (sebagai
suatu subyek hukum mandiri, persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan
hukum {onrechmatiz handelen; tort). Penafsiran 1 dilakukan melalut asas kepatutan
{doelmatigheid) dan keadian (bilijtheid). Oleh karena ifu dalam hukum perdata,
suatu korporast (fegal person) dapat dianggep bersaleh melakukan perbuatan
melawan hukum, disamping para anggota diveksi sebagai rnatural persons, Dikatakan
bahwa karena perbuatan korporas: selalu diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan
manusia {dueksi, manajemen), maka pelimpshan pertanggungjawaban mapgjemen
{manusia; ratural persor) menjadi perbuatan korporasi (badan hulann; legal person)
dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku
sebagal perbuatan korporast, Ini vang dikenal sebagai konsep bukum tentang ‘pelaku
fungsional’ (functionele dader). Pada perkembangannya korporasi juga dapat
dimintakan pertanggungjawaban sccara hukurn.

T R. Subekii, Hwkum Perjunfian, Cet. Vi, (Intermnasa, 1979). Sedangkan Wiriono Prodicdikero
mengemukzkan pengertian bedan hokum, ysitu badan i samping manusie perseorangan juga
dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yeng mempunya hak-hak, kewsjiban-kewaitban dan
perhubungan hukure terhedap orgog sl stau badaa lsin,
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3. Modal Perseroan Terbatas

Ilmu ckonomi perusabaan modal diartikan sebagai suatu perwujudan persatuan
benda yang dapat berupa, bavang, vang dan hal-hal yang dipergunakan oleh suato
badan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Penpertian modal di sini berbeda
dengan pengertian kekayaan, karena dengan kekayaan dimaksudkao selisth antara
milik badan usaha itu yang dinilai dengan uang dengan hutang-hutang badan usaha
yang bersangkutan. Dengan demikian, berarti modal merupakan bagian atav salah
satu komponen harta kekayaan suatu perusahaan, yang nanti akan diperhitungkan
bersama-sama dengan hutang yang dimiliki suatu perusahaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang telah
dikutip sebelumnya bahwa modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham,
Hal ini merupakan konsekuensi terhadap syarat pendirian perseroan yang harus
didirikan berdasarkan pada perjanjian, dalam hal ini harus melibatkan paling sedikit
dua orang. Undang-undang mengharuskan para pihak vang terlibat dalam perjanjian
pendirian suatu perseroan terbatas mengambil bagian sahamnya pada saat perseroan
didirtkan yang merupakan modal setor perseroan. Modal dasar yang telah disetor
tersebut merupakan kekayaan perlama dan kekayaan sendiri yang riil milik perseroan
vang awalnya berasal dari para pendin yang dibukiikan dengan szham vang telah
diambilnya. Kekayaan dani perserean ini di samping mempakan kekayaan realitas
Jjuga merupakan faminan hutang bagi para kreditur perseroan.

Menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan
bahwa setiap pendiri persercan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan
didirikan merupakan wijud pernyataan kehendak dari para pendiri ketika membuat
perjanjian pendirian perseroan terbatas.

Kata perseroan menunjuk pada modal persercan yang terbagi dalam sero atau
szham  Sedangkan kata terbatas menunjuk pada tanggung jawab terbatas dari sekutu
pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.® Suatu
perseroan dapat berfungsi dengan batk apabila memiliki sejumiah kekayaan sendir,

* Rachmadi Usman, Dimensi Hulum Pernsahamn Perseroan Terbatas, B4, 1, (Bandung: PT.
Alumni, 2004), hal. $1.
® Ibid.

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UL, 2000 WNiversitas Indonesia



20

Kekayaan mi diroulai dengan perolchannya dan para pendini vang telah mengarmbil
bagian saham dengan kewajiban untuk menyetor sejumlah uang sebesar nilar saham
vang telah diambilnya itu. Oleh karena itu pada setiap saham dicantumkan jurniah
uang yvang merupakan nilai nominal ssham tersebut. Kescluruhan dari jumiah nilai
saham tersebut merupakan modal dasar.

Soemitro menyebutkan sebagai modal saham atau modal sero (maaschappelijk
kaapital atau statwtaire kaapiial) yaitu jumlah modal yang disebut dalam akta
pendirian, merupakan jumlah maksimum sampai jumlab mana dapat dikeluarkan
surat-surat saham.” Sedangkan Kansil menyebut modsl perseroan sebagai modal
masyarakat karepa jumlsh modal vang disebut di dalam akia pendiriran PT
merupakan suatu jumlab maksimum sampai jumlah mana dapat dikelvarkan surat-
surat saham’' Menurut Prasetyo bahwa apa yang disebut dengan madal perseroan
(muaschappelijk kaapitai  ataw gemeenschappeiijk kaapital) tiada lain adalgh

keseluruhan nilai nominal dar saham yang ada dalam PT.*

Modal perseroan dibedakan dalam ;*

1, Modal Dasar (duthorized Capital atan Equity)
Modal dasar (authorized capital atau equity} adalab jumlah saham maksimum
yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas sehuroh
nominal saham. Muodal dasar imlah vang sering dipakai sebagst kriteria agar
suatu perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, vaitu apaksh
perseroan terscbut tergolong ke dalam perusabaan kecil, menengah atau besar,

2. Modal Ditempatkan {/sswed Capital)
Modal vang ditemipatkan (issued capital} stau dikeluarkan adalak saham yang
telah diambil dan sebenamya telah terjual, baik kepada para pendin maupun

® Rochmat Soemitro, Permmiun Perseroan Terbatas dengan Undung-Ulndang  Pajok
Perseroam, (Bandung: Eresco, 1979), hal. 99,

' C.8.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indenesia, {Jakarta: Aksare Bary,
1985 hal 95,

¥ Rudhi Prasctyo, Kedudsdom Mundiri dan Pertonggungiowaban Terbaias dari Perseroun
Terbatas, (Surabays: Airlangga University Pers, 1983), bal 110

» Yamin Ginting, Hrdom Perseroon Terbatas {00 No. 48 Tabun 20075, Cet. |, (Bandung © PT
Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 5556,
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pemegang saham perseroan. Para pendin telah menyanggupi untuk mengambil
bagian seham scbesar atau sejumiah tertentu dari saham perseroan dan karena itu,
diza mempunyai kewsajiban untuk membayar atau melakukan penysioran kepada
perseroan.
3. Modal yang Disetor (Paid Up Capital)

Modal yang disetor {(paid up capiial) adalah saham yang telah dibayar penuh
kepada perseroan yang menjadi pernyatan atau penyetoran saham ril yang telah
difakukan, baik oleh pendiri maupun para pemegang sabam perseroan.

Adskslanya dalamn berbaga: referensi penggunaan istilah  ecapite! senng
dipertajam dengan istilah stock, untuk mempertegas dalam penamaan tersebut df atas
khusus diperuntukkan bagi perseroan terbatss {dengan sgham). Saham dimaksud,
baik atas nama mazupun saham atas funjuk, Saham atas nama adalah saham yeng
mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya, sedangkan saham atas tunjuk
adalah saham yang tidak mencantunikan nama pemegang atau pemiliknya. ™

Secara tegas pasal 32 Undang-Undang No. 40 Takun 2007 menentukan bahwa
modal dasar PT mirmimal Rp. 30.600.000,- (lima puluh Juta rupiah). Namun undang-
undang afau perafuran pelaksanaan vang mengatur bidang usaha terteniu dapat
menentukan jumial minimuem modal PT beserta perubzhannva ditelapkan dengan
peraturan pemenntab (PP,

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ditentukan pentshapan
pemenuhan modal perseroan terbatas. Pada saat pendirian perscroan terbaias, modal
yang harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dan modal dasar (yaitu 25% x 50 juta rupiah = Rp. 12.500.000,-)
schagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal
yang ditempatkan harus disetor penuh. Ketentuan int menegaskan babwa tidak
dimungkinkan penyetoran atas sabam dengan cara mengangsur.>

%4 Rachmadi Usman, op. off, hal. 82
% Indonesia (), Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat 3).
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Permodalan tersebut harus puls sesuai dengan jenis dan besar usahanya. Di
samping fu, secara praktis ada pengkategorian dari perusahsan yang semata-tnata
melihat kepada permodalannya, misalnya untuk bisa dikatakan perusahaan kecil,
sehingga dapat menjadi kontraktor untuk proyek pemerintah untuk kategori tertentu,
juga dapat melibat kepada jumlah modal perseroan.®

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan permedalan PT vang diatuwr dalam
KUHD. Dalarm KUHD, modal PT walaupan dibagi ke dalam beberapa saham, baik
atas nama maupun atas tenjuk, tetap! tdak ada ketentuan mengenal jumlah modal
minimal.”’ Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, intinya menyebutkan bahwa
saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan
saham atas tunjuk.*®

Mengenal penyetoran modal PT ferbagi atas Penyetoran atas Modal Saham dan
Kompensasi Hak Tagih dengan Setoran Saham.

a  Penvetoran Atas Modal Saham

Penyetoran atas maodal saham dalam bentuk lain sebagaimana tercantum dalam
pasal 34 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 :

(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk wang dan/atau
dalaro bentuk lainnya,

(2} Dalam hal penyetoran modal sabam, dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran medal saham ditentukan berdasarkan
nilal wajar vang ditctapkan sesuaf dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak
terafiliasi dengan perseroan.

{3} Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumuomkan dalam
1 {satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka wakiu 14 {(empat belas) hari setelah

* Munir Fuady, Hulwm Peruschaan dulam Povadigma Hukwm Bisnis, {Bandung : PY Citrg
Aditya Baktl, 1999}, hal. 17

# Rachmadi Usman, op. oit, hal, 83,
3 Indonesia (b). Libat Pasal 48 jo Penjelasannya.
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akta pendirian ditandatanpani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran
saham tersebut

Pada umumnya, penyetoran sahem dalam bentuk uang tetapi ndak ditutup
kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau
benda tidak berwujud vang dapat dinilai denpan uvang ¥ Dengan demikian,
penyetoran saham dapat berbentuk uang tunai atav benda-benda lainnya yang dapat
dirilai dengan uang. Artinya, bentuk setoran saham PT fidak harus dalam bentuk
uang, tetapi benda-benda leinnya yang mempunyai nilail ekonomis yang dapat dinilal
dengan uang,

Penyetoran saham PT vang dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penilaian
harga ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditefapkan sesuai denpgan harga pasar
atau oleh ahli yang tidak terafiliasi™ dengan Perseroan.*! Nilai wajar setoran modal
saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilat wajar
ditentukan berdasarkan teknik penilaian vang paling sesvai dengan karaktenistik
setoran, berdasarkan imformast yang relevan dan terbaik.

Khusus unfuk penvetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak hasous
diumumkan dalam 1 {satu) surat kabar atau lebih. Maksudnyza agar diketahui oleh
umum dan memberikao kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat
mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran
saham. Pengumuman mengenai penyetoran saham dalam bentuk benda tidak
bergerak harus dilakukan dalam surat kaber hanen berbabasa Indonesia dengan
peredaran nasional. Dalam pengumuman tersebut, selain memuat jumiah peayetoran
saham dalam bentuk benda tidak bergerak, juga memuat rineian yang menerangkan

* Indonesia (b). Lihat pasal 34,

“ Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafifiasi” adalah 2hil yang tidak mempunyai :

a, Hubungay keluargs karens perkawinan atau keturunan sampai derajet kedua, baik secars horzontal
maugun vertikal dengan pegawai, anggote direksl, dewan komisaris, atau pemegang seham dani
perseroan;

b. Hebungan dengen perserosn karera sdanys kesamasn satu aiau lebib anggota diveksi atau dewan
komisaris;

c. Hubuagan pengendalian deagan pergercan, haik langsung maupur fidek lengsunp; danfatay

d. Saham dalam perserosn sebesar 2096 {dua puduh persen) atau lebih.

1 Op. cir., Likat pasal 34 ayat (2).
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mengenai identifikasi bentuk benda tidak bergerak yang dyjadikan setoran saham.
Kemudian penyetoran saham dalam bentuk lain tersebut dicatat pula dalam Daftar
Pemegang Saham.

Ketentuan mengenai inbreng memungkinkan dilakukan suatu quasi inbreng, vaitu
semacam inbreng dengan mana seorang calon pemegang saham memasukkan benda
tidak bergeraknya kepada perseroan sebagai setoran memasukkan modal. Dalam hal
harus melakukan pengumuman dalam surat kabar yang mungkin dapat merugikan
pihak ketiga karena tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan atas
penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. ** Maksud
diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat
kabar adalah agar diketahui umum dan membernkan kesempatan kepada pihak yang
berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut
sebagai setoran modal saham, misalnya, ternyata diketahui benda tersebut bukan
milik penyetor.

b. Kompensasi Hak Tagih dengan Setoran Saham
Secara tegas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 melarang pemegang saham

mengkompensasikan piutangnya kepada PT dengan kewajiban penyetoran harga

sahamnya. Pasal 35 menegaskan sebagai berikut :

(1) Pemepang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagthan terhadap
persercan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi
kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui
oleh RUPS.

(2) Hak tagih terhadap perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat
dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap
perseroan yang timbul karena :

a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda

tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

2 Rachmadi Usman. op. cif., hal. 86.
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b. Pihak yang menjadi penanggung aiau penjamin utang perseroan felah
membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggong atau dijamin; atau

¢. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dan pibak kefiga dan
perseroan {elah menerirna manfaat berupa uanmg atau barang yang dapat
dinilat dengan vang yang langsung atau fidak langsung secara nyata elah
diterima porseroan,

{3) Keputusan RUPS scbagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dilakakan
sesuai dengan kelentuan mengenail panggilan rapat, kuorum, dan jumilah suara
untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
dan/atay anggaran dasar.

Ketentuan ini dimaeksudkan untuk mencegah pomegang saham yang joga
merupakan kredifer PT secara sepihek, tanps sepakat dari PT menggunakan hak
kompensasi sehingga menempatkan dirinya dalam kedudukan yang menguntungkan
berkenaan dengan kewajiban penvetoran harga sahamnya *

Ketentuan ird juga bertujuan untok menghindan adanya PT yang setoran
modalnya §kif Karena i, dalam tata camm kompensasi bentuk-bentuk tagihen
tertentu schagai setoran saham diperukan pengaturan yang jelas. Bentuk-bontuk
tagihan tericnlu itu antara lain “convertibie bonds™, sedangkan bentuk-bentuk tagihan
lain seswal dengan perkembanpan dunia uwsaha akan diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemcerintah, Ketentuan int telah memberi landasan dan kepastian hekum
terhadap bentouk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai seforan
saham.

Bentuk tagikan tertentu tersebut dapat dikompensasikan oleh PT tersebut dengan
kewajiban penyeforan atss harga saham PT yang diambil oleh pihak yang
mempunyal tapthan kepada PT. Pihak-pihak yang mempunyai tagihan disini adalah
pihak-pihak tertentu yang mempunyai tagihan kepada perséroan, baik pemegang
saham perseroan ferbatas maupun bukan pemegang saham perseroan terbatas,
Kompensasi  atas bentuk tagihan tertentu dimaksud hanya dapat dilakukan
berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan

* Rackmadi Usman, op. cit., hal. 87.
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RUPS atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan kepumnsan RUPS.

Keputusan RUPS tersebut sah apabila diambil sesuai dengan ketentusn pasal 88

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Bagi perseroan terbatas yang berbentuk

perseroan terbuka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Ketentuan sebelumnya penhal tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan

sebagal setoran sabam diatur dalam Peraturen Pemerintah Nomor 15 Tahun 19953,

{Oleh karena ity dalam ketentuan ind tidak perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemeriniah dan atoran yang terdapat dalam Peraturan Pemernintah Nomor 15 Tahun

1999 ini telah diterapatkan dalam pasal 35 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ini,

kecuali yang belum diatur masih tetap berlaku, vaitu:

a. Dalam anggaran dasar dapat ditcntukan bahwa pengeluaran saham vang
dilakekan oleh perseroan sebagal akibat kompensas: bentuk tagihan tertenty,
tidak harus ditawarkan terlebih dahuly kepada pemegang sabham perseroun (pasal
3 Pexaturan Pemerintah Nomor 15 Tzhun 1999) dan

b. Penyetortan atas saham yang dilakukan sebagai akibat dani kompensasi bentuk
tagihan tertentu harus diumumkan dalam dua surat kabar harian (pasal 6
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999).

4. Saham Perseroan

Perihal saham perseroan terbagi atas Pengerhian Saham, Kepemilikan Saham,
Klasifikasi Saham, Daftar Pemegang Saham dan Perlindyngan atas Saham Minoritas.

a. Pengertian Saham

Saham merupskan modal persercan yang memilild nilai oominal, setiap
pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.
Pengaturan bentok bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai
dengan kebutuhan.

Saham adalah bukti surat tanda bukt ikut serfanys dalam PT. Sabam iny
menunjokkan hak dan kewaiiban serta hubungan hukum antara pemilikaye dengan
PT dan pemilikoys mewakili sebanding dengan jumlah besamya saham vang

Universitas Indonesia
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dimiliki dalam modal PT 1tu Saham biasa juga disebut surat andil, surat peserta atan

surat persero,

Saham itu tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan atau tidak. Kalau
saham iu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau
pemegang saham. Kalau tidak, dafiar persero yang biasanya ada di kantor persercan
dapat dipakai sebagai alat pembuktian bagi persero. Kutipan dari daflar persero yang
ditandatangani oleh Direksi dapat pula dipakai sebagai bulti rurut sertanya seseorang
dalam persercan. Kalau sabam iu dikeloarkan atas nama, nams pembeli ditulis
dalam surat ssham, yang merupakan bukti bagi pemegangonya. Dalam saham yang
dikeluarkan kepada pembawz ini hanyalah mengesahkan atau melegitimasi
pemegangnya sebagai pemilik kecuali bila ada yang membuktikan sebaliknya **

Dengan demekian, sefidaknya ssham mempunyai tiga fungsi utama, vaitu:

a. Saham sebagar bagian dan modal Pads dasamva, ssham ity merupakan modal
schagai yang senng dibaca dalam akfa pendirian persercan terbatas. Karena iy,
dapat dikatakan babwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma
dalam harga saham;

b. Saham scbagai tanda anppota. Setiap orang vang akan ikut serta sehagai anggota
dalam kerja sama perseroan terbatas diwajibkan untuk membernkan pemasukan
sejumiah uang sebapat inbreng ke dalam perseroan terbatas. Pemasukan inilah
yang diperhitungken dalam bentuk saham Nominal wang pemasukan itu
tercantum sama delam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa
orang tersebut adalah anggota yang disebut persero dari perseroan ferbatas dan
sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggotanya;

<. Saham sebagai alat legitimasi, artinva saham memupakan spatu surat yang
menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak. ™

Ketentuan Umum mengenal saham sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut -

¥ HMN. Purwosuljipto, Pengertion Hukwm Dageng Indonesia, Sed ke-76, (Jakarta
Diambatan, 1984), hal 107,
“ Rachmadi Usman. op ¢it, hal 102.
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a. Saham dikeluarkan atas nama pemililmya.

Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atss nama pemiliknya dan
perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas hmjuk.

b. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan
memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh imstansi yeng berwenang '
sesuai denpan ketentoan peraturan perundang-undangan.

¢. Dalam hal persvaratan kepemilikan saham sebagaimans dimaksud pada buruf b,
telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham
tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut
tidak diperhitungkan dalem kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan
un -undany ini dan/atau angearan dasar.”

b Kepemilikap Sabam

Setiap orang yvang menjadi pendini suatu PT merupakan pemegang saham PT.
Yang dimaksud dengan para pendiri ini adalah mereka yang hadir dihadapan notaris
pada saat Akta Pendirian PT para pemegang saham pada saat PT memperoleh statos
sebagai badan hukum, yaitu pada saat Akta Pendirian perseroan ferbatas tersebut
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian berarti,
pada saat vang bersamaan juga, vaitu pada saat PT memperoleh status badan hukum,
saham perseroan sebagal bukti pemilikan pemegang saham dalam PT memperaleh
kedudukannya dalam hukum.®

Secara umum, merska vang dianggap mampu untuk hadiv dan bertindak sebagai
pendini adalah mercka yang sudah diperlakukan sebagai pihak yang cakap untuk

* Yang dimgksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdusarkan
undang-undang borwensng mengawasi perseroan yasg melakukan kegislsn usshuaya Jf bidang
tertentu, misalnya Bank Indonesis berwenang mengawast perseroan di bidang perbankan, Mented
Energl dan Sumber Duys Miners! mengawss! perseroan di bidang energi dan periambangan,

* Indonesia (h), Libat Pasal 43, Yang dimaksud dengan “tidak dapat meniglankan hak selsky
pemegang saham”, misalnys hak antuk dicatst dalam dafier pemegeng szham  bak untuk menghadin
dan mengelusrkan suarg dalam RUPS, stau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

@ Gunawen Widiajs, Hak Individu den Kolekiif Para Pemegang Saham, Cet 1, (skarta
Forum Sahabat, 2008}, hal, 34
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bertindak dalam membuat perjanjian. Ini adalah konsekuensi logis dart PT yang
didirikan berdasarkan perjanjian® Dengan demikian setiap orang yang cakap untuk
membuat perjanjian, yaitn semua orang dewasa, kecuali yang berada di bawah
pengampean atae karena undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan
tindakan hukum dapat menjadi pendiri dan pemegang ssham PT.” Demikian juga
kiranya sermua badan hukum yang telah dinyatakan sah sebagai badan hukom oleh
Negara Republik Indenesia, dan atay oleh negara lainnya, dengan memperbatikan
ketentuan hukum khusus yang berlalm.

¢. Klasifikasi Saham

Dalam perseroan terbatas dimungkinkan adanya berbagat klasifikasi saham, salah
satu diantaranye harus ditetapkan sebagai kiasifikasi saham biasa. Hal ini dinyataken
dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa “dalam hal
terdapat lebth dant 1 {sate) klasifikasi sabam, anggaran dasar menetapkan salah satu
dianfaranya schagai “saham biasa”. Yang dimaksud dengan “klasifikasi szhem”
adalab pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Sedangkan
maksud dari “sabam biasa” adalah saham yang mempuonyai hak suara untuk
mengambil Keputusan dalam Rapat Umupm Pemegang Saham (RUPS) mengenai
segala hal vang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyat hak untuk
menerima deviden yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak
suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang
saham klasifikasi lain. Saham biasa ini sering juga disebut sebagai common stock”!

# Indonesia (b). Likat Pasal 1,

*® Yang dinamaken kedewasasn adalah anak-anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan
orvang tua (Pasal 47 Undang-Undang Mo 1 Tshon 1974 tentang Perkawingn) dan atau walinys (Pasal
50 Undang-Undang No. 1 Talun 1974 temtang Petkawinan). Ansk-anzk dianggap tidak lagi bersda di
bawah kekuagagn orang tug atan walinys sdalsh pade sant anak-anzk telah mencapai usia 18 (delapan
belss) tabun stas belom mencepai usia 18 (delapan belss) fahon 1api sudah menikah, Ini berarti anak.
ansk vang belum menikzh dsn belaum mencapai usia 18 {delapan belps) tahun 4dak boleh mendirikan
perseroan stay mentsdi pemegang sasham dalam suatu perseroan terbatas.

* “Common stock, also referred to as common or ordinary shares, are, as the name implies,
he muost usned and commonty beld form of stock in a corporation. Caommon stock typically hos voting
rights in corporate decisian meaters, though perhaps different rights from preferred stock In order of
priority in a bgquidation of a corporation, the owners of common stock are near the lost. Dividends
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Pengaturan ini menumit Pemerintah didasarkan pada pertimbangan bahwa saham
biase mengandung tige hak, yaitu jncome atau dividen, kontrol dan asset kalau terjadt
likuidasi bila masih ada haxta lebih diberikan kepada pemegang saham. Kemudian
ada saham yang mempunyal kelebihan di kontrol atae di voring, vaitu yang
meinpunyai hak bicara khusus lebih dari yang lain, misalnya saham prioritas yang
biasanya dibenkan kepada pendiri PT. Dialah yang berhak mengusulkan pada waktu
RUPS, sedangkan pemegang saham yang lain banya menyetujul saja. Saham
preferent iasanys tujuannya di income alau assed, sedangkan pada kontrol tidak
terlaluy  berperan, mendapat lebih dahulu juga. Schetulnya klasifikasi atau
penggolongan saham iu bergantung kepada peran masing-masing cmg‘sz Karena
ttu haknya jugs tidak sama. Masing-masing orang mempunyai kepentingan dan iu
disetupl oleh para pendimi atau pemegang saham. Oleh karena ify, dalam anggaran
dasar sustu perusghaan pemikikan klasifikasi saham diserahkan kepada pemegang

szham sendivn

Kita mengenal beberapa kiasifikasi saham dalam Perseroan sebagaimana
dimaksul di atas, antara lain ¢

a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

b. Sabam dengen hak khusus untuk mencalonkan anggota dircksi dan/atau anggota
dewan komisaris;

¢. Saham vang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditokar dengan
klasifikast saham lain;

d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya umiuk menerima dividen
lebih dahulu dani pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara
kumulatif atau non kumulatif, dan

¢. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu
dari pemegang ssham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan
dalam likuidasi (Pasal 53 Undang-Undang No, 40 Tahun 2007,

paid o the siockheolders must be paid 1o preferred shares before heing paid o common stock
shareholders”™ (wikipedie.org)

% Rachmadi Usman, op. o, hal. 103,
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Bermacam-macam kiasifikasi saham tidak sclalu menunjukkan bahwa klasifikasi
tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat
merupakan gabungan dan dua klasifikasi atau lebih

Adanya klasifikasi tersebut memnungt Fred Tumbuan, menimbulkan pengaturan
oligarkis, seperti pada pembagian saham prioritas dan saham biasa™ Yang diartikan
dengan saham prioritas adalah saham yang lazimnya memberi kepada pemegangnya
kekuasaan terfentu berkenaan dengan hal tkhwal perseroan. Biasanya, saham ini
diberikan kepada pars pendiri atau dewan komisaris. Misalnya, pemberian vefo
kepada perubaban anggeran dasar, pemberian rekomendssi sehubungan dengan
pengangkatan atau pemberhentian direksi.

Saham preferen merupakan saham yang memberikan hak terlebih dahuln bagi
pemiliknya untuk menerima pembagian laba perseroan dan hak untuk mendapatkan
sisa harta perseroan dalam hal [ikuidasi. Meskipun begitu dalam hal voting, ferhadap
saham Ini brasenya fidak diberikan kekhususan apa-zpa. Jadi, dalam hal tersebut,
dipertakukan sama dengan saham biasa ' Keistimewaan dari kepemilikan ssham ini
tidak boleh menjadikan pemiliknya menentukan bahwa direksi atau anggota dewan
komisaris hanya bisa diberhentikan atas pemilik saham prioritas tersebut. Pemberian
hak veto kepada pemilik saham tertentu untuk melakukan tindakan tersebut, tentu
bertentangan dengan hak pemegang saham lainnya dalam RUPS karcna ketentuan
delam RUPS, dapat memberikan direksi atau anggota dewan komisaris sewaktu-
waktu atas keputusan RUPS sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

# Jamin Gisting, ap. off, hal, 76.

Hog preferred stock, also Bnown as a preferred share or simply o preferred, is o type of stock.
It jypically gives the owner the right fo colleet a fixed dividend from the firm when finids are avaiuible
Jor diswibution, with higher priovity than regular stock owners, hence the “preferred” nome.
Hewever, it generally does not give the owners any voting pawer in the decisions of the firm. In that
sense it has o lower ravding than reguilar siock, nad hence is more similor 1o deb. Also, the dividend
owed o preferred shareholders iz generally fived and therefore they do not bengfit from laorge
dividend payouts, as o reguler stockholders do. ” (wikipedis.org)

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009 Universitas Indonesia

“““““““““““““““““““““



32

d. Daftar Pemepgang Saham

UUPT juga mewajibkan PT mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang
Saham. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan yang mungkin tegadi dan setiap transaksi perseroan agar
pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dikenakan
tanggung jawab pribadi sehingga penting bagi pemegang saham, Direksi dan Dewan
Komisaris perseroan untuk secara terbuka (disclosure) menyampaikan kepada
perseroan mengenai kepemilikan saham mereka pada perusahaan-perusahaan lain,
termasuk juga keluarganya. > Untuk keperluan itu, maka dibuat, diselenggarakan dan
dipelihara dan disimpanlah Daftar Pemegang Saham oleh Direksi Perseroan, yaitu
dokumen yang berisi sekurang-kurangnya keterangan tentang :

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang sahamn, dan
klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham,

¢. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah paling sedikit sama dengan

jumlah nilai nominal saham.

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai
gadal atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal
perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; dan

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam

pasal 34 ayat (2).

Selain daftar pemegang saham dimaksud pada point tersebut di atas, Direksi
Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat
keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta
keluarganya dalam perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu
diperoleh. Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber
informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain

** Gunawan Widjaja, op. ciz. hal. 78.
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sehingga pertentangan kepentingan vang mumgkin timbul dapat ditekan sckecil

mungkin ketika Direkst maupun Dewan Konusaris menjalankan kewajiban dan

fugasnya. Yang dimaksud dengan “keluarganys” adalah istri atau suami dan ansk-
anaknya.
Hal-hal yang dimuat dalam Daflar Khusus tersebut adalah =

a. Keterangan mengenat kepermilikan saham anggota direksi beserta keluarganya
(bisa 1steri/suami atau anak-anaknya) pada PT yang bersangkutan;

b. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi beserta kelvarganya
(bisa isteri/suami atau anak-anaknoya) pada PT lain;

c. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota dewan Komisaris beserta
keluarganya (bisa isteri/suami atau anak-anaknya) pada PT yang bersangkutan,

d. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota dewan komisaris beserta
keluarganya (bisa isteri/suami atau anak-anaknya) pada PT lamn;

e. Jika PT mengeluarkan sabam atas tunjuk yang dimiliki direksi, dewan komisans,
atau kelvarganya, harus pula disebutkan tanggal, jumliah, dan nomor saham atas
tunjuk yang dikeluarkan tersebut;

f  Harus pula dicatat setiap perabahan kepemilikan saham anggota direksi, dewan
komisans, atau keluarganya pada PT yang bersangkutan atau perseroan terbatas

lain.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus tersebut disediakan di tempat kedudukan
perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham, demikian juga halnya
seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur
lam, ketentnan sebagaimana tersebut di atas berlaku juga bagi persercan terbuka.
Yang dimaksud dengan “tidak mengatur lain™ adalah bukan berarti tidak diadakan
kewajiban untuk menyusun daflar pemegang saham dan daftar khuses bagi perseroan
terbuka, tapl peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dapat

* Rachmadi Usman, op, eif, al. 110,
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menentukan kriteria data yang harus dimasukkan dalam dafiar pemegang saham dan

daftar khusus.

5. Perlindungan Atas Saham Minoritas

Dalam suatu persercan apabila terdapat perbedean pemilikan saham perseroan
dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpal adanya pemegang
saham mayoritas di pihak yang satu dan di pihak yang lain adalah pemegang saham
minorias, juga dengan perbedaan jumiah hak suara yang mencolok.

Perlindungan hukam yang memadai kepada pemegang saham minoritas dalam
PT dapat ditemukan dalam pasal-pasal UUPT. Perlindunpan hukum tersebut
diberikan oleh UUPT dalam rangka untuk melindung: kepentingan pribadi pemegang
saham dan sekaligus melindongl pemegang sgham dari perbuatan yang merugikan
T vang dilakukan olch organ PT.

Pengalaman dimasa lampau menunjukkan bahwa ponsip  mayorilas
menyebabkan pemagang saham minonitas berada pada posisi yang tidak berdaya dan
kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya Kedudukan hukum para
pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi
tindakan direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan, justry disebabkan
olsh kedudukan pemegang saham mayortas vang identik dengan kedua organ
perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan. ™

Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas unfuk mewakili
kepentingan perseroan adalah prinsip “persona standi in judicio” atau capacity
standing in court or in judgement, yaitu hak untuk mewakili perseroan, batk di dalam
maupun di huar pengadilan dilakukan oleh organ perseroan. Jadi tampak suaty
diskriminasi yang jelas antara yang “kuat” dan yang “lemah”, walaupun masing-
masing mempunyai hak dan kewajiban namun tanpa adanya suatu instrumen bagi
pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apalagi hendak menuntut
pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.

%7 Indonesia (b). Lihat Pasal 50.
5% 1.G. Rai Widjaye, Hukum Perusabacn, Cet. 7, (Jakaria : Kesaint Blanc, 2007), hal. 202,
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Dalam KUHPerdata pasal 511 ayat (4) pasat 60 ayat (1) Undang-Undang No. 40
Tahun 2007, juga dinyataksn bahwa sabam merupakan benda bergersk dan
memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ¥ kepada
pemegangnya.dinyatakan bahwa surat saham dipandang sehagai barang bergorak.
Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham
tersebut. Sebagai subyek hukum, pemegang saham mempunyat hak dan kewajiban
yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak
mempertahankan haknya terhadap setiap orang.

Hak dan kewaiiban pemepgang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap
pemegang saham lainnya berada dalam hobungen perikatan, sebagaimana diatur
dalamm Undang-Undang dan Angparan Dasar Perseroan. Dijelaskan babwa
kepemilikan atas saham sebagail benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada
pemegangnya yang dapat diperiahankan terhadap setiap orang.

o, Hak Perseorangan

Pemegang saham selaku subyek hukum mempunyai hak perseorangan (personal
ripht) yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksansan haknya Hak
perseorangan zdalah hak yang dimiliki oleh pemegang sasham (minoritas) untuk
menuntut perseroan apabila pemegang saham tersebut dirugikan akibat tindak aten
perbuatan persercan. Dalam hal ini pemegang saham minoriias dapat bertindak atas
namanya sendiri untuk membels kepeltingannya apabila tindaken persercan
merugikan pemegang saham tersebut. Hak ini lahir dari perikatan,® Demikian juga
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap pemegang saham
berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalw Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.®’

*? Indonesia (b). Pasal 52 ayat (1) Sahium memberikan hak kepada pemiliknys untuk *
3. menghadini dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b menerima pembayaran dividend dan siss kekaysan hasil likuidasi;
e mezzgiankazz hak lainnya berdasarken Unsdang-Undang ini.
Chatamarrassiid. Mewvingkap Tabir Perseroan (Piercing the {orporaie Velfj : Kapita
Selekia Fhdum Perusabaom, (Bandung : PT Citea Aditya BRakel, 2008), hal. 15

& Indonesia (b). Lihat Pasal 61.
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Gugatan terhadap perseroan digjukan apabila yang bersangkutan dirugikan
karena tindakan perscroan yang dianggap tidak adil atau uafair dan tanpa alasan
yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris. Gugatan
yang diajukan, pada dasarmya dimaksudkan untuk memochon agar perseroan
menghentikan tindakan vang merugikan dar mengambil Jangkah-langkah, baik unnuk
mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegab tindakan serupa di
kemudian harr.

Di sini jelas tampak bahwa Undang-Undang WNomor 40 Tahun 2007
dimaksudkan agar dapat memberikan perhindungan kepada pemegang saham, Namun
demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut
adalah pemegang sabam mincritas, karena pemegang saham minoniias bisa menolak
suatu tindakan vang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun hal tersebut telah
diputuskan oleh RUPS.

Bila menurut ketentuan sebelum berlakunya UUPT, pemegang saham minoritas
tidalc mempunyai pilihan lain kecuali barus menerima dan patuh. Namun menurot
ketentnan UUPT pemegang saham minoritas bahkan dapat melakukan gugatan
terhadap perseroan melalar pengadilan. Sehingga dalam hal it pemegang saham
mayoritas ataupun RUPS yang merupakan kepanjangan tangan dari mereka, tidak
lagi lelnasa melakukan keputusan dengan orientasi sepihak.

b. Hak mewakili Perseroan

Lebih lanjut undang-undang memberikan hak suara khusus kepade pemegang
szham minoritas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku
wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan
perscroan yang merugtkan. Pads umumnya, pemegang ssham minoritas akan
memperoleh kendala entuk mewakili kepentingan PT, pertam oleh prinsip
mayoritas dan kedua oleh konsep /focus standi atau hak unmk mewakilt PT di muka
pengadilan, Pemegang saham minoritag tidak dapat mengontrol PT, RUPS dalam
mengendalikan PT bertolak dan prinsip mayoritas, sedang Direksi yang berhak
mewakili PT, baik di dalam maupun i luar pengadilan dipilih oleh RUPS, vang
dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Untuk mengatasi kendala ini,

Univarsitas Indonesia
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diciptakanlah apa yang disebut dengan hak derivatif, yaitu hak yang diberikan atan

dimiliki oleh pemegang sabam minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu

dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam PT
bila kepentingan PT dirugikan®

Dengan demikian, hak derivatif (derivative rights} ini merupakan hak secara
cksklusif banya diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk menggugat PT
dengan melakukan tindakan tertentu yang kesemuanyz itu dalam rangka menjaga
atau mewakili kepentingan perseroan. Hak derivatif ini diberikan kepada pemegang
saham yang mewakili minimal 1/10 {sepersepuluh) bagian dari jumiah seluruh saham
dengan hak suara yang sah,

Adapun tindakan terientu dimaksud melipoti

1. hak unituk meminta penvelenggaran RUPS (Pasal 79 ayat (2} dan pasal 80
UUPT};

2. hak untuk menggugat Direksi atau Dewan Komisarnis yang karena kesalahan atau
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada persercan (Pasal 97 avat {6) jo Pasal
114 ayat (63}

3. hak untuk meminta dilakukan pemeriksaan ferhadap perscroan (Pasal 138 ayat
(33

4. bak untuk meminta dilakukan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri
vang berwenang (Pasal 146 gyat (1) hurufc).

B. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai subyek hukum adalah gerificial person, sesuatu yang
fiksi, vang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
berusaha dan bertransaksi. Persercan terbatas tidak mungkin memiliki kehendak, dan
karenanya tidak dapat melakukan tindakannya sendirl untuk membanfu persercan
terbatas dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ, yang secara teoritis
ini dischut dengan organ theory. Untuk itu maka dikenal adanya tiga organ persercan
terbatas, yaitu ;

¢ Chatamarraasjid, op .ci., hal. 18-19.
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1. Dircksi {Board of Directorss,
2. Dewan Komisaris (Board of Commissioners); dan
3. Rapat Umum Pemegang Sabam (RUPS), yang terdiri dan :
a. RUPS Tahunan (RUPST/RUT), dan
b, RUPS Luar Biasa (RUPSLB/RULB).
Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang N, 40 Tabun 2007
adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang im dan/atau anggaran
dasar. ©® Perumusan kalimat tersebut sebenazmya kekuasaan RUPS tidak mutlak.
Artinva kekuasaan yang dibenkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 kepada
RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melskukan lingkup tugas dan wewenang
vang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada Dircksi dan Dewan
Komisaris. Direkst atan Dewan Komisaris mempunyal wewenang yang tidak dapat
dipengaruhi oleh RUPS. Ketiga organ tersebut dalam Perseroan tidak ada yang
paling tinggi, masing-masing melaksanakan funpgsi dan tugasnya sesual yang
diperintahkan oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-undang No. 40 Tahun
2007.%

Tugas dan kewajiban dari sshap orgen termasuk RUPS sudah diatur secara
mandirl {otonom} di dalam UUPT. Setiap orpan diberi kebebasan bergerak asal
sermmnanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan PT. Instruksi dari organ lain,
dapat saja tidak dipenuhi oleh Direksi, meskipun diangkat olch RUPS, sebab
pengangkatan Dirgksi oleh RUPS tidak berarti bahws wewenang yang dimiliki
Direksi merupakan pemberian kuasa afau bersumber darl pemberan kuasa dan
RUPS kepada Direksi, melainkan wewenang vang ada pada Direkst bersumber dari
undang-undang dan anggaran dasar, Olch karena it RUPS tidak dapat mencampuni

% Indonesia (b). Lihat Pasat 75 ayat (1),
* Gunawan Widjaja, op. cir, hal, 80,

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH U, 2009 Universitas indonesia



39

tindakan pengurusan perseroan sehari-hari vang dilakukan Direksi sebab tindakan
Direksi semata-mata untuk kepentingan persercan, bukan untuk RUPS. Masing-
masing organ PT harus berada dalam kondor kekuasaan dan kewenangan masing-
masing organ PT ity, tidak dapat dilakokan dilakukan oleh organ PT lamnya.

Dan ketiga organ tersebui, Direksi merupakan satu-satunya organ dalam
perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan di bawah pengawasan
Dewan Komisans. Direksi berfanggung jawab penull atas pengurusan perseroan
untuk kepentingan, dan tujuan perseroan, serta mewalkili perseroan batk di dalam
maupun di luar penpadifan. Dewan Komisaris melaknkan fugas pengawasan dan

pemberian nasihat kepada Direkst, dimana perlu.

a. Hzk dan Wewenang RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adzalah organ perseroan vang mewakilt
kepentingan seloruh pemegang sabam dalam PT tersebut. RUPS adalah organ
perseroan yang memilikl kewenangan yang tidak dibenkan kepada Direksi dan
Dewan Komisaris. ® RUPS mewakili kehendak dari pemegang sabom secara
keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah mauepun putusan hasil
pemungutan suara vang sesuat dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan ataw Anggaran Dasar. Dalam hal keputusan tersebut
kemudian disetujui oleb/diberitehukan kepada menieri Hukum dan HAM,
didaftarkan dalam Daftar Perseroan, serfa diumumkan dalam Berits Negara, maka
putusan fersebut  diketabui pibak ketiga/masyarakat luas, berlaku asas publisiias,

Jadi RUPS tidak mewakili kepentingan dari hanya salah satu atau lebih
pemegang saham, melatnkan seluruh pemegang saham PT. Pemegang saham adalah
subjek hukum yang merupakan pemilik dart setiap lembar saham vang dikeluarkan
oleh Perseroan. Pemegang saham bukavlab organ Perseroan dan karenanya setiap
tindakan pemegang saham, yang dilakukan secams individual tidaklah mengikat para
pemegang saham lainnya.

S Ihid hat 81
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Dalam sehap forum, RUPS hanya dapat membicarakan agenda vang telah
ditentukan sebelumnya. Dalam hal yang demukian, maka pomegang saham berhak
memperoleh keterangan yang berkaitan dengan persercoan dart Direksi dan/atau
Dewan Komisans, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak
berteatangan dengan kepentingan Perseroan® Hal tersebut secara  tidak langsung
membawa konsckuensi hukum bahwa RUPS tidak berhak untuk membicarakan
apalagi mengambil putusan dalun mata cara lain-lain, kecuall semua pemgang
saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS tersebut menyetuju penambahan mata
acarg rapat. Dengan demikian berarti keputusan atas mata acara rapat yang

ditambahkan harus diseinjui dengan suara bulat,

Wewenang RUPS yang ditetapkan dalam UUPT terwujud dalam bentuk jumlah
suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat Hak suars dalam RUPS dapat digunakan
unfuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui, menclak atsu
abstain :
rencana perubahan anggaran dasar;
rencang penjualan asset dan pemberian jaminan hutang,
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Komisaris;
taporan kevangan vang disampaikan oleh Direkst;
pertanggungiawaban Direkst;
rencana penggabungan, peleburan dan pengembilalihan;

@ rMoA s P

rencana pembubaran perseroan.”’

b. Macam-macam RUPS

Terdapat dua jenis RUPS yang telah dyelaskan sebelumnya, yaitu Rapat Umum
Tahunan dan Rapat Umum Luar Biasa

I3 Rapat Umum Tabunan Perseroan

* tnilak vang dinsmaksn dengan wewenang eksklusif (evclusive authorities) RUPS, Lihat
Bachmadi Lsman, op o hal 129
 thid,, bal, 131
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Rapat Umom Tahunan adalgh Rapat Umum Pemegang Saham Perscroan yang
dilaksanakan setiap tahun, sclambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhimys
setiap tahun buku, Jadi Rapat Umum Tahunan wajib disclenggarakan setiap tahun
dan sebaliknya RUPS lainnya diselenggarskan sesuai dengan kebutuhan atan
keperivan PT vang bersangkutan. Adapun tujuan pelaksanaan atan tujuan
penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan adalah untuk menyetujui Laporan Tahunan
PT, yang isinya adalah
a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku

yang bary lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan

laba rugi dari fahun buku yang bersangkutan, laporan amis kas, dan laporan
perubahan ekuitas, serta catatan atas lapomn keuangan fersebut;

b. laporan mengenai kegatan Perseroan;

¢. laporan pelaksanasn fanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tshun buku yang mempengaruhi kegiatan
usaha Perseroan;

¢ laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku vang bare lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggets Dewan Komisaris,

g gaji dan tarjangan bagl anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang
baru lampau.

Laporan kenangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi kcuvangan.
Neraca dan laporan laba rugi dari tabun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang
wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai deogan
ketentuan peraturan perundang-undanpan,

Pada prinsipnya proses penyelengparasn Rapat Umum Tahunan mengikul
proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai borikut |
a. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14
{empat belas} han sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan nhdak
memperhitungkan t?.nggai pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS

5 Gunawan Widjaja, ap. cit., hal. 86.87.

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009  Universitas Indonesia



42

dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar
Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, wekiu, tempat dan mata acara
rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS
tersedia di kantor Perseroan scjak tanggal dilakarkan pemanggilan RUPS sampai
dengan tanggal RUPS diadakan,

. RUPS Tahunan baru dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dard 1/2 (satu
perdua} bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
kecuali DJUPT ini dan/atan anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang
lebth besar;

Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan
pemanggilan RUPS kedua,

. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disesbutkan bahwa RUPS pertama telah
dilangsungkan dan tidek mencapai kuorum, RUPS kedua sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu perfiga} bagian
dari jumlsh seluruh sshem dengan hak suams hadir atan diwakili, kecuali
anggaran dasar meneniukan jumizh kuoram yang lebih besar;

Dalam hal kvorum RUPS kedua tdak tercapai, Perseroan dapat memohon
kepada Ketua Pengadilan Negerl vang daerahnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan zfas permohonan Perseroan agar dapat ditetapkan kuorum untuk
RIIPS ketiga,

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedus telgh
dilangsungkan dan tidak mencapa kuorum, dan

RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negen mengenai kuorum
RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

. Pemanggitan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka walkta paling
lambat 7 (tyjul} haxi sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS
kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 {sepuluh)
hari dan paling lambat 21 {dua pulub sam) han seteladh RUPS vaog
mendahuluinya dilangsungkan.
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2) Rapat Umum Luar Biasa Perseroan

RUPS Luar Biasa (RULB) adalah RUPS disamping Rapat Umum Tahunan, yang
dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
RULB harus mencantumkan agenda yang jelas.

Proses penyelenggaraan RULB sama dengan proses penyelenggaraan RUPS
pada umumnya :*

a. Untuk RULB yang diselenggarakan guna melakukan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan :

(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam
rapat paling sedikat 2/3 (dua pertiga) bagian dan jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah
jika disetujuz paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dan jumlah suara yang
dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau
ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran kedua tersebut tidak tercapai, dapat
diselenggarakan RUPS kedua

(3) RUPS kedua hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat
paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dan jumilah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika
disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau
ketenfuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang iebih besar.

(4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum
untuk RUPS ketiga.

(5) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan
dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

 Ibid hal. 89,
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Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

{6) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 7 (fujub} han sebelum RUPS keduz ztau kefiga dilangsungkan
RUPS kedua dan keliga dilangsungkan dalam jangka waktu palmg cepat 10
(sepulub} bari dan paling lambat 21 {dua puluh satn) hani sctelah RUPS
vang mendaholuinya dilangsungkan,

Tntuk RULB vang diselenggarakan dengan fujuan untuk melakukan |

(1) pemberian jaminan perusahzan;

{2} pemjaminan kebendaan/pemberian agunan, atau penjualan/pengalihan
selurah atau lebib dan 1/2 (setenpah) dan harta kekayaan bersth PT;

(3) penggabungan, peleburan, pengambilaliban dan pemisahan;

(4) permohonan kepailitan dan pembubaran PT;

maka :

(1) RUPS untuk menyetujui hal-hal tersebut di atas, hanya dapat dilangsungkan
jika dalam rapat hadir paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian
dari jumlah suara yang dikelnarkan, kecuali angparan dasar menentukan
kuorum kebadiman dan/atau ketenitnan tentang persyaratan pengambilan
keputvsan RUPS vang lebih besar,

(2) Dalam bal kuorum kehadiran fersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS
kedua,

{3} RUPS kedpa hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat
paking sedikit 2/3 (dua perfiga) bagian dari jumliah selurubh saham dengan
hak suara hadir atan diwakili dalam RUPS dan keputusan adalak sah jika
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suama
yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran
dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang
iebih besar,
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(4} Dalam hal kuorom RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memchon
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perserpan atas permohonan Persercan agar ditetapkan kuorum
untuk RUPS ketiga.

{3} Pemanggilan RUPS ketiga haros menysbutkan bahwa RUPS kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

Untuk RULB lainnya, diluar dari point a dan b tersebut di atas :

{1} RULB lainnyva dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dan 172 (satu
perdua) bagian dari jumilsh seluruh saham dengan hak suara hadir afan
diwakili, kecuali UUPT ini danfatan anggeran dasar menentukan jumlah
kuomm yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan
pemangeilan RUPS kedua.

{3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus discbutkan bahwa RUPS pertama
ielah dilangsungkan dan tidak mencapal kuorem. RUPS kedva sah dan
berhak mengambil keputusan jika delam RUPS paling sedikit 1/3 (satu
pertipa) bagian dari jumlah selurub saham dengan hak suara hadir atau
diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih
besar.

(4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon
kepada Ketua Pengadilan Negen yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum
untuk RUPS ketiga.

(5) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan
dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri. Penctapan Ketua Pengadilan Negern mengenai kuorum RUPS
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(6} Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 7 {tujuh) har sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS
kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10
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(sepuluh) hari dan paling lambat 21 {dua puluh satu) han setelah RUPS yang
mendahulunya dilangsungkan.

3) Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran
dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana
saham Pe¢rseroan dicatatkan. Tempat RUPS harus terletak di wilayah Negara
Republik Indonesia. Apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang
saham dan semua pemegang saham tersebut menyetujui diadakannya RUPS dengan
agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di mana pun dengan ketentuan masih dalam
wilayah Negara Republik Indonesia. Mengenai bal i, yaitu RUPS dengan agenda

tertentu harus disetujui dengan suara bulat.™

a) Pemanggilan RUPS
Pelaksanaan RUPS harus didahului dengan pemanggilan RUPS. "' Direksi
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan melakukan
pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) han sebelum
tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal RUPS. ™ Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh
Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan
Negeri.
Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :”
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali
anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

™ Indonesia (b). Lihat Pasal 76.

! Ibid.

™ Indonesia (b). Lihat Pasal 82 ayat (1).
™ Ibid , Lihat Pasal 79 ayat (2).
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b. Dewan Komisaris.
Yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal
permintaan datang dari pemegang saham, maka surat tercatat tersebut tembusannya

disampatkan kepada Dewan Komisaris.

Jika diminta, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) han terhitung sejak tanggal permintaaan
penyelenggaraan RUPS diterima.” Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan
RUPS, maka ;"

a. dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh pemegang saham,
maka harus diajukan kembali kepada Dewan Komisars; atau

b. dalam hal permintaan dilakukan oleh Dewan Komisanis, maka Dewan Komisaris
melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka walctu
paling lambat 15 (lima belas) hard terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima. ™

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisans tidak melakukan pemanggilan RUPS
dalam jangka wakiu tersebut di atas, pemegang saham yang meminta
penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan
Negenn yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk
menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS
tersebut. Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,
Direksi dan/atau Dewan Komisaris menetapkan pembenan izin untuk
menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa
persyaratan telah dipenuli dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk

™ Ibid., Lihat Pasal 79 ayat (5).
™ Ibid., Lihat Pasal 79 ayat (6).
™ Ibid., Lihat Pasal 79 ayat (7).
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diselenggarakannya RUPS, 7 Penetapan Ketua Pengadilan Negeti memuat juga

ketentuan mengenai ©

a. beptuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang sabam, jangka
wakty pemanggilan RUPS, kvorum kehadiran, dan/atau kefestuan tentang
persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai
dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau
anggaran dasar perseroan; dan/atau

b. penntzh vang mewapibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untok hadir dalam
RUPS.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin tersebut bersifat final

dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketua Pengadilan Negen menolak penmohonan dalam hal pemohon tidak dapat
membuktikan secara sumir, bahwa persyaratan telab dipenuhi dan pemohon
mempunyai kepentiogan vang wajar untuk diselenggarakannya RUPS, Dalam hal
penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak pemohon, upaya hukum yang dapat
diajukan hanya kasasi.”

Perseroan wajib membeniken salinan kepada pemegang ssham secare cuma-
cuma jika diminta dalam hal pemanggilan tidak dilakukan dalam jangka waktu vang
ditentukan dan panggilan tidak dilakukan melaloi surat tercatat atau melalul iklan
surat kabar, maka keputusan yang diambil RUPS fetap sah jika semua pemegang
saham dengan hak suara hadiv atau diwakili dalam RUPS dan keputusan fersebut
disetujui dengan suara bulat,

RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS dapat
membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan perminfaan oleh pemegang
saham dan atau Dewan Komisaris dan mata acara lainnya yang dipandang perlu oleh
Direksi sesuat dengan panggilan RUPS. Scdangkan RUPS yang diselenggarakan

7 Indonesia (b). Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.40 Taban 2007
" Ihid., Likat Pagal 80 ayat {3).
* Ibid,, Lihat Pasal 80 ayat {4).
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alch Dewan Komisaris membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan
dimintanya RUPS. Selanjutnya RUPS yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua
pemegang saham menyetyui diadakannya RUPS dengan agenda terfentu, RUPS
dapat diadakan dimanspun dengan memperhatikan bahwa fempat atau lokasi
penyelengparaannya harus masih berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
RUPS int dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara
bulat,

b} RUPS dengan Media Elektromk
Penyelengparan RUPS dapat juga dilakukan melalwl media telekonferensi, video

konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peseria
RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam hal RUPS
melalui media elekironik ini adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini dao/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan

Persyaratan sebagaimena dimaksud dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta
RUPS melalm sarana media elektronik tersebut. Setiap penyelenggaraan RUPS
tersebot harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua
peserta RUPS. Ditandatangani adalah, baik secara fisik maupun sceara elektronik ™!
Perkembangan teknologi dewasa ini sengat memungkinkan uniuk melakukan
penandstanganan dengan elekironik sehingga setiap peserta RUPS dengan jass
elektronik dapat melakukan penandatanganan hasil RUPS dengan menggunakan
teknologi clektrontk forscbut

® Ibid , Lihat Pasal 77 ayat (1)
B tbid, Pasal 17.
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4} Hak Suara Dalam RUPS

Sebagaimans telah dijclaskan sebslumnya bahws setiap saham dengan wuln
nominal terkeci] yang dikeluarkan mempunyat satu hak suara, kecuali anggaran dasar
menentukan laim. ¥ Hak suara tersebut tidak berlaku untuk %

8. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;

b. saham induk Perseroan yang dikuasai olch anak perusahaannya secara langsung
atau tidak langsung; atau

¢. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sabamnya secara

langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadico RUPS dan menggunakan hak svaranya sesuaf dengan jumlah saham vang
dimilikinya, kecualt bagi pemegang saham dari saham tanpa hek suara Dalam
pemungutan suare, suara vang dikeluarkan oleh pemegang saham berleku untuk
seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dar seorang kuasa untuk sebagian dani jumfiah sabam yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisans, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilavang
bertindak sebagai kuasa den pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir
sendirl dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan fidak berlake untuk rapat
tersebut. Ketua rapst berhsk menentukan siapa vang berbak hadiv dalam RUPS
dengan memperhatikan ketentuen Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan anggaran
dasar Perseroan.

5} Kuorum untuk RUPS

RUPS dapat dilangsungkan jika dalarm RUPS lebih dari [/2 (satu perdua) bapian
dari jumlah selurub saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-

# Ihid., Lihat Pasal B4 ayat (1),
5 Ihid | Lihst Pasal 84 ayet (2).
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undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar,*
Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum
yang ditentukan oleh Undang-undang PT.

Dalam hal kuorum sebagatmana dimaksud tidak tercapai, dapat diadakan
pemanggilan RUPS kedua. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat
harus tetap dibuka dan dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang
menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak
tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua. Dalam
pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sebagaimana sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atan diwakili, kecuali

anggaran dasar menentukan jum!zh kuorum yang lebih besar.®

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS harus tetap dibuka dan
kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS
kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat
diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negen untuk menetapkan kuorum
RUPS ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan
dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negen. Penctapan
Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS ini bersifat final dan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal Ketua Pengadilan Negenn berhalangan,
penetapan dilakukan oleh pejabat lamn yang mewakili ketua. Yang dimaksud dengan

% Ibid. Lihat Pasal 86 ayat (1).
8% Ibid Lihat Pasal 86 ayat (4).
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“bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwe atas penetapan
tersebut tidak dapat diajukan baoding, kasasi, atau penimjauan kembali,

Pemanggilan RUPS kedua dan ketipa dilakukar dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tyjuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan, RUPS kedua
dan ketiga dilangsungkan dalam jangka wakfu paling cepat 10 (scpulub) hati dan
paling lambat 21 (dua puluh saty) hari sctelah RUPS vang mendahuluinya
ditangsungkan

6} Keputusan RUPS
g} Pengambilan Putusan

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufekat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musvawarab untek mufakat sebagaimana dimaksud tidek
tercapal, kepotusan adalah sah apabila disctuiut lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari juralah suara vaag dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumliah suara yang setuju
yang lebih besar.¥ Yang dimaksud dengan “musyawarah ontuk mufakat™ dalam
mengambil keputusan dalam RUPS adalah hasil kesepakatan yang dxseta;w oieh
pemegang saham yang hadir atan diwakili dalam RUPS ®

Yang dimsksud dengan “disenyui lebih dan 1/2 (seperdua) bagian” adalah
batwa usul dalam mata acara rapat barus disetujui lebib dari 1/2 (seperdua} jumlak
suara vang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang
memperoleh suara lebih dari 142 (seperdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua)
usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang schingga salah satu
usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (seperdua) bagian

% rhid, Likat Pasal 86 ayat (9).

¥ Ibid, Lihat Pasal 87.

 fhid, Lihat Penjelasan Pasal 87 ayat (1).
¥ Ibid. 1.that Penjelasan Pasal $7 ayat (2).
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b) RUPS untuk Perubahan Anggaran Dasar

Sah tidaknya keputusan yang diambil RUPS bergantung pada tiga hal, vaitu
pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan
kuorum pengambilan keputusan.” RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dan jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan
adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau
ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal
kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diselenggarakan

RUPS kedua.”

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling
sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3
(dua pertiga) bagian dan jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan

RUPS yvang lebih besar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), (6), (7}, (8) dan (9)
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 secara mutatis mutandis berlaku bagi RUPS
untuk mengubah anggaran dasar ini. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, yaitu
mengenai kuorum kehadiran dan ketenfuan tentang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain

dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

% Rachmadi Usman, op.cit., hal. 146.
%! Ibid,, Lihat Pasal 88 ayat (1) dan (2).
%2 Ibid , Lihat Pasal 88.
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2. Direksi
a. Kedud Hukum Direksi

Direksi merupakan salah satu organ PT yang tugas dan fungsinya melakuken
kepengurusan PT serta mewakilt badan hulem dalam melakukan perbuatan hukum
dalam rangka hubungan hukwn terientu. Badan hukem PT  mewakilkan
kepengurusan PT kepada Direksi selaku salah satu organ PT.” Keberadaan Direksi
dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain perseroan
wajib memiliki Direksi karena perseroan sebagai “arrificial person”™ tidak dapat
berbuat apa-apa ianpa adanya bantuan dan anggota Direksi scbagai “narural
person” >t

Pada hakikatnys, hanya Dircksi yang diberi kekuasaan untuk “mengurusi dan
mewakili® PT baik di dalarn maspun di loar pengadilan Dalam mengurust dan
mewakili PT, hendakaova Direkst memperhatikan kepentingan dan tujuan PT. oleh
karens ite Dirckst mempunyai tugas dan tanggung jawab terbadap porsercan. Tugas
dan tanggung jawab serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan
denikian keberadaan Direksi yugs diatur berdasarkan undang-undang.

b. Twugas dan Wewenang Direksi

Direksi selain bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan, juga menjalankan wewenang dan tugas pewakilan
perseroan, yakni mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk
kepentingan dan tujuan persercan. Kewenangan pengurusan meliputi semua
perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaba
perseroan sebagaimans dirnuat dalam anggaran dasarnya. Hal ind pula yang menjads
sumber kewenangan Direksi untuk dan atas nama persercan melakukan perbuatan-
perbuatan hukum dergan pihak ketiga atau dengan kata lain, mewakili perseroan di
dalam maupun di luar pengedifan. Kepengunisan oleh Direkst ini tidak terbatas pada
memimpin dan dan menjalankan kegiatan nutin sehari-hari, Dircksi berwenang dap

? Ihied, Lihat Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5).
1 LG. Rai Widjaya, op. cir., hal. 208,
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wajib mengambil inisfatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka
mewnjudkan maksud dan fyjuan parseroan.

Pengertian kepengurusan mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan,
karena UUPT mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip

2193

“fiduciary duty™ yang mencakup juga duty of skill end care® oleh Direksi. Hal ini
tampak pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi. Bahkan, apabila
anggota Direksi yang bersangkutan salah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan
baik, schingga perseroan dicugikan, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi
dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.”’

Pasal 98 ayat (Z) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan jika anggola
Direksi Iebih dan satu orang, vang berwenang mewakili perseroan adalah sctiap
anggota Direksi, kecuali ditertukan lain dalam anggaran dasar. Berdasarkan
ketentuan ini, UUPT memilib sistem perwakilan kolegial, tetapt umivk kepentingan
praktis masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan, Selanputnya
anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang angpofa Direksi yang
dimaksud, berhubung perbedaan kepentingan antara perseroan dan anggota Direksi
yang bersangkutan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta
besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris
atas nema RUPS. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila
terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota porseroan yang
bersangkutan mempunyai benturan  kepentingan  yang berientangan  dengan
kepentingan perseroan.” Apahila tedapat hal yang demikian, yang berbak mewakili
perseroan adalah
a. anggota Direkst lainnya yang tidak mempunyai benfuran kepentingan dengan

Perseroan;

* Fiduciary Duty adulah tugas vang dijalanksn oleh direktur dengan penuh tangpung jawab
untuk kepentingan (benelit) orang ateu pihak 1sin {perseromn).

% Maksud dari “duty of shill and care” addlah Direkst menjslankan tuges den kewejiban atay
tindabran hokum berdasarkan kemavan serts kehati-hetlan yeng diperiukans ontuk mewnjudken
kepentingan dan tujuan perseroas.

7 abdulkadir Muhammad, op.efz, hal, 167,

* Indonesia (b). Lihat Pasal 99 ayat (1),
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b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan; atau

¢ Pthak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggeta Direksi dan
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan persercan
atan lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan
perbuatan hukum fertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa, >
Pemberian kuasa berdasarkan ist dan surat kuasa di luar sehinggz kuasa harus
bersifat khusus, vaitu melakukan tindakan hukum terfentu, tidak dapat melakukan
semua Tugas yang menjadi tugas direksi, kecuali diatur lain dan dengan persetujuan
RUPS.

¢. Hubunpan Hukum Antara RUPS dan Direksi

Dalam prakiek ferdapat pcmegang saham yang sekaligus menjadi Direks:,
namun fungsi pemegang saham dan fangsi Direksi dipisah secara tegas oleh undang-
undang. Dengan demikian dibarapkan kontinuitas jalannya persercan menjadi
terjamin.  Direkst  atzupun pemegang saham masing-masing mempunyat
kewenangannya sendin-sendini yang dapat mercka lakukan secara mandini dan unfuk
ity mereka fuga mempuyal tanggung iawab sendiri-sendiri pula. Kemandirian Direkgi
tidak menjadiken kekugsaan Direksi dijalankan dengan tanpa batas. Direksi tidak
baoleh melakukan perbuatan sekebendaknya sendin walaupun itu dengan alasan nntuk
kepentingan Perseroan.

Otonom Direksi ini dibatasi olch asas kepantasan. Sepanjang Direksi telah
merngalankan kepengurusan secara pantas, maka ia dikatakan tedak menvalahgunakan
atau melangpar otonomi yang diberikan,'™ Perihal kepantasan ini dapat disimpuikan
bahwa ukuran pantas secara yuridis adalah tidak berfentangan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan, tidak melangpar asas itikad baik dan asas kepatutan, kebiasaan
atau undang-undang serta tidak melakukan perbuatan meiawan hukum.

* rbid, Pasal 103,
%0 Rudhi Prasetyo, op.cit., bal. 9.
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Selama ini orang berpendapat bahwa pemegang saham yang dimanifestasikan di
dalam RUPS adalah meyupakan organ pemegang kekuasaan fertinggi di dalam
perseroan. Namun dalam perkembangannya orang tidak lagl memperizhankan
anggapan fersebut sebab dowasa ini para anggota Direksi mengklaim bahwa mereka
mempunyai tugas mandiri pada bidang vang oleh undang-undang dan anggaran dasar
digerahkan kepadanya.

Kebebasan bergerak ini dirasakan sangat penting guna memanfaatkan peluang

' Seperti yang telah

ekonomi sedapat mungkin demi keuntungan perusahaan
diuratkan sebelumnya, sepamjang Direksi telah menjalankan kepengurusan secara
pantas, maka ia dikatakan tidak menyalahgunakan atau melanggar otongm: vang
diberikan. Di sini dalam menilai pekerjaan Direksi digunakan pendekatan yuridis,
akan tetapi seyogyanya dipergunakan ukuran manajemen.'™ Ini berarti untuk menilai
keberhasilan pekerjaan Direksi, apakah perbuatan yang dilakukan Direki pantas atau
tidak harus divkur dari ukuran manajemen atau vkuran ekonomis, jadi diukur dari
ilmu ekonomi. S¢jauh mana keberhasilan Perseroan mencapai fujuannya akan
bergantung pada manajernya atau Direks: dalam menjalankan kepengurusan
perusahaan. Apabila ukuran ini benar-benar diterapkan pada perseroan maka Direksi
akan dituniut untuk benar-benar professional, bahkan Komisaris pun difuntut harus
profesional pula, sebab ia akan berhadapar dengan prinsip-prinsip manaiemen untok
dapat menilai apakab Direkst telah menjalankan kepengurusannya dengan pautas,

Kedudukan RUPS dalam hubungannyzs dengan kedudukan Direksi betapa
pentingnya kedudukan RUPS mi dalam struktur PT, sebab seperti telah dinratkan
sebelurnnya bahwa Direksi diangkat dan diberhentikan olch RUPS. Ketentuan pada
Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jelas membuktikan bahwa Direks:
diangkat oleh RUPS, Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
secara tegas dinyatakan bahwa

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atay

Ak Ridho, op. cit, hal. 339,
%2 rhid bl 10
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Dewan Komisanis dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini

dan/atau anggaran dasar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan RUPS adalah sernua
kewenangan vang berdasar undang-undang atau anggaran dasar vang tidak
diperuntukkan bagi dircksi atau dewan komisaris. Batasan wewenang RUPS adalah
segala wewenang yang tidak diserabkan kepada direksi atau komisaris sebagaimana
bunyi Pasal 1 ayat (4) tersebut di atas.

3. Dewan Komisaris

a. Kedudukan Hukum Dewan Komisaris

Bagi perusshaan-perusahaan besar dan BUMN vang pade umumsnya dipimpin
oleh suata Diircksi yang terdir atas orang-orang yang profesipnal dan pemegang
saham fidak iknt campur dalam manajemen, rasanya suatu hal yang mutlak bahwa
pemegang saham atau pemilik perlu mengangkat atay menempatkan orang-orangnya
selaku Dewan Komisaris scbagai pengawas daripada Direksi. Sedangkan bagi
perusahaan-perusahaan kecll, pemegang sabam atau pemilik sendini yang memimpin
atau menjadi Direksi Perseroan, dalam arti Dueksi Perserosn adalah sebaga
pemegang saham. Dalam hal demikian vaitu pemegang saham merangkap sebagai
Direksi.

Sebaliknya, UUPT denpan tegas menyebutkan Dewan Komisaris sebagai salah
safu organ persercan yvang bertugas untuk melakukan penpawasan secara umigm
dan/atau khusus scsuai dengan anggaran dasar seria memberi nasihat kepada Diveksi
dalam menjalankan Perseroan.'™ Deagan demikian, Dewan Komisaris berfungsi
sebagal pengawas dan penasihat Dircksl, sehingga keberadaannya merupakan suatu
keharusan. Sebagal pengawas dan penasihat Direksi, Dewan Komisaris selain
berwenang memberhentikan  sementara  anggota Dircksi, juga berwenang
memberikan persefujuan atau bamtvan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan
hukum tertentu dan berwenang pula melskukan tindakan pengurusan perseroan

19 Indonesia (b). Likiat Pasal 1 angka 6.

{Universifas Indonesis
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dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Dircksi, jika
Direksi tidak ada. Bagi Dewan Komisaris yang demikian berlaku semua ketentusn
mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak
ket ga‘zazs

Tugas pengawasan Dewan Komisaris bisa merupakan bentuk pengawasan
preventif atau represif.’” Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan
menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan
merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari Direksi yang harus
dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, apakah hal tu sudah dilaksanakan atau
belum. Dalam hal ini Dewan Komisaris harus selaln mengawasinya. Pengawasan
represif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan Direksi
apakah semua perbuatan vang dilskukan Direksi itu tidak menimbulkan kerugian
bagi perseroan dan fidak berteniangan dengan undang-undang dan anggaran dasar.
Apakah nasihat-nasthat dan Komisaris sudah diperhatikan betul oleh Direksi. Semua
ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sefanjutnya
Pasal 114 ayat (2} Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, memberikan kewajiban bagi
Dewan Komisaris agar dengan tikad baik dan penuh tanggung jawab merjalankan
tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

Berbeda dari Direksi vang memungkinkan setiap anppota Direksi bertindak
sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris
tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisarns,
kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris,

b. Tugas dan Wewenang Dewan Komisads

Rincian tugas Dewan Komisaris diatur di dalam angparan dasar, antara lain :
3. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan vang dilakukan olah
Direksi.
4. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan,

194 1bidt, Linat Pasal 105, 117 dan 118,
" Agus Budiarto, op.cit., hel 71.
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5. Memberikan persetujuan untuk tindakan tertentu Direksi Perseroan;
8, Memberikan nasihat kepada Direksi,

Mengenai tanggung jawab Dewan Komisans dapat dibagi dalam

a. Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga
Tanggung jawab kelnar ity tidak scbesar tanggung jawab Direksi, karens
Komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketigs hanya dalam
keadnan-keadaan vang sangat istimews, yaitu dalam hal Dewan Komisaris
dibutubkan Direkst sebapai saksi atau pemberi persetujoan dalam hal Direksi
menurut anggaran dasar harus ferlebth dabulu mendapat persetyjuan dan Dewan
Komisans dalam perbuatan pengoasaan  (beschikking), sepertt menjual,
menggadaikan dan lain-lain.

b. Tangpung jawab ke dalam terhadap perseroan
Tanggung jawab ke dalam sama dengen Direks:, perlanggunglawaban secara
pribadi umtuk selunibnya Bila ada 2 (dus) orang komisars atau lebth maka
perlanggungiawaban itu bisa bersifat kolektif atau majelis, berlaku seccam
tangpung renteng bagl setiap anggota dewan komisaris. Jika komisaris tkut serta
dalam pengurosan biasanya ia ikut memberikan pertanggungjewaban kepada
RUPS bersama-sama dengan direksi.
Tanggung jawab Dewan Komisaris wajib temutama yang berkaitan dengan
keikutsertaannya menandatangani neraca dan perhitungan laba rugl vang berarti
ia ikut menyetujui isi laporan pertanggungjawaban direksi tersebut. ™™

€. Kewenangan Hakim Dalam memutusken Perkara

1.  Peran Pengadilan Negeri

Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan akan dimulai setelah berkas perkara
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemeriksaan perkara ini akan
dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negen. Ketua

Y Yndonesia (b). Lihat Pasal 116,
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Majelis Hakim yang bersangkutan akan menentukan hari dan jam perkara akan
diperiksa di muka sidang *”’

Pada saat menjalankan tugas peradilan hakim adalah bebas (independen) artinya
hakim tidak berada dibawah pengaruth ateu tekanan, atau tidak ada camper tangan
dari pihak manapun atau kekuasaan apapun,'® Kebebasan hakim bukan merupakan
kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang ditkat oleh tanggung jawab untuk
menciptakan hukum yang sesuai dengan Pareasila dan Undang-Undang Dasar 1943
dan perasaan keadilan masyarakat.

2. Pertimbancan Hukum Olgh Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Menpurut ketentvan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kebakiman, hakim bertugas sebagai penegak
hukum dan keadilan. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis (hukum
adat), hakim adalah penggali nilai-nilai hukem yang hidup dalam masyarakat dan
merumuskan dalam putesan-putusannya. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah

masyarakat guna mengenal perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat,

Hakim diharapkan bersikap tidak memihak datam menentekan sispa yang benar
dan siapa yang tidak dalam suatu perkare dan mengakhiri sengketa atau perkaranya.
Bagi hakim, dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakia
atau peristiwanya, dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan
yang bersifat menentukan adalal peristiwanya. Ada kemungkinan terjadimya suatu
peristiwa yang meskipun sudah ade  peraturan  hukemnya, justru  laio
peryelesaiannya, Akhimya hakim akan menemuken kesalahan dengan menilai
peristiwa ite keseluruhanaya '%

¥ Abdul Kadir Muhammad, Hukem Acara Perdgta Indonesia, (Bandung © PT Citra Aditys
Bakii, 2000), hal. 75.

W8 rhid, hal. 31
" Sudikno Mertokusumo, Hukwnt Acora Perdara di Indonesiz, (Yogyakans - Liberti, 1985),
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Tujuan suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan
hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan halkim yang tidak
dapat dirubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang
berperkarz ditetapkan untuk selame-lamanya dengan maksud apabils tidak ditagti
secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat Negara {dengan kekuatan
amum).'

Setelah pemeriksaan perkara selesai magjelis hakim mengumpulkan semua hasil
pemeriksaan uwntuk disaring mana vang penting dan mana yang ttdak penting,
Berdasarkan hesil pemeriksaan majelis hakim berusaha menemukan penstiwanya.
Setclah majelis hakim mendapat kepastian bzhwa tolah tegadi peristiwa, lals
memutugkan apakah peristiwa vang felah teradi merupakan pelanpgaran hukum atau
tidak. Kemudian majclis hakim menenfukan peraturan hukum apaskah yang
menguasai peristiwa yang telah terjadi tu. Inilah vapg disebut menemukan
a—

3. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata

Apabila hakim telah berkeyakinan moengetahui peristiwa yang telah tegjadi dan
telah menemukan hukumnya desgan segera ia akan menjatuhkan putasannya. Dalam
putusan itu hakun wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua
alasan vang telah dikemukakan oleh pibak-pihak, Ini berarti hakim harus
memberikan putusan secara nyata uwntuk setiap bagisn tuniutan penggupat. Akan
tetapt hakim dilarang menjatuhkan patusan terbadap hal yang tidak dituntut atau
mengabulkan lebik dari apa yang dituntut.

Adas kemungkinan sebelum menjafubkan putusannya hakim menjaiuhkan
menjatubkan putusan sementara yang  berfungst ontuk  memungkinkan  dan
mempermudah  kelanjutan pemeriksaan perkara seferusnya. Walaupun harus
divcapkan dimuka persidangan, pufusan sementara tidak dibuat dalam potusan

Y9 R Subekti, Hukum dcara Perdata, {Bandung : Binz Cipta, 1989), hal. 124
9% Sudikna Mertokusumo, op.cit,

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009 Universitas indonesla



63

tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan
sementara hanva dapat menyatakan banding bersama-sama putusan akhir.

4. Jlenis Putusan Hakim
Jenis putusan hakim dalem hukum acara perdeta, putusan akhir diklanfikasikan
menjadi 3 (tiga) jenis yaitu ;'™

1. Putusan kondemnator, vyaitu putusan vang berisi pengakuan dan bersifat
menghukam. Dalam perkara perdata, hukuman artinya kewsjiban  untuk
memenult  prestasi yang  dibebankan oleh hakim.  Menghukum artinya
membebani kewajiban untuk bDerprestasi techadap lawannys. Prestasi ity dapat
berwuiud memberi sesvaty, berbuat sesuatu atau fidak berbuat sesuaty. Hak atas
suatu presiss: yang telah ditefapkan oleh hakym dalem pulusannya dapat
dilaksanakan dengan paksaan, artinya terlepas dari ada idsknya pengakuan atau
pembenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya.

2. Putusan deklarator, vaitu putusan yang bersifat menyatgkas hukem atau
menegaskan suaty keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ind dinyatakan
babwa keadaan hukum tertentu yamg dJdimohbonkan itu ada atau Hdak ada.
Umumnya putusan deklarator terjadi dalam lapangan hukom pnbadi, misalnya
mengenai pengangkatan anak, kelshiran, penegasan hak atas sustu benda
Putusan ini bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat
mengadili karena tidak 2da sengketa.

3. Putusan kouostitulif, vaitu putusan yang bersifat menghentikan keadsan bukum
lama atau menimbuikan keadaan hekum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan
hukum terfentu dihentikan, atau ditimbulkan suatu keadgan hukam baru, Dalam
putusan imi fidak diperlukan pelaksanaan peksaan karena dengan diucapkannya
putusan ite sekaligus keadagn hukum lams berhenti dan fimbul keadaan hukum
baru.

Persamaan anfara kefiga jenis putusan aklhir tersebut adalah selalu terdapat
pernyataan hukwm. Sedangkan perbedaannya adalah petusan kondemmator menuiu

Y2 Faizal Kamil, dzas Hukwn Acara Perdara, {Jakarts : Badan Penerbit Sslum, 2005), hal. 121,
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kepada pelaksanaan putusan dengan paksean bila pthak yang kalah tidak man
melaksanakan dengan sukarela, putusan deklarator dan putusan konstitutifl tidak
memeriukan pelaksanaan dengan paksasn karepa sejak divcapkan putusan sadah
mempunyat akibat hukom.

Ada dua jenis putusan hakim yaity /7

1. Putusan yang belum menjadi tetap, vaitu putusan yang menurut kefentuan
undang-undang masth terbuka kesempatan untuk menggunzkan upava hukum
melawan putusan tersebut, musalnya banding, perlawanan, kasasi.
2, Potusan vang sudabh menjadi ietap, yaitu putusan yang menurut kefenfudn
undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggusakan upaya hukum
biasa melawan putusan itu, jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat.
Kekuatan vang dimiliki oleh putusan yang sudah menjadi tetap memiliki 2 (tiga}
jenis kekuatan vaity
a. Kekuatan mengikat
Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yaitu dengan
menetapkan hak dan apa vang merupakan hnkumnya. Putusan yang menjadi
tetap tdak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertulup kesempatan
menggunakan upaya hukum untuk melawan putusen itu karena fenggang
waktu yang ditentukan undang-updang sudah lampan. Aps yang diputus oleh
hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib memenuhi putasan tersebut,

b. Kekuatan pembuktian
Putusan hakim vang sudah menjads tetap dapat digunakan sebagai alat bukt
oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenal peristiwa yang telab
ditetapkan dalam putusan. Peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar,
sehingga mamperoleh kekuatan bukii yang sempurna,

¢. Kekuatan untuk dilaksanakan
Putusan hakim vang sudah menjadi tefap memperoleh kekuatan pashi, artinya
mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan Bagi pihak yang telah dinyatakan
kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan dengan kemauannya

W3 rhid hal 24,
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sendiri. Tetapi jika dia tidak mav melaksanakan putusan deogan sukarela,
putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan,

C. Permasalahban Dalam Praktek Peayelenggaraan RUPS oleh Perseroan
Terbatas (Studi Kasus)

1. Posisi Kasus

Dalam suratnya fertanggal 4 Juli 2801, I.C{ Omicron B.V. (selanjutnya disebut
I.C.I Omicron) telah meminta Direksi PT 1.C.T Paints Indonesia (selanjutnya disebut
Perseroan) uniuk mengadakan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB)
dengan agenda sebagai benkut
2. Penunjukan 3 {tipa) orang Direkst baru, yaitu Inderadt Kosim, Ray Sparks, dan

Zahari bin Haji Mahfoudz;
h. Pembebasan tugas Dircksi lama vang sudah mengundurkan dir, yaite Ara
Moushigian dari 1.C,I Qmicron.'™

Berdasarkan penmintaan tersebut, Direksi Perseroan melalui surat undangan
resminya tertangpal 4 Juli 2001 telah mengundang 1.C I Omicron dan PT Dwi Satrya
Uiama {sclanjumya disecbut PT DSU) usatuk menghadinn RUPSLB vang diadakan
pada tanggal 24 Juli 2001, L.C.I Omigron selaku pemegang saham dalam Perseroan
sebanyak 55% (lima puluh lima persen) sedangkan PT DSU selaku pemegang saham
dalam Perseroan sehanyak 45% {empat puluh lima persen). Pemanggiian fersebut
dilakukan dalam jangka waktu 20 (dea puluh} hari sebelum pelaksanaan RUPSLB
sehingga sudah sah dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat {2) Anggaran Dasgr Persernan
dan Pasal 69 Undang-Undang No. t Tahun 19951

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaan RUPS dibatalkan dengan alasan
kuorum tidak terpenuhi karena PT DSU tidak hadir, meskipun telah dipanggil

1M Hat ini dibuktikan dengan adanya surat pengunduran did Ara Moushigian sebagai snggota
Direksi Persercan tertanggal 24 Mei 2001 (Bukti P-21 scbagnimany terfanpir dalam Potusan Kepata
Penpadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249041 (F2002/PN Jak Sel}.

3 fndonesia (2). Pasal 69 ayat (1) berbunyi “pemangeilan RUPS dilakukan paling Jambat 14
(empat belas) hari sebelum RUPS diadzkan”. Undang-Undang No, 1 Tahon 19935 adalab ketestuan
yang berlaku pada sset kases i berdangsang.
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dengan surat undangan resmi dan diterima oleh PT DSU. Pembatalan tersebut
didasari dengan ketentwan dalam Pasal 14 ayat (3) Anggaran Perseroan yang
menstapkan bahwa

“Suztu Rapat Umum Pemegang Saham baru dapat mengambil kepitusan jika
rapat tersebut dihadin dan/atau diwakili dengan surat kuasa sedikitnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah modal vang dikeluarkan oleh Perseroan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Direksi Perscroan kembali mengirimkan surat
undangan kedua kepada para pemegang saham Perseroan unfuk menghadin
RUPSLE Perseroan tangeal 13 Apustus 200! Pemberitahuan resmi tersebut juga
telah dimuat di barian The Jakarta Pos tertanggal 26 Juli 2001 dan harian Pos Kota
tertangpal 26 Juii 2001 dan telah diterima oleh PT DSU, sehingga semuanya telgh
sesuai dengan tata carz, prosedur dan masik dalam tenggang waktu sebagaimana
ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 2 jo Undang-undang Mo. 1
Tahun 1995 Pasal 69 ayat (1} yang mewajibkan pemangeilan pemegang sabam untuk
RUPS dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebeium RUPS dilaksanakan.

Pada tanggal 13 Agustus 2001 RUPSLE Kedua tclah dilaksanakan dengan
dihadiri aleh LCI Omicron walaupun tanpa kehadiran PT DSU, depgan mengambil
keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktue Persercan yang baru dan pembebasan fugas
Direksi vang lama. Penentoan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB
Kedua Perseroan ditetapkan oleh Diveksi Perseroan berdasarkan ketentuan yang
berlaku pada sass it yaito Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Pasal 73 ayat (2) jo
ayat (5) yang menyatakan scbagai berikut

Ayat (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

tercapai, diadakan panggilan RUPS vang kedua.

Ayat (5) RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak

mengambil keputusan apahbila dihadiri oleh pemegang saham vyang

mewakili paling sedikit 1/3 (satu perfiga) bagian dani jumlah sclurch
saham dengan hak suara yang sah.

Dalam hal im kehadiran 1.CI Omicron telah mewakili 55% (lima pulubk lima
persen) saham yang berarti telah memenchi ketentuan Undang No. 1 Tabwn 1995
Pagsal 73 ayat (2) jo ayat (3) terscbut maka Rapat tetap dilaksanakan dan berhak
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mengambil keputusan yang sah dan mengikat, kemudian telah menetapkan 3 {tiga)

Direktur Perseroan yang baru dan membebas tugaskan Direksi yang lama. Benta

Acara RUPSLB tanggal 13 Agustus 2001 teleh ditandatangani oleh Ray Sparks

selaku Direktur Perseroan dan Ketua Rapat, dan Khoo Kian Lang Winston selaku

wakil dart LCI Omicron, serta dilegalisir oleh Lilien Arf Gondokusumo, SH,

Notaris di Jakarta ¢ Hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 13 Agustus 2001

menyatakan anggota Direksi Perseroan yang baru dan sah sebagai benkut

Direktur © Zahari Bin Haji Mahfondz

Direktur - Ray Sparks

Direkiur : Inderadi Kosim

Dirgktur : Yoesoef Santo

Direlctur : Clay Tirtans Subrata

PT DU merasa dirugikan atas pelaksanaan RUPSLE Kedua pada tanggal 13

Agustus 2001 oleh Direksi Persercan bahkan telah mengambil kepulusan taspa

kehadiran PT DSU selakn pemegang saham dalam Perseroan. Menurut PT DSU,

salah satu agenda RUPSLE Kedua terscbut adalah pembahasan mengenai
penggantian. Direkst yang merupakan materi hukum perubahan Anggaran Dasar

Perseroan vang mana penentuan kuoorum dan pengambilan keputusan harus

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (§) dan Pasal 18 ayat

{2} jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1985

Ketentoan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 menyatakan berikut ind :

Ayat {1} Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilekukan berdasarkan keputusan
suatu rapat umum lugr biasa pemegang saham perseroan yang sengaja
dipanggil dan diadakan untuk itu serts dihadiri sekurang-kurangnya 4/5
(empat perfima) dari jumiah modal vang telah dikeluarksn dan usul

6 Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat
dan paling sediiit satu orang pemegang saham yang ditusjuk dart dan cleh RKUPS, maksud pembuatan
nsalsh dengan penandatanganan tersebut adalah uptuk menjamin kepasiian dan kebenaran isi nsafah
tersebust. Kalan risaleh tersebut dibuat oleh Wotarls maka kewajiban untuk menandatangand
schagaimana dimaksud di atas tidak diperivkan, Lihat 1.5 Ray Widiayn, Hukem Perisahuan, (Jakenz
: Resaint Blang, 2607}, hal. 264,
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tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 {figa per empat} dan
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah,

Ayat (2) Apabila rapat pertama tidak mencapat 4/5 {empat per lima} darl jumiah
modal yang dikeluarkan maka secepatnya 7 (tujub} hard sesudah rapat
periama diadekan rapst kedua vang harus dihadisi oleh sekurang-
kurangnya 4/3 {empat per lima} darl jumlah modal yang telah dikeluarkan
PErseroan.

Meskipun Angparan Dasar Perseroan tidak secara tegas mengatur ketentuan
yang berlaku dalam hal RUPSLB Perseroan yang pertama tidak berhasil memenuhi
kuorum, namun pertimbangan hukum fain yang mendasari pengambilan keputusan
RUPSLB tersebut adalah Shareholders Agreement (Perjanjian Para Pemegang
Saham) tertangga! ¥ Januan 1991 dibuat dihadapan Susana Zakaria, SH, Notaris d
Jakarta, vang mengikat dan berdaku sebagai undang-undang bagi pambuatava, yaity
antara L.CI Omicron dan PT DSU, dalam hal ini kefentuan yang dipergunakan
adalah Pasal 201 sampai dengan Pasal 2.04, vang secara tegas diatur dalam
Anggaran Dasar Perscroan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perubahan
Anggaran Dasar No. 11 Tahun 1990 vang dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 67
dan telah diumuimkan dalam Berita Negara RI No. 2596 tanggal 20 Agustus 2001,
Perjanjian Para Pemegang Saham inilah yang menjadi jiwa dan semangat
terbentuknya Akta Pendirian Perseroan.

Retentuan Pasal 2.01 sampai dengan Pasal 2.04 Shareholders Agrecment
menyatakan sebagai bertkut :

Ardicle 2
Board of Directors

201 The management of the Company shall be entrusted t¢ a Board of five
Directors who shall be appoinied and removed in accordance with the
provisions of the Articles of Association of the Company;

2.02 DSU shall propose candidates for two members of the Board of Directors and
1.C.1shall propose candidates for three members of the Board of Directors;

Fach Party shall exercise sl its voting rights and powers as shareholder to
support {he election of the candidates of the other Pardy to the Board of
Directors.
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Similarly cach parly shall support the other in the event that it wishes to in the
gvent of its candidates.

In the event of the removal or resignation of one of the Directors, the Party
proposing such candidate shall propose a replacement and the other Party shall
support the election of such replacement in similar manner.

2.03 The day to day management of the Company shall be entrusted to a General
Manager.

The appointment of the (eneral Manager will be made with the approval of all
Directors of the Company but no Director shall unreasonably withhold
approval.

204 The Directors shall unamimously approve of the appoiniment of many
expatriate staff.

Ketentuan Pasal 2,02 sampai dengan Pasal 2.04 Shareholders Agreement tersebut

pada intinya mengatur scbagai bertkut

- Manajemen Persergan diserahkan kepada Dewan Direksi yang terdini dari lima
orang;

- PT D81 akan mencalonkaa dua orang anggota Dewan Direksi dan LC.I Omicron
akan mencalonkan tiga orang anggota Dewan Direksi;

- Dalam hal penggantian dan penghentian tugas anggefs Direksi, pihak yang
melakukan penghentian  anggota Direksi  tersebul, akan mencalonkan
penggantinya dan pihak yang lain akan mendukung pengangkatan anggota Direks:
yang baru tersebut dan demikian pula sebaliknya;

- Dewan Dirckst akan mengesahkan dengan suara bulat pengangkatan sersua tenaga

kerja asing;

Selain ketentuan Pasal 2.02 sampai dengan Pasal 2.04 Sharefioiders Agreement
perihal komposisi Direksi Perseroan tersebut, secara tegas distur pula dalam Akia
Perubahan Anggaran Dasar Ne. 11 Tahun 1990 yang dimuat dalam Lembaran
Negara Republik Indenesia No. 2596 tanggal 20 Agustos 2001 yang dikutip sebagai
benkut

“Direksi terdiri dari lima {5} anggota dan paling sedikit tiga (3) anggota. Apabila
Direksi terdin dari lima (5} anggota, Imperial Chemical Industries PLC akan
mencalonkan tiga (3) orang dan PT Dwi Satrya Utama akan mencalonkan dua
{2} orang, jika Direksi terdiri dari tiga (3) anggota, maka Imperial Chemical
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Industries skan mencalonkan doa (2) anggota dan PT Dwi Satrya UHtama akan
mencalonkan satu {1) orang.”

Jelaslah disini bahwa jika komposisi Direksi adalah 5 (lima) orang maka 3 (tiga)
orang harus dicalonkan atau berasal dan 1.C.1 Omicron dan hanya 2 (dus) orang
dicalonkan atau berasal dard PT DSUL

2. Penetapan dan Putusan Pengadilan

a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Sclatan

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negen Jakarta
Selatan telah menjatubkan penctapan tertangesl 4 Oktober 2001 Nomnor
235/P3t P2001/PN Jak Sel yang intinva adalah
a. Mengabulkan permohonan Pemobon (PT DS
b. Menyatakan bahwa keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak

memenuhi kuorum serta melangpar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2)

Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 75 UndaNg-Undang No. 1 Tahun 1595

tentang Perseroan Terbatas;

c. Menyatgkan bahwa Kepatusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah
oleh kargnanya batal demi hukum;

d. Menyatakan bahwa susunan peogurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus
yang atas kemauaniya sendiri telab mengundurkan dirt dac kepengurusan;

e. Membebankan biaya permohonan ini schesar Rp. 82.000,- {delapan puluh

sembilan ribu rupiah).

b. Putusan Pengadilan Negerd Jakarta Selatan

Berdasarkan pernyataan yang diuraikan oleh Pelawan dengan surat
perlawanannya tertanggal 21 Mei 2002 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri lakarta Scietan pada tanggal 21 Mei 2002, dibawah Register No
249/P41.G/2002/PN Jak Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Adapun yang menjadi obyek gugatan perlawanan Pelawan adalah Penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/PdtP/2001/PN Jak Sel yang ditetapkan
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hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 selanjutnya disebut “Penctapan”™ oleh Hakim

Tunggal, Ridwantoro, SH, pada Pengadilan Negeri Jakarta Sclatan, yang bunyi Amar

Penctapannya sebagaimana telab discbutkan di atas.

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang
hersangkutan ;
MENGADILI
Dalam Provisi
- Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi No. 249/Pdt.G/2002/PN Jak.Sel.
tanggal 16 Juli 2002;
Dalam Eksepsi .
Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Teriawan,
Dalarm Pokok Perkara -

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk selurulinya;

2. Msnyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik;

3. Menvatakan bahwa RUPS Luar Biass Kedua Turut Terlawan tangeal 13 Agustus
2001 szh dan mengtkat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesear dengan
ketentuan Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan Undang-Undang No. |
Tahun 1995,

4. Menyatakan Shareholders Agreement tanggal 9 Januari 1991 adalsh sah dan
mengikat Pelawan dan Terlawan;

5. Menyatakan bahws susunan Direksi PT LC.1 Paints Indonesta (Turut Terawan)
sebagaimarma dimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan terdin

H

dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh LC.I
Omicron BV (Pelawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT Dwi Satrya Utama
{Terlawan);

6. Menyatakan Penctapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No
235/Pdt P/2001/PN.Jak Sel tanggal 4 Okiober 2001 batal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuly
walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (witvoerbaar bij voorrad),

8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pads putusan ini;
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9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
yang sampai kini ditaksir sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan pulub
sembilan ribu rupiah).

¢. Pptusan Peneadilan Tinggi
Dengan dikabulkannya gopatan Pelawan pada peradilan Pengadilan Negeni
tingkat pertama dikabuplkan meka Pembanding I (semula Tertawan) dan Pembanding

I {semula Turut Terlawan), mengajukan banding. Putusan mana dalam fingkat
banding telah diperkuat cleh Pengadilan Tinggi Jakarta No. S0/PDYT/2003, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Prowist

- Mengabulkan dan mengratkan Putusan Provisi No. 245/Pdt. G/2002/PN Jak. Sel

tanggal 16 Juli 2002;

Dalam Blsepst

- Menolak Bksepsi Terlawan dan Turut Terlawan;

[3alam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seutuhnya,

2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalab Pelawan yang baik;

3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua tarut Terlawan tanggal 13 Agustus
2001 adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Tumat Terlawan dan ketentuan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995;

4. Menyatakan Shareholders Agreement tanggal 9 Jamuan 1991 adalah sah den
mengikat Pelawan dan Terlawan,

S. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT 1C.I Paints Indenesia (Turot Terlawan}
sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan, terdin dari 3
(lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh 1.C.Y Omicron BV
(Petawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan dent PT Dwi Satrya Utama (Terlawan).

6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negen  Jakarta  Sclatan  No.
235/Pdr P/2001/PN Jak Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum;
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7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (wifvoerbaar bij vovrad);
Menghulaim Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini;

9, Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarg ind
yang sampai kini ditaksir schesar Rp.389.000- (tiga ratus delapan pulsh
sembilan ribu rapiah).

Setelah melakukan pertimbangan beberapa hal yang penting dalam memutus dan

mengadili perkara int dalam tingkat banding;

MENGADILI

~  Menerima permohonan banding dan Pembanding I dan 1 semuls Terlawan dan
Turut Terlawan;

~  Menguatkan putusan Pengadilan Negen Jakarta Selatan tanggal 19 September
2002 No. 249/Pdt.G/2002/PN Jak Scl. yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukam Pembanding I dan I semula Terlawan dan Turut Terlawan untuk
membayar biava perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang delam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus Hma puluh ribu rupiah).

3, Analisa Kasus

a. Pemenuban persyaratan dan prosedur penyelenggaraan RUPSLB Kedua PT
ICT Paint Indonesia

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam suate perseroan terbatas,
sekurangnya dapat ditemukan adanya dua atay lebth pemegang sabam. Dalam hal
hanya terdepat dua pemegang saham, maka pemegang saham yang memiliki saham
terbanyvak seringkali disebut atau dinamakan dengan pemogang saham mayoritas,
atau majority shareholder. Hal Ini sejalan dengan pengertian pemegang saham
mayoritas atau majority shareholder yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary,

" .

yaru''’ : “4 shareholder who own or controls more than half of the corporation
stocks.” Kedudukan pemegang seham mayontas it selalu dibadapkan pada

¥7 Black's Law Dictionary, 8% ed., hal. 1408,
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pemegang saham minoritas, yang menurut Black’s Law Dictionary adalah “4
shareholder who owns less than half of the total shares oudstanding and thus cannot

corporation's management or singlehandedly elect directors™

Darl rumusan yang diberikan, terkait dengan pemegang saham mayoritas dan
pemegang saham minoritas dapat diketahui bahwa disamping pemegang saham
mayoritas dikenal dengan pemegang saham pengendali, atau controlling
shareholder. Dalam Black’s Law Dictionary, pemegang saham dikatakan sebagai
controlling shareholders apabila'™ © “4 shareholder who is in the position to
influence the corporation activities because the shareholders either owns a majority
of ouwistanding shares or own g smaller percentages buf a significant sumber of the

remaining shares widely distributed among many others.”

Dengan demikian jelaslah bahwa pada umumnya pemegang sabam mavoritas,
yaitu yang menguasal atau memiliki lebih dari setengah dari seturuh jumlah saham
yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan adalah pemegang saham pengendali,
kecuall  dapat  dibuktikan scbalibnya. Namun demikian, dalam  komposisi
kepemihikan saham yang lebih dari dua subyek hukum sebagai pemilik saham, maka
dimungkinkan pemegang sabam pengendali bukanlah pihak yang menguassl atau
memiliki lebilh dari setengah saham yang dikeluarken secarz sah oleh perseroan
Pemegang saham disebut penpendali, jika la dapat mengendalikan manajemen
perseroan secara fidak langsung melalui penempatan wakilnya sebagat angpota
dircksi dan anggota dewan komisans perscroan. Sedangkan pemegang szham
minoritas adalah pemegang saham tidak memiliki kontrol atas jalannya perseroan.
Bagi mereka ini, pada umumnya diberikan perlindungan minimum oleh undang-
undang atau statute yang berlaku di tiap-tiap Negara. Undang-undang No, 40 Tahun

2007 hanya mengenal saham-saham atas nama. '

M8 Ihid,

"¥vang dinamakan dengan szham atas nama adalah saham yang diterbitkan atau dikelvarkan
Perseroan atas nama pemilikoya. Libat Guoawan Widjaja, op. cir, bal. 41.
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1) Permohonan RUPS
Dalam kasus seperti yang telah diuraikan di atas, 1.C.I Omicron selaku

pernegang saham sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dalam Perseroan berhak
mencalonkan dan menempatkan wakilnys sebanyak 3 (tiga) orang selaku anggota
Dhreksi Perseroan, sedangkan PT DSU sclaku pemegang saham sebanyak 45%
{empat puloh lima persen) dalam Perseroan bethak mencalonkan dan menempatkan
wakilnya sebanyak 2 (dua) orang. Dikarenakan salah satu anggota Direksi Perseroan
tersebut, yattu Ara Moushigian mengajukan pengunduran diri maka LC.L Omicron
berhak mencalonkan penggantinya dan pibak yang lain, vaitu PT DSU akan
mendukung pengangkatan anggota Direksi yang baro fersebut dan demikian pula
sehaliknya.

Mekanisme yvang dipergunakan untuk mencalonkan pengganti anggota Direksi
Perseroan tersebut adalak melalni Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
{RUPSLE} sehingga 1.C.1 Omicron mengajukan permintaannya kepada Direksi
Perserean melalul sural tercatat terfanggal 4 Juli 2001 untuk mengedakan RUPSLE
dengan agenda penunjukan 3 (tiga) orang Direktur bamy, yaitn Indera Kosim, Ray
Sparks, Zahari bin Haji Mahfoudz dan pembebasan tugas Direksi yang lama.
Biasanya RUPSLE diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas
rasalah-masalah vapg timbul secara mendadak dan membutuhkan  penanganan
segera, karena akan menghambat operasionalisast Persercan jika masalah itu tidak

diatasi denpan segera.

2) Pemanggilan RUPS
Untuk mengadakan RUPS harus didahului dengan pemanggilan dan ini wajib

dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan dengan sendirinya akan menghasilkan
keputusan yang sah pula, Tindakan Direkst Perseroan dengan mengirimian surat
undangan tertanggal 4 Juli 2001 untuk menghadin RUPSLEB yang diadakan tanggal
24 Juli 2001 kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu 1.C.I Omicron dan PT
DSU  oleh Penulis  dianggap sudsh memenuhi  prosedur  pemanggilan
penyelenggaraan RUPSLE dimana jangka wakiu pemanggilan adalah 20 {dua puluh)
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hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima Direksi

Perseroan.'?”

3) Kuorum RUPS

Perhitungan kuorum kehadiran dalam RUPS hanya dapat dilakukan jika dipenuhi
syarat-syarat tertentu perihal panggilan rapat. Jika panggilan RUPS secara resmi
sebelumnya tidak/belum dilaksanakan sedangkan ada satu saham yang tidak hadir
atau diwakili, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan, dan harus diulang
dengan menjalani prosedur Panggilan RUPS sebapaimana diatur dalam Pasal 73 ayat
(2) jo ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.'*!

RUPSLB Perseroan tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaannya dibatalkan karena PT
DSU tidak menghadiri RUPSLB walaupun telah dipanggil dengan surat undangan
resmi dan diterima oleh PT DSU sehingga kuorum RUPS tidak terpenuhi. Direksi
Perseroan telah menginimkan surat undangan kedua kepada para pemegang saham
Perseroan untuk menghadiri RUPSLB tanggal 13 Agustus 2001. Pembentahuan
resmi juga telah dimuat di Harian Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 dan Hanan Pos
Kota tanggal 26 Juli 2001 dan telah ditenma oleh PT DSU. Dalam panggilan
RUPSLB juga telah disebutkan agenda yang akan dibicarakan yaitu penunjukkan 3
(tiga) orang Direktur baru dan pembebasan tugas Direksi lama. Dengan demikian,
Direksi Perseroan telah memenuhi tata cara, prosedur dan tenggang waktu
sebapgaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan Angpgaran Dasar Perseroan,
terutama Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perscroan jo Pasal 69 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1995.

Pada saat pelaksanaan RUPS Kedua Perseroan ternyata pihak PT DSU tetap tidak
hadir sehingga I.C.I Omicron selaku pemegang saham yang hadir pada saat RUPSLB
telah mengambil keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur baru dan pembebasan tugas

1207 ihat Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 1
Tahun 1995 dimana jangka waktu pemanggilan adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tenggal
permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima

12! Selanjutnya dicbah dengan Pasal 86 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun
2007.
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Direksi yang lama. Penentuan kuorum dan pengambilan kepufusan dalam RUPSLB
ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo avat {5) Undang-
Undang No. | Tahun 1993, yang menyatskan bahwa RUPSLB Kedua Perseroan sah
dan berhak mengambil kcputusan gpabila dihadin oleh pemegang ssham yang
mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian daa jumnlah seluruh sgham dengan
hak svara yang sah. Menurot Penulis tindakan yang diambil Direksi Perseroan sudah
tepat mengingat validitas suatu keputusan RUPSLB akan dianggap sab dan mengikat
apabila terpenuhinya syarat kuorum dan materi yang dibicarakan dalam rapat. Hal ini
berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab Direksi Perseroan dalam
kaitannya dengan RUPS yang merupakan kewajiban yang dicmban oleh Direksi dan
wewenang dan tegas-tugas vang ditetapkan oleh undang-undang dan Anggaran
Dasar Perseroan, yaitu melaksanakan RUPS, menjalankan hasit RUPS dan
memberikan pertanggungiawaban kepada RUPS. Seandainya kvorum RUPS keduz
juga tidak tercapai, atas permohonsn perseroan, kuorum ditetapkan olch Ketua
Pengadilan Negen.

Tanggung jawab Direksi pada dasernya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting,
yaitu prinsip yang fahir karena tugas dan keduduken vang dipercayakan kepadanya
oleh Perseroan (fiduciary duty), dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta
kehati-hatian tindakan Dircksi {duty of skifl and care).'** Kedua prinsip ini menuntut
Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai ifikad baik, semata-mata untuk
kepentingan dan tujuan Perseroan. Pelanggaran terhadapnya membaswa konsckuensi
yang berat bagi Direksi'®, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban sccara
pribadi.

Dengan demikian, sah tidaknya keputusan vang diambil RUPS bergantung
kepada tiga hal, vaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuoram kehadiran
pemegang saham, dan kuorum pengambilan keputusan. UUPT tidak menentnkan
kuorum kehadiran RUPS dan kuorum pengambilan keputosan RUPS dalam rangka

2 parasian Simanuogkalit, Rapar Umnm Pemegang Saham Kattmua dengan Tonggmg
Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas, {(Jakarta © Yayasan Wajar Hidup, 2006}, hal. 76.

"5 tndonesia (a). Lihar Pasal 85, 90,
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pemiliban dan pengangkatan angpgota Direksi. Lazimnya tata cara pemilihan dan
pengangkatan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perscroan yang
bersangkutan. Pada umumnyz pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS.
Avggota Direkst diangkat untuk jangka wakiu terfentu dengan kemungkinan
diangkat kembali. Tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan,
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar

Perseroan,

Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tidek menentukan persyaratan jumlish
kuorom bagi pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB Perscroan yang kedua
karena hanya menentukan RUPSLB harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumigh
modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. '™ Dengan demikian harus mengacu
pada Pasal 73 ayat {5) Undang-Undang No.! Tahun 1995 dengan persyaratan
koorum apsbile dibadin oleh pemegang sabam yang mewakili paling sedilkit 13
{satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

B. RUPSLB sntuk Perubahan Anggaran Dasar

Permasalaban yang timbul dar keputusan hasil RUPSLB Persercan tanggal 13
Agustus 2001 adalah PT DSU menganggap salah satu agenda yang dibicarakan
dalam RUPSLB, vang membahas mengenai penggantian Direksi merupakan materi
hukum perubaban Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian penentuan kuorum
dan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam RUPS
kedua tersebut adalah didasarkan pada Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995,
yang mana RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadini oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dan jumlah
selurth seham dengan hak suara sah, mengingat kehadiran LC.I Onucron telsh
mewakili 55% (lima puluh lima persen) pemegang saham.

PT DSU berpendapat bahwa agenda RUPS kedua tersebut mempskan materi
perubshen Anggeran Daser Perscrosn schingga dasar penentuan kuorum dan

1% 1 ihat Pasal 14 ayat {5} Anggaran Dasar Persercan.
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pengambilan keputusan adalah ketentuan Anggaran Dasar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal
18 ayat (2) jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sehingga RUPSLB kedua
tersebut tidak memenuhi kuorum yang menyimpang dari ketentuan Anggaran dasar
Perseroan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1
Tahun 1995.

Menurut pendapat Penulis, argumen yang diajukan PT DSU tidak tepat karena
agenda RUPSLB kedua mengenai pembahasan penggantian anggota Direksi dengan
menunjuk Direktur yang baru dan pembebasan Direksi yang lama. PT DSU
berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menentukan
bahwa Anggaran Dasar memuat susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan
Komisaris sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 75 Undang-Undang No. |
Tahun 1995 menentukan bahwa jumlah kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran
dasar Perseroan adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara fang sah dan disetujui paling sedikit 2/3 {dua per tiga) bagian dan jumlah
suara terbanyak, apabila tidak mencapai kuorum tersebut, maka diadakan RUPS
kedua yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh suvara terbanyak dari jumlah yang

hadir tersebut.

Dalam hal im PT DSU keliru menafsirkan secara yuridis Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dibedakan
antara perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan-perubahan lain, yang
masing-masing ditentukan sebagai berikut :'*°
1) Perubahan Mendasar'®®

% 1.G. Rai Widjaya, op.cit., hal, 169.

126 Ketentuan pengesahan perubahan anggaran dasar tertentu menurut Pasal 21 Undang-
Undang Ne. 40 Tabun 2007 menyebutkan babwa perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat
persetujuan Menteri. Perubahan tersebut meliputi :

1. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan persercan;

2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

3. jangka waktu berdirinya perseroan;

4, besamnya modal dasar;

5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

6. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya;
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Perubahan mendasar dimaksudkan adalah perubzhan tertentu atas Anggaran

dasar, dan perubahan tertentu itu harus mendapat persetujuan Menteri Hukum

dan HAM RI dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor tempat

pendaftaran perusshaan, serta dinmumkan dalam Tambahan Berite Negara

Republik Tndonesia scsuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Perubshan tertentu itu meliputt :

2} Nama Perseroan;

b} Maksud dan tujuan Perseroan;

¢} Kegatan usshs Perseroan;

dy Jangka wakiu berdirinya Perseroan apabila Anggaran Dasar mensetapkan
jangka waktu terfenty; Besarnya modal dasar;

#} Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; status Perseroan terfutup
menjadi Terbuka atau sebaliknya.

2} Perubahan Lain
Perubahan Anggaran dasar selain perubahan terfentu yang sifatnya mendasar
sebagaimana disebutkan di atas, cukup dilaporkan kepada (tidak harus mendapat
persetujuan) Menterl Hukum dan HAM RI dalam waktu paling lambat 14 {empat
belas) han terhitung sejak keputusan RUPS dan didaflarkan dalam Daftar
Perusabaan di kantor fempat pendaftaran perusahaan  sesual dengan keteniuan
Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).'’
Perlu diperhatikan bahwa sctiap perubahan Anggaran Dasar, balk perubahan
yang harus mendapat persetujuan manapun yang hanya cukup dilaporkan kepada
Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana disebutkan di atas, harus dibuat
dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa penggantian anggota Dircksi dengan
mengangkat Direkfur yang baru bukaniah materi hukum perubahan Anggaran Dasar

7. percbaban anggaran dasar dari sizius persercan vang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknga,
meliputi perubahan seluruh ketenfuae anggaren daser schingge perseiujuan Mentert dibecikan atag
perubahan selurh angearan dasar tersebut,

Perubahan sanggaran daser selain dimaksud di atas, cukup diberitahukan kepads Menterd.

P ndonesia {5). Lihat Pasal 15 aya (3,
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yang memerlukan pesschzjuan dan ingtanst terkait yaitn Menteri Hukum dan HAM
RI, melainkan cukup dilaporkan. Dengan demikian RUBSLB Kedea dengan agenda
penggantian anggota Direksi  Perseroan mempergunakan  jumiah  kuorum
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) Undang-Undang No. 1
Tahun 1995, yvang menyatakan bahwa RUPSLD Kedua Perseroan sah dan berhak
mengambil keputusan apabila dibadird oleh pemegang saham vang mewskili paling
sedikit 173 {satu per tiga) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suara yang
sah.

Keputusan Hakim, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, untuk
menyatakan  Penetapan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  No,
235/P4LP/2001/PN. Jak Sel tangeal 4 Oldober 2001 batal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum adalah sndsh fepet dikarenakan periimbangan hukum
vang dipergunakan adalah 6dak fepat karena tidak memenubi kotentuan jumbah
kuorum dan pengambilan keputusan untuk perubahae angearan dasar sebagaimana
ternyaia dalamn Angparan Dasar Pasal 14 ayat {5) dan Pasal 18 avat (2) jo Pasal 75
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Ditinjau dart segi hukum perdata, harus dilihat pemenuhan syarat sahnya suatu
perjanjian schagaimana termyata dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaita
1. kesepakatan mereka vang mengikatkan diri;

2. kecakapan untuk membuat suaty perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4, suatu sebab yang tidak ferlarang,

Keempat unsur tersebut, dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam :'%*

1. Unsur subjeknif, yang mewakili dua unsur pokok yang menyangkut subjek
{pihak) vang mengadakan perjaniian, dan

2. Unsur objektif, yang mewskili dua unsur pokok lainnya yang berbubungan
fangsung dengan objek perjanyian.

12 Gunawan Widjaja, Persehutuan Perdate, Persekutuan Firnwa, dan Persekutuan Komanditer,
(Jakarta - Presads Media, 2004}, hal. 14,
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Dengan demikian berartl unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan
secara bebas dari para pihak yang bedganii, dan kecakapan dari pihak-pihak yang
melaksanakan perjanpan, Scdangkan tidak terpenuhinya salah satu unsur dan
keempat unsur terssbut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan penanjian tersebut
diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalken (jika terdapat
pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum, dengan pengertian
tidak dapat dilaksanakan pelaksanaannya {dalam hal tidak terpenubinya unsur
objektif).

Dalam ha! ini, adanya Skareholders Agreement yang felah dibuat olch 1.CI
Omicron dan PT DSU dan menjadi awal terbentuknya Akta Perdinian Perseroan,
telah mengikat dan berlaku sebagal undang-undang bagi para pihak, yang artinya
perjanjian tersebut iclah melahirkan kewajiban bagi salah satu atan lebih pihak dalam
perjanjian  tersebut, segera setelah para pihak mencapai  kesepakatan atau
konsensus, '™ Denpan demikian, permohonan penyelenggaraan RUPS oleh 1.C.I
Omucron kepada Direksi Perscroan untuk mengganti salah sato Direktur yang
mengundurkan din dengan Direktur yang baru seharusnya didakung oleh PT DSU,
juga scbaliknye scperti yang telah discpakati oleh kedua belsh pihak dalam
Shurcholders Agreement. Dalam kaitannya dengan asas keberlakuan perjanjian
sebagai undang-undang'™, daya ikat perjanjian hanya berlaku di antara para pihak
yang membuatnya sehingga pemaksaan berlakunya dan pelasapaan dari peganjian
hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam pedanjian terhadap
pihak {-pihak} lainnya dalam perjanjian.

Pengadilan Negert Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan permohonan PT
DSU dalam upaya penetapsn pembatalan hasil keputusan seharusnya menelitl dan
mempelajari keberlakvan Shareholders Agreement terhadap para pihiak yang terkail,
yaitu bagi PT DSLJ dan ICI Omicron. Secara prinsip svatu perianjian yang telah

129 Asas yang berlaku dalam keaderan ini adalah asas konsensualitas.

30 Hal ini sesual dongan asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam Pasel 1338 KUHPerdata,
vang menyatakan
(1} Semuz perjaniian yang dituat secars sah berlaku sebagai undang-undang bagt mereka yang
membuatnyy,
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dibuat secarz sah dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannys
dapat merugikan pibak-pihak tertenty, Pihak-pihak ini vang berhak untuk meminta
pembatalan, tidak hanya pibak dalam pedanjian fersebut, tetapi meliputi juga setiap
individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan
perjanjian. ' Pembatalan atas perjanjian tersebut dapat terjadi, baik sebelum
perikatan yang lahir dari perjanjian it dilaksanakan maupun setelah prestasi yang
wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan,

Dalam menilal ada tidaknya syarat yang terpenuhi untuk membatalkan hasil
keputusan RUPS kedua tersebut seharusnya hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan menilai berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalem lapangan hukum
penanjian yang meliputi syarat subjskiif sahnva perjaniian, dalam hal int ketindaan
pelanggaran  uusuwr subjekiif vang ielsh dinmatkan schelumnys, scharusnya
dipertimbangkan oleh hakim untuk tidak mengabulkan permohonan PT DSU Hal
fain yamg perlu diperiimbangkan juga adalah tndakan Direksi Perseroan dalam
penentuan jumilah kuorum sebagal pemenuhan persyaratan pengambilan keputusan
RUPS kadua dengan agenda penggantian anggota Direksi yang tidak termasek
maten perubahan mendasar dan Anggaran Dasar Perseroan, sudah sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
dikarenakan Anggaran Dasar Perseroan tidak mengatur {entang penentuan jumlah
kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS kedua tersebut.

Mekanisme pengajuan pembatalan hasil keputusan RUPS kedua tersebut vang
sebatknya ditempub oleh PT DSU adalah melalui pengajuan gugatan kepada
kepanitersan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti halnya pertimbangan hukum
yang scharusnva digmbil oleh hakim @i Pengadilan Jakarta Selstan wniuk
mengabulkan permohonan pembatalan hasil RUPS kedua tersebut oleh PT DSU
melalui Penelapan yang sifalnys hanya menctapkan atan menegaskan keadaan
hukum yang sudsh ada schelumnya, pada skhimya pemberian keputusan atas
gugatan terschut juga sebaiknya didasari oleh pertimbangan hukum yang sama, yaitu

2 Gunawan Widjaja, Memahari  Prinsip Keterbubgan (Aanvuliend Rechy) dalam Bulam
Perdat, Ed. 1, (Takarta : PT RajaGrafindo Persade, 2006), hal. 288.
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ketiadaan pelanggaran unsur subjektif dan Shareholders Agreement dan tindakan
Prireksi Persercan sudah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No.
I Tahun 1995 sehinggan gugatan PT DSU juga tidak akan dikabulkan alias ditolak,

€. Pembatalan Hasil Keputusan RUPS oleh Pengadilan

Pemegang saham selaku subjek hukum mempunyat hak perscorangan (persornal
right} yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Dennlaan
juga UUPT menvatakan bahwa setiap pemegang seham berhak mengajukan gugatan
terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri vang daerah hukumnyz meliputi
tempat kedudukan Perseroan,™

CGugatan terhadap Perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan
karena tindakan Persercan vang dianggap tidak adil atau wmfair dan tanpa alasan
yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atav Dewan Komtisaris. Gugatan
vang diajukan, pada dasamya dimaksudkan untuk memohon agar FPerseroan
menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah, baik unatok
mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa

dikermudian han.

Dalam kasus ini, PT DSU memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan
tersebut karens selaka pemegang sabiam minoritas bisa menolak suatu tindakan yang
hendak dilakukan oleh Perseroan meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh RUPS.
Pada prinsipnva, pada saat PT disahkan menjadi badan hukum, pada saal 1tu pula PT
telah sempurna menjadi subvek hukum tersendiri vang terlepas dari pomegang
sahamnya. Selanjutnya, hubungan antara pemegang saham dan PT lebih didasackan
pada hubungan periksian yang bersumber pada hak dan kewajiban vang diatur dalam
UUPT dan vang diperjanjikan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Perseroan.

P Indonesta (a). Lihat Pasal 54.
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Dalam bal apakah keputusant RUPS ifu batal atau dapat dibataikan, perundang-
undangan kita masih belum menentukan. Putusan itu batal atau dapat dibatalkan
apabila:

b. Bertentangan dengan ketentuan umum mengenai kewenangan RUPS dan cara
pengambilen keputusan rapat;
Dalam kritenia iol misainya termasuk keputusan rapat yang memberikan instruksi
yang mengikat kepada Direksi mengenal fata cara pengambilan keputusan seperti
jangka wakiu pemanggilan rapat yang diperfukan untuk mengadakan rapat tidak
diperiuhi, dan rapat tetap diadakan maka RUPS demikian dapat dimintakan
dibatatkan.

¢. Berientangan dengan Anggaran dasar Perseroan;
Misalnya adanya penyimpangan mengenai pembagian keuntungan, pengeluaran
saham-sgham dalsm simpansn yang menurut Anggaran Dasar sudah ditetapkan
merupakan wewenang Direksi,

d. Berientangan dengan “goede traww™; dan keputusan yang beretntangan dengan
mi dapat dibatalkan;
Geode troww Inl merapakan suatu pengertian yang samar sekali, sehingga untok
itu diperlukan suatu konkretisasi, dalam bentuk dihubungkan dengan suatu
hubungan hukum, Suatu keputusan adalah bertentangan dengan goede frouw
apabila keputusan ita mentmbulkan hubungan hukum yang tidak adil ataopun
fidak patut/selayaknya,

Pembatalan suatu keputusan RUPS 1w dilakukan oleh Pengadilan.

Suate pembatalan keputusan RUPS dapat juga dilakukan diluar Pengadilan,
yaitu melalul suatu keputusan RUPS lain vang diadakan setelah rapat yang pertama
HoR
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BAR I
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan urafan dan penelifian hokum vyang felah dilakukan dengan
menganalisa kasus yang ada sebagaimana ternyata dalam bab-bab sebelumnya, untuk
menjawab perianyaan dan permasalahen dalam Bab 1, penulis menyampaikan

beberapa kesimpulan sebagai bedkut

1. Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham kedua berdasackan ketentuan yang berlaku dikaitkan
dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, schubungan dengan kasus FT LCT
Paints Indonesia ("Persercan”) adaiah sebagai benkut :

2. Adanya permochonan penyelenggaraan RUPS benkut alasannya yang
digjukan oleh salah satu pemegang ssham kepada Dircksi Perseroan
Biasanya RUPSLE diadakan uniuk membahas dan mengambil kepulusan alas
masalah-masalah  yang timbul secarm mendadzk dan  membutuhkan
penanganan segera, kareng akan menghambat operasionalisasi Persercan jika

masalah itu tidak diatast dengan scpera.

b. RUPS harus didahului dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Direksi
Perseroan, dan ini wajib dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan dengan
sendirinya akan menghasitkan keputusan vang sah pula. Panggilan RUPS
dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan surat
undangan resmi aleu surat fercafat dengan menyebutkan agenda vang akan
dibahas dalam RUPS, sedangkan untuk panggilan RUPS kedua hans
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelym RUPS kedua diselenpparakan.
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Sedangkan Anggaran Dasar Perseroan menambahkan bahwa panggilan resmi

jupa dimuat dalam dua surat kabar harian ibukota.

¢. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB sesuai
dengan agenda yang dibicarakan dalam RUPS, yaitu penggantian anggota
Direksi Perseroan dan pembebasan tugas Direkst Perseroan yang lama,
ditetapkan oleh Direksi Persercan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa RUPSLB
Kedua Perseroan sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dan

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Adanya Shareholders Agreement yang telah dibuat oleh I1.C.I Omicron dan PT
DSU dan menjadi awal terbentuknya Akta Pendinan Perseroan, telah mengikat
dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yang artinya pefjanjian
tersebut telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam
perjanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapal kesepakatan atau
consensus sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mempertimbangican
permohonan PT DSU dalam upaya penetapan pembatalan hasil keputusan RUPS
kedua seharusnya meneliti dan mempelajari keberlakuan Sharcholders
Agreement tethadap para pihak yang terkaif, yaitu bagi PT DSU dan ICI
Omicron, yang menjadi bukti ketiadaan pelanggaran umsur subjektif dan
perjanjian tersebut serta dasar pertimbangan hukum dalam penentuan jumiah
kuorum yang dipergunakan Direksi Perseroan untuk menghasilkan keputusan
dalam Rups kedua telah sesuai sehingga hasil keputusan RUPS kedua tidak dapat
dibatalkan.

3. Penthal hasil keputusan RUPS yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dapat
dibatalkan atau tidak oleh Pengadilan, perundang-undangan kita khususnya
Undang-Undang Perseroan Terbatas, masih belum diatur secara jelas. Putusan itu

batal atau dapat dibatalkan apabila :
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a. bertentangan dengan keferfusn umum mengenai kewenangan RUPS dan
cara pengambilan keputusan rapat;

b. bertentangan dengen Anggaran Dasar Perseroan;

¢. bertentangan dengan “geode trouw”, vaitu sustu keputosan  yang
menimbulkan  hubungan  hokum  yang  tidak  adil  atewpun  tidak
patut/selayaknva.

4. Perhmbangan-pertimbangan  hukwn  yang  dipergunakan  hakim  dalam
mermutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
No. 50/PDT/2003/PT.OK] adalgh PT DSU keliru menafsirkan secara yuridis
perihal matert Anggaran Dasar karena penggantian anggota Direksi bukau bagian
darr perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan
dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan materi perubahan lain
yang cukup diaporkan kepada Mentern Hokum & HAM RI paling lambat 14
{empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS. Penafiiran yang keliru secara
yuridis tersebut menjadi pertimbangan Hakim pada dua institusi peradilan, yaitu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tmggl Jakarta membatalkan
Penctapan  Keotug  Pengadilan  Negen  Jakarta  Selatan No.
235/Pdt PAZ001/PN Jak Gl tanggal 4 Okiober 2001 batal demi hukumn dan tidak
mempunyal  kekuatan hukum tetap. Oleh karena it perfu diperhatikan
peroaharman yang telitt dan jelas perihal keduz hal tersebut.

B. SARAN

Dari uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan beberapa
hal yang disimpulkan oleh Penulis maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis

sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambaban ketentuan jumlah kuorum yang dipersyaratkan dalam
penggantian anggota Direksi Persercan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. |
Tahun 1995, vaitu ketentuan yang berlaku pada saat Putusan Pengadilan Tinggi
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Jakarta nomor 50/PDT/2003/PT.DKI diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta
atas kasus PT ICI Paints, yang kemudian diatur kembali dengan Pasal 94
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang seringkali menimbulkan masalah
dikarenakan anggota Direksi sebagai bentuk perwakilan dan kepentingan
masing-masing pemegang saham dalam Perseroan, karena banyak Anggaran

Dasar Perseroan yang tidak mengatur tentang hal tersebut.

Direksi Perseroan harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi ketentuan
Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, juga adanya perjanjian
yang telah mengikat para pendiri sebelumnya sebelum perseroan tersebut
disahkan sebagai badan hukum seperti adanya Sharcholders Agreement,
sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan yang diselenggarakan salah satunya berdasarkan permintaan
dari pemegang saham dengan memperhatikan urgensinya demi kepentingan dan
kelangsungan usaha Perseroan dan bukan kepentingan pemegang saham tersebut

sermata.

Direksi Perseroan harus bertindak secara hati-hati dan teliti dalam pengambilan
keputusan dalam RUPS untuk menghindari pembatalan isi keputusan RUPS
yang telah diambil karena cacat hukum secara prosedural dan penggunaan dasar
pertimbangan penenfuan jumlah kuorum sehingga keputusan RUPS dapat
dianggap batal secara hukum oleh Pengadilan berdasarkan gugatan dari
pemegang saham yang merasa dirugikan oleh tindakan dan kelalaian yang

dilakukan Direksi Perseroan dalam penyelenggaraan RUPS tersebut.

Pembatalan keputusan RUPS dapat juga dilakukan diluar Pengadilan, yaitu
melalui suatu keputusan RUPS lain yang diadakan setelah rapat yang pertama
1tu dengan mencapal kata musyawarah dan mufakat. Pemegang saham dapat
mempergunakan media RUPS untuk menyelesaikan permasalahan di antara

mereka maka mereka tidak perlu menghabiskan waktu yang lama dan biaya
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yang besar untuk mengajukan gugaten kepada institusi peradilan. Apabila
pemegang saham tersebut merasa harus menempuh penyelesatan permasalahan
melaln badan peradilan maka perfu dicermati dan dipelajari dasar hokum
pengajuan  gugatan, terutama oleh kuasa hukum pemegang saham vyang
bersangkuotan, agar tidak terjadi salah penafsiran secara yuridis dasar ketentuan

hukum yang dipergunakan dalam gugatan tersebut.
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P U T UGS AN
No. 249/Pdt. GIR002/PN.Jak.Sel,

DEMI KEADNAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadiian Negeri Jakarta Selatan yang memersikse dan mengadili
perkarg-parkarg perdala pade finpkat pertema, teiah meniaiubkan Pulusen
sebagal ekt datam perkara antarg

LCL OMICRON BV,

suatu Perugahasn yang diditikan dan tunduk pada Hukum
Belenda, yang daiarm hai inl diwakill dan memifih dornisilt
Hukum pads Karior Kuasa Hukumnya ZULFADLYL SH.,
MLISFADILLAH DAULAY, SHLLM, MIFTAHLUL HILML
SH. ketiganya pada Kantor YUSRIL 1HZA MAHENDRA &
PARTNERS, Advokal dan Pengacera, berslamat di
Gedung Gilre Graha Lanial 10, Ji, Jenderal Gatot Subroio
3‘5 ~ 368 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuass
Khusus tanggal 21 Marst 2002, seianpunya disebut

sebagat PELAWAN

MELAWAN

1. PT. DWW 8ATPYA UTAMA beralamal di Tifa Building Lantgi 5 & 11 Ji

Kuniiigan Beral No. 26 Jakarta 12718, dalam hal ini
diwakiti ocieh kussanya RUFINUS HOTMAULANA,
SH.AM dkk Pengacare-Pengecara pada Law Offices
RUFINLS HOTMAULANA & PARTNERS, (RHH Law
Officers), Berglamal d Wisma Kodel, Lantal 8, J, HR,
Rasuna Said Kav. 8.4, Kuningan, Jakaria 12820,
berdasarkan Burat Kusse Khusus langge! 7 Joni 2002,
ssianjuinys disebut sebagal TERLAWAN ;

2.PT LCH e
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2. BT.LC.L PAINTS INDONESIA, beralamat di Tifa Building lantai 4 JI. Kuningan
Barat No, 28 Jakarla 12740, datarn hal ini diwalkil
oleh kuasanya RUFINUS HOTMALULANA, SH.MM dikk
Pengacara-Pengacara pada Law QOffices RUFINUS
HOTMAULANA & PARTNERS, {(RHH Law Dffices),
beralamat di Wisma Kodel, Lantal 8, Ji. HR. Rasuna
Baid Kav, B-4, Kuningan, Jakara 12820, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2002, selaniutnya
disebut sebagai TURMT TERLAWAN ;

Pengatilar Nagsrt iersebut
Telan membaca surat-surat dalam berkas perkara |

Telah memperhatikan penegasan alas gugatan Provisi dard Palawan
sesual suratnys tertanggsl 17 Juni 2002 No. 345D YIMEPANIG2 perihal Mobon
Putusan Provist

Teiah mandengar kedua beiah pihak yang berpetkarg ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimpang, bahwa Pelawan dongan surst perlawanannye tertanggei
21 Met 2002 yeng didaftarkan di Kepaniteraan Pengadiian Neger Jakaria Selatan
pada ianggal 21 Mei 2002, dibawah Register No. 249/P0L G/2002/PN Jak Sel.
teigh mengemukakan hakhal sebagai berkat

Adapun vang menjadi obyek gugatan perlawsnan Pelawan adalsh Penetapan
Pengadilan Negen Jakarla Selatann No. 235/P4LPZ001PN. Jak Sel.  vang
ditelapkan pada harl Kamis tanggal 4 Okloker 2001 selanjutnya disebut
"Penetapan” oleh Hakim Tungga!, Ridwantoro, 8H padas Pengadilan Neger
Jakarta Sslaten, yang bunyi AMAR ?EN@TAP&NNX’& sebagat berikut |

"MENETAPKAN"

1. Mengabuikan permohonan Pemohon |
2, Hanyatakan bahwa Kepulusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 20601 tidak
memenuhi kuonum serta melanggar Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 2
Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU Na 1 Tahun 7985 tentang
Perseroan Terhatas ;
3 Menyatakan ...
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3. Menyatakan bahwa Keputusars RUPS Kedua tanggat 13 Agustus 2001 tidak
sah oish karenanya batal demi hukum ;

4. Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuall pengurus
yang atas kemauan sandii telah mengundurkan din dari kepengurusan |

S Membebankan biays& permobnnan int sebesar Rp. 8200C- (delapan puluhy
sembilan ribu rupdah) |

Adapun sistematika dalil dan alasan digiukannya gugatan perlawanan ini adalah
sabagal berkud

FPelawan sangat keperatan dengan pertimbangan dan diklum Penetapan agquo
sehab gebagal pihak yang kepertingan hukumnva  dirugikarn, dalam Penetapan
aguo, Pslawan secara hukum seharusnya dijadikan sebagal pihak, sekurang-
kurangnya sebagei Termahon untuk dipanggil dan didengar kelerangannya dan
diberi hak  mengajuken sanggshan-sanggshan terhadap apa-apa  yvang
dikermukakan oleh Terigwan dahuly Pemohon, napsn faktanye Teriawan sebagai
Pemohon Hidak menjadikan Pelawan sebagal pihak aige Termohion Hakim
Pengadilan Negerd  Jokarla Selaten tidek pernsh memanggil, mendengar
keterangan, dan memberikan kesempaten menyangkal dalil-dalil vang disivkan
Terlawan dahuiu Pemchon. Faklanya Paiawan mengetahul adanya penstapan
aqus bukan dari Pengadiian Negerl Jakarta Selatan tetapi dari pihak ketiga yang
membenkan oopy Pensiapan squo. Atas alasan i ssbagaimana sehanusnya
Pengadiian Neger Jakaria Seiatan menyalgkan lidak menerima Permohonan
2quo |

Diktum Penetapan Pengadiian Neger Jakarta Selatan yang dietapkan pada har
Kamis tanggal 4 Oklober 2001 TIDAK MERYEBUTKAN DENGAN JELAS RUPS
Lusr Biasa Kedus perusshaan apa, menyangkul perseroan mana (persaroan apa)
yvang tikdak sah, apakah perusahaan Terlawan, nerusahaan Pelawan atay siapa 7
int sermua Bdak jefas (obscuar Bbel] Pengsdilan Negeri Jakarfa Sslatan dalam
diktumnva juga tidek menyabutkan alasan-alasan apa yang dipakai cleh Hakim
untuk mengrima permohonan Tedawan dashulo Pemehon, dimana semua hal Ho
menurut hukum wajib dicantumkan sebagai syaral untuk membentuk suatu
Penetapan { Pulusan yang sah. Maka penstapan aguo bertentangan dengan
Pasal 178 ayat 1 HIR pasat 1848 avat 1 Rbg ;

Putusan Mabkamah Agung Rl N 838 KiSip/M988 fanggal 22 Juli 1570 dan
No, 492 KiSiph 970 tangst 18 Degember 1§70 menstapken bahwa

TELESEN L
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"Putusan yang Hdak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoidosnde
gemaliveerd) harus dibatalkan™

Futusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1970 No. §98K/Sip/1864 intinya
T Amar Putusan voang barbunyi  "mengabuikan seluruh gugetan” tanpa meringinva
apalsiaps yang dikabulkan ilu {suatu kehwnusan dalam suatu dictum) tidak dapat
dibsnarkan® ;

Berdasarkan ketantuars Huokum Acarz Perdata, dalam suatu perkara permohonan
yang bukan perkara gugstan, Hakim hanya berwenang mengeluarkan pudusan
konstitulif yang sifatnya meniadakan atau menciptakan sustu keadaan hukum
yang tidak bersifat menghukum, Pulusan Konstifulif tidak dapat dileksanakan
karena tidak menetapkan hak atas prastasi terlentu, maks akibal hukumnya tidak
terganiung pada bantuan dari pada pihak lswan vang dikalahikan, Penstapan aguo
disamping chscuur Fbel juga islah malampauyl wewenang vang diberikan Undang-
Undang kepada Hakim dalam mameriksa suatu perikara permohonan |

1. Bahwa Pelawan memiliki 58 % saham dari seluruh saham yang dikeluarkan
oleh Tund Terlawan, sedangkan Terawan memiliki hanya 48 % saham deri
seluruh seham yang telah dikeluarkan oleh Turut Terlawan ; A

2. Bahwa Pelawan melalui surainys tedanggal 4 Jult 2001 telah meminta agaer
Direkst Tuni Terdawan mengadakasn RUPS Luar Biasa dengan agenda
penuniukikan 3 (tigad orang Direksi Bary, vakal Inderadi Kosim, Ray Sparks,
Zahar bin Hali Mahfoudz dan pembebasan tugaes [lireksi iama, yang sudah
mangundurkan dirf, yakni Ara Moushigian dari Palawan ;

3. Bahwa berdasarkan butir 2 diatas Direksi Tungt Terlawan mgisiul suratnya
fertangoal 4 Juli 2001 telah mengundang Terlawan dan Pelawan untuk
menghadii RUPS Luar Biasa yang akan diadakan pada tanggal 24 Juli 2601,
Pemanggitan iy ditakukan datem wakiu 20 hari sehinggs sudah sah dan
sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Agggeran Dasar Turut Terlawan dan pasal
88 LU No. 1 Tahun 1898 vang mewslibkan pemangaiian pemegang saham
sabelumn RUPS dilaksanskan dalam wakiu 14 hari sebsium RUPS digdakan ;

4. Bahwa berdasarkan ketsrmtusn pasal 14 ayat & Anggacan dasar Turat
Teripwan, merneiapkan bahwsa "Sualu Rapat {Emum Pemegang Baham bary
dapat mengambil keputusan jika rapat tersebul dihadin danfatau diwakiti
dengan surat kuasa sediliinya 2/3 (dus per figa) dari jumiah modal vang telah
diketuarkan oleh Persercan’ |

5 Bahwa. ... ... ..
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5. Bahwa berdasarkan keleniuan sebagaimana dimaksud pada butir 4 digtas,
maka RUPS Luar Biasa Turst Terlawan pade tanggal 24 Juli 2001
pelaksanaannya dibataikan dengan slasan Terlawan idak menghadini RUPS
Luar Biasa, meskipun felah dipanggil dengan surat undangan resmi dan
diterima oleh Terlawan, Terlawan tetap tidak hadir, sehingga ketentuan kuorum
sesual  Angguran Dasar Perservan fdak terpenuhi, Terlawan inlah
mengirimkan surat undangan Kedua kepsda para pemegang sabam Turut
Terawarn-unluk menghadini RUPS Luar Blasa Kedua Turut Terlawan ianggal
13 Agusius 2001, Pemberiiahuan rasmi itu jugs telah dimuat di Hardan The
Jakaria Post tangeal 26 Juli 2861 don Harian Pos Kota tanggal 26 Juli 2001
dan teleh diterima oleh Terlawan, sehingga semuanya felah sesual dangan
ata carag, prosedur dan masih dalam tenggang wakiu sebagsimana ditentukars
pieh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Tund Tedawan, lerutamea
sehaoaimans dialur dalem Pasdal 14 avat 2 Anggarsn Dasar Persergan o,
Pasal 69 Ul No. 1 Tahun 1985, yang mewajibkan pemanggilan pemegang
saham uniuk RUPS dilaksanakan dalam waktu 14 hari |

$. Bahwa pada ianggal 13 Agusius 2001 RUPS Luar Biasas Kedua telah
dilaksanakan dengan kaehadiran Pelawan dan tanpa kehadiran Terlawan yang
reana telan mengambil kepulusan penuriukan  tiga Direlest Tunut Ter]awaé
vang ba dan pemsbasan tugas Direksi yang lama. Penentuan kuorum dan
pengambian keputusan dalam RUPS Lusr Bilasa #edua Turut Terlawan
ditelapkan olelt Direksl Tunt Terlawan berdasarkan Pasal 73 aval 2 o, ayat S
LU No. 1 Tahun 1988 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa
RUPS Luar Biasa Keduz Turul Terlawan adalah sah dan berhak mengambit
keputusan apabila dihadir oleh pemegang saham vang mewakiil paling sedikit
113 {satu par Hga) begian dadi jumlah seluruh saham dengan hak suara vaeng
sah). Menimbang bahwa kehadiran Pelawan telah mewakiii 85 % {lima puluh
lima persen) saham yang berari telah memenuii ketentuan Pasal 73 UU No. 1
Tahun 1985 entang Parseroan Terbalas, maka Rapat tetap dilaksanakan dan
perhal udulc mengambll kepuluzan yang sah dant mengiksl dan kemudian
lstah menetapkan tigs Diraksi baru dan membebas tugaskan Direksi lama.
Berita Acara RUPS Luar Biass fangoal 13 Agustus 2001 telan ditandatangand
pler Ray Sparks sebagai Direklur Turat Terawan, Katua Rapst dan Direktur
Turwt Terawan dan Khoo Kian Lang Wington serta dilegalisir oleh Liian Addf
Giondokusurng, SH., Notaris 4 Jekana |

P Babwa.. ..o
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7. Bahwa anggota Direksi Turut Terlawan yang baru dan sah berdasarkan hasi

keputusan RUPS Lugr Bissa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001
adalah :

- Direlkiur . Zahar Bin Haii Mahfoudz ;
- Dirskiur : Ray Sparks ;

- Direktur : Inderadi Kosim |

« Divekiur cYoesoef Santn

« Direktur : Clay Tirtana Subrata ;

8. Bahwa meskipun Anggaran Dasar Persercan TIDAK SECARA TEGAS
MENGATUR ketentuan vang bedaku dalam hal RUPS Luar Biasa Perseroan
vang periama lidak berhasil memenuhi kuowim, namun Terlawan telah
DENGAN SENGAJA LALA]  tidak mengaivken kepada Hakim Pengadilan
Negeri Jakara Selatan Shargholders Agreement dari. Turut Teriawan,
sehingga Hakim tidak mengstahui dan tidak mempertimbangkan tentang
ADANYA pasal 2.01 sampai dengan pasal 204 dard SHAREHOLDERS
AGREEMENT Turut Terawan tanggal @ Januari 1991 yvang TELAH SECARA
TEGAS MENGATUR hal lersebuf ;

Secara hubum Ketentugn pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 avat 2 Anggaran Dasar
Turyt Terlawan adalah ketenluan umum (Lex Generalis) yang mengatur
masatah kuorum suaty RUFS Luar Biasa sedangkan pasal 2,02 s/d 2.04
Sharshoders Agreement dari Persernan adalah keteniuan khusus (Lex
Special’s] yang mengatur kuorum RUPS Luar Bissa dari Turut Terlawan ;

Kemudian periu jupa dikemukakan disini bahwa Alle Pendirian Turut Terlawan
harus dillwal dan dibust delam semangat Shareholdars Agreemert Turut
Terigwvan tertanggsal 8 Januar 1891 yang mengikat dan berlaku sebagai
Undang-Undang bagi pembuatnya yaitu antara Pelawan dan Terlawan.
Adapun bunyi Pasal 2.01 sampat dengan Pasal 2,04 Sharenholders Agreament
Turut Terlawan adalah sebagat berlkut -

Ariicle 2
Board of Directors
2.01 The management of the Company shall be entrusted to a Board of five
Cirectors who shall be appointed and removed in accordance with the
provisions of the articles of Association of the Company |

202084 shall e
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202 D.8 U, shall propose candidates for twe members of the Board of
Directors and 1,01 shall propose candidates for there members of the
Boarg of Diragtors ; '

Each Parly shall exercise all its voling rights and powers as a sharehoider
o support the eisction of the candidates of the other Party ¢ the Board
o Diseciors ;

Similarly each Party shall support e other in the event that it wishes (o in
the avent of its candidalas. .

in the event of the removal or rasignation of one of the Uirectors the
Parly proposing such candidate shall propose 2 replacement and the
othar Party shall support the efection of such replacement in similar
meanner ;

2.03 The day to day management of the Campany shall be enfrusted © 2
General Manager.
The appointment of the General Manager will be made with the appoval of
al the Direstors of the Company but noe Direclor shall unreasanably
withnold aperoval,

2.04 The Drectors shall unanimously zpprove of the appointment of many
expairiste siaff |

Ketentuan pasat 2.02 s/d 2.04 Shareholders Agreemsent Turut Terlawan di atas
pada intrya mengatur sebagat berikut

- HManalemen perseroan diserahkan kepada Dewarn Direks! yang terdin dari
Hma orang ;

- PT. Dwi Salrya Ulama akan mencalonkan dua orang anggoota Dewan
Dwekst dan LC.1 Omicron BV, akan mencaionkan fige orang anggota
Dewan Diraksi ;

- Dalam hal pengoantian dan penghentian tugas seorang anggota Direksi,
pihak yang meiakukan pengheniian anggﬁta Direksl tersebut, akan
meneaionkan penggantinyg dan pihak yang lain gken mendukung
pengangkalan anggota Direksi yang bharu tersebut den demikian pula
sebaliknya ; '

- Dewan Direksi akan mengesshkan uengan susrg bulat pengangkatan
semud lenags kerja asing”™,

g Bahwa ...
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8. Bahwa selain kelenfuan passl 201 sampeal dengan pasal 2.04 dari
SHAREHOLDERE AGREEMENT Turyt Terlawan ianggetl 9 Januard 1991,
mengenai komposisi Dirgkst Turdt Terswan, secara legas distur dicdalam
Anggaran Dasar Turl! Terlawan sebagaimana disebutkan ditialam Akia
Perubahan Anggeran Dasar No. 11 tshun 1920 yang dimuat dalam Lembaran
Megara B! No. 87 dan teigh diumumban of dalam Berita Nagera RE No, 2888
tanggal 20 Agustus 2001 yang dikutip sebagai berikuf ©

"Pireksi terdird dart Ema (5) angoota dan paling sedikit tige (30 anggota.

Apabila Direksi terdini dari fima (8} anggota, Impedsl Chemical Industi PLC
akan mencalonkan tiga (3} urang dan PT. Dwi Satya Utams akan mencaionkan
dua (2} orang, jika Direksi terdini dari tiga (3} anggota, maka Imperial Chemical
indusiries PLC skan mencalonkan dua {2) anggola dan PT. Dwi Salrya Utama
akan mencalonkan sstu (1) crang’

Jelaslah cisint bahwa jika komposisi Direksi adalsh 5 (lima) orang maka 3
figa) arang harus dicsionkan alau berassl dart Pelewan dan hanya 2 {dua)
orang dicatonkan alau berasal dar Terlawan |

10. Bahwa dengan demikian, konsekwensi yuridisnya adsish perseroan waiit
barpedoman kepads kelentuan Shareholders Agreement Tunt Terawan
tersebut di atas, dalam hal tidak ada ketentuan_ yang mengatur hal tersebut
dalam Anggaran Dasar Perseroan. Konsekwensi yuridis lersebut jugsa
diglukung oleh katentuan pasal 73 ayat 2 jo. ayat 3 UL No, 1 Tahun 1985 yang
pads prinsipnya be{i};my‘z :

RUPS Keduz ssbagaimana dimsksud dalam ayat (4} seh dan berhak
mengambil kepulusan apabila ditedin oleh pemegang saham yang mewakili
paling sedikd 173 {satu pertiga) bagian dari jmiah seluruh saham dengan hak
suara yang perah |

Sehingga ketenluan Shareholders Agrsement Turul Terlawan dan ketentuan
U Moo 1 Tabun 1985 tersebud distas Bmmxu suh dan mengikal bag
panentuan kuorum dan gengembilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa
Kedua Turit Terdawan, yang meana telah diseiujui oleh para pemegang saham
perseroan yarsg hadir

11 Bahwa... ... ...
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11, Bahwa berdasarkan fakla, dalil dan dasar hukum diatas, maka jumiah anggota
Dewan Ulraksi yang dicalonkan oleh Terlawan seharustva iebih kecil daet
jumiah anggota Dewan Direksi yang dicalonkan olgh Pelawan, Jika jumlah
anggota Dewan Direkst yang  dicalonkan  oleh Terdawan lebih besar dati
jumiah gnggota Dewan Direksl yang dicaslonkan oleh Palawan maka hal it
merupakan pelanggaran vang dilakukan oleh Terlawan terhadap ketertuan
SHAREHOLDERS AGREEMENT dan ANGOGARAN DASAR Turut Terlawan
yung diterdatanganinya bersama dengan Pelawan, sebab jumiah kepemilikan
saham Teriawan faktanya lebin keci! dari kepermilikan saham Pslawan ;

12. Batwa daiam perkara agquo dimana sudah terjadi perselisinan antara Pelawsan
dJengan Terlawan, jika diteliti lebih griam, make sifat perma?zanan"f‘erlawaﬂ
dari segi substansinya telah masuk ke dalam kategori pecselisinan kepentingan
tiga pihak yang sshatusnya digivkan datem sualy quoaten dan bukan perkars
Penmohonan sepertt yang digjukasn oleh Terfawan dahuiv Pemohon yang
menghasilkan Panetapan vang keliru tersebut, karena persoalen vang fmbul
sudah mapyangkut figa kepentingan hukum yang berbeda, yaknl kepentingan
hukum © Pelawan, Terlawan dan Turut Tertawan ;

Selain dari i Permohonan Terlawan alau dahulu Pemohon sama sekali fidak
menysbutikan siapa-sigpa pihek yang menjadi Termohoen. Permohonan
Tertawan dahulu Pemohan alall menyangkut dan mempengaruhi kepenlingan
Pelawan dan Turul Tedawan, yang mana keduanya fidak dilibatkan sebagai
pingk-pihak Termohon. Berdasarkan ketenhuan Hukum Acara Perdata
seharusnya dalam sualu parkara permchonean, Terlawan sebaga Pemohon
hanya meéngajukan permehonan yang menyangkut kepentingsn  hukum
Femohun (Terdawar} senditt saja ;

Seharusnva Hakim tunggal Ridwantoro, SH. dalam perkara permohionan agquo
tidak menerima permohonan Terlawan, dahuiu Pemohon, atuuo yvang bersifet
phaquur hbel {e{sabm karena substansi permohonan aquo obscuur sl dan
sudah mas ik kaiegori substanst gugatan |

13.Bahwa selaniuinyg Tarlawan (dahulu Pemohén) telah bartindak melampali
batas dengan menyaiahgunakan pensiapan aquo dengan mienggunakan
pensfapan agquo  sedemiiian rups seciah-olah kekuatan hukumnya sama

Cengan.. ...
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dengan suuiu penetapsn eksekusl vang dapst dilaksanakan. Terlawan (dahuiu
FPemaohon} secarz tidak sah telah manyalahgunakan Penetapan aquo untuk
mempengaruhi pihak ketiga (Deuitsche Bank Jakartz, kantor Dirien Binawas
Depnakertrans Rl dan Pihak Kepolistar) ;

14, Bahwa berdasarkan kelenlusn hukum, tlanpa adanya perintah Ketus

Pengadiian Negerl Jukaria Selatan dan Penetapan Eksekusi dad Pengadiian
Negeri, maka eksekusi TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN. Maka terbukii bahwa
Terlawan, datriu Pemohon, telah dengaen Hdak sah berlindak secara
bartentangan dengan ketentuan hukum vang berlaku dalam menyalahgunakan
pengtapan aque dan menggunakannya untuk eksekusi meskipun penatapan
auuo secara yunidis TIDAK DAFAT DIEKSEKUSE

15. Behwa untuk memgeriancar proses pemeriksaan perkara i oleh Majelis

Halkim Pangadian Neger Jsakarta Selatan dalam menentukan kstentuan
hukum ana yang tepat dipakail berkaitan dengan penetuan kuorum RUPE Luar
Biasa Kedua Turd! Terawan dalam hal Anggsran Dasar Perseroan fidsk
mengsiurnya secara iegas meka Pelawan mohon dengan hormat agar Maielis
Hakin Pengadiian Neger Jakarta Selatan menghadickan saksi ahii dari
Departermen Kehekiman dan Hak Azasi Menusiz Rl unduk  didengar
keteranganiya i muka persidangan ;

Berdasarkan dasar hukum, fakis, dali dan slesan sebsgaimana terurai diatas
dengan In kami mohon kepads Majells Hakim Pengadilan Negeri Jakaria Ssiatan
yang memeriksa perkgra ini ager menjatuhkan pubisan sebagal berikut -

DALAM PROVIS! !

Membekukan menyatakan Gdak mempunyal kekustan hukum Penetapan
Pengadilan Negerd Jakarta Selatan Nomor @ 235/PDT.PI2001/PNJAK SEL.
ianggai 4 Okinber 2001 ;

Menghukum Terlawan untuk menghentikan perbuatan-perbusatan apapur yang
mengaunakan Penelapan No. 235/FP0T PZ00UPN JAKSEL. tanggs 4
Qkicber 2001 sebagai alasan, lermasuk pemblokiran rekening Turut Terlawan
di Bank-bank ;

-Menvatakan..............
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- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan teriehih dahulu meskipun ada verzet,
banding ateu kasast {uit voerbaar bij voorraad) :

DALAM POKQOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Pelawan urduk seluruhinys

2. Menyatakan sebagal hulum, Pelawan adalah Pembantah atau Pelawan vang
baik ;

3. Manyatarxan bahwa RUPS Lugr Biasa Keduz Tunit Terlswan tanggal 13
Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai
dengan kelentuan dalam Anggaran Dasar Turut Tedewan dan ketentuan UU
No. 1 tahun 1985 ’

4. Menyatakan Sharehalder Agreement tanggal 8 Jenuad 1981 adadah sah dan
mengikat Pelawan dan Tarlawan ;

E. Mehyatekan babwa susunan Direksi PT. (C.L Paints frxdonesia (Turut
Terlawan) sebegaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Tunt Terlawan,
tarchiri darl & {lima) orang, 3 {liga) orang disntaraays harus dicalonkan oleh |G
Omicron BV, (Pelawan), dan 2 {dua) orang dicaionkan dar PT. Dwi Satrya
Utama {Terlawan} ;

B, Membatatkan Penalapan Pengadilan  Negeri  Jakata  Seilaslan  No.
23G/IPOT PI200Y PNJAK.SEL. tanggal 4 Okiober 2007 atau menyatakan
Penetapan No. 235/PDT. F2001/PN JAK.SEL tangoal 4 Oktober 2001 fidak
mempunya kekiuatan hukun

7. Menyalakan bahwea putusan dalam perkara ini dapsi dijglankan teriebih dahuly
walaupun ada banding, verzet alsupun kasas! |

& Mengrutkum Turul Terlawarn uniuk funduk pada Pulusar ind |
8. Menghukum Tedawan untuk membayar biaya perkara ;
Alau apabita Pengadilan Negeri Jakarta Szlatan berperdapat lain, mohon diputus

derigan seadil-adiinya {ex aequc gf bono},

Merumbang... ...........
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Menimbiang, bahwa pada hari persidangan yang telsh ditetapkarn,
telah datang menghadep Kuasa Pelewan, Kuass Terdawan dan Kuasa Turut
Terlawan ;

Maenimbzang, babwa Majelis talah mengusahakan perdamaian diartara
kadua belah pinak, namun tidak berhasl, selanjulnya pameriksasn perkara
dirnulal dengan pembacaan surat perlawanan Pglawan, yang isi dan maksudnya
tetap dipertahankan cdeh Pelawan |

Menimbang, bahwa atas gugat perlawanan Pelawan torsebul, Kuasa
Tedawan dan Turid Terlawan, mengajuken iawaban yang psda pokoknya

sebagai herikut |

L JAWABAN TERLAWAN

DALAM EKSEPSI -

. PENGADILAN NEGER! JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA DAN MENGADHI PERKARA NI SECARA ABSOLUT
{KOMPETENSI ABSOLUT)

Bohwa Pengadilan Negeri Jakaria Selalan Hdak berwenang memeriksa dan
mengadili secara absolut perkata ini, sebab merwrul pasal 10 butir 1
PERJANJIAN PARA PEMEGANG SAHAM tanggel 8 Januar 1891, vang
dgibual dihadapan Nyonys SUSANA ZAKARIA, SH., Notariz di Jakarta, berisi
ketentuan | Jika teriadi suatu sengkata yang tidek dapat diselesaikan secara
damei kedua belan pihak setuju untuk mengajukan sengketa tersebut ke
Majelis Arbitrase yang kecusi sebagaimans  yang diatur dibawah ini, akan
terdiri darl iga orang Arbifrator. Dua Arbitrator akan ditunjuk olehy PT. 1.C.L
Fainis indonaesia dan PT. Dwi Sabrys Utama masing-masing dan Arbitrator
ketiga akan menjadi Ketua Arbitrator akan dipilih oleh kedua Arbitrator vang
ditunjuk dislas. Jika kedua Arpilralor yang ditunjuk gagal untuk menunjuk
Arbiirator ketige dalam waklu tiga puluh harl terhitung sejak tangual vang
diminta oleh salah sat pihak, maka para Arbitrator tersebul akan secara
bersama meminta campur {angan darl Kamar Dagang internasional (1ICCY
Paris untuk imemilih Arbilrator keliga lersebut”, Dard ketenfuan pasat 10 butir 1

Peraniian...,..............
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Perjaniian  tersebut jelas memual klausula Arbitrase veng menvangiest
xekuasasn absolut untuk menyélasalkan perselisihan dalam perkara inl dan
ketentuan tersebut bagi pihak-pihak mempunyal kekuatan sebagal Undang-
LUndang {vide pasal 1338 KUHPerdata), sehingga jike sda sengketa antara 2
{dua} pihak, maka Badan vang berwenang memeriksa dan mengadli secara
absoid adaiph Badan Arbitrase, bukan Pengadilan Neger {vide pasal 134 HIR
jo. pasal 815 dsinya Rv serta parksa Putusan MA-RI No, 225 K/Sip/1976,
langgal 30 September {883, dimual dalam Mimpunan Kaidah Hukum Putusan
MARI Tahun 1889-1881, hal, 83);

li. GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)
1. Bahwa gugatan Pelawan Kabur ;

& Bahwa kalimat dalam petitum DALAM PROVISI butir 1 yang berbunyi ¢
"‘Marmbekukan menyataken dstnys” sengat rancy, sehingge apabila
funtulan provisi dikabudkan tidak dapat disksekusi {Non Eksekudabel) ;

b, Bahwa pstilum  Pelawan bersifat DECLARATOIR,  bukan
CONDEMNATOIR, hal mana terbukt dan kesta-katz : "Menyalakan
tidak ada kata-kata ;| "Memerintehkan” atau "Menghukum”, sehinggga
agpabila gugstan dikabutkan, maka midusan tdek dapat dicksakus {Non
Eksekutabel}, padabal berfuk perlawanannya dibuat berupa gugatan,
aaniun Petitumnya dibuat berbentuk Permohornan |

c. Bahwa pstitum Pelawan berbentuk permohonan yang tidak dapat
disksekusy, letap Pelawan minta agar pulusan dapel dijglankan lebin
dahuiu {dieksekusi iebih dehuly), sehingga didalam petitum it sendi
terdapat periantangan {Contradictoir} vang sangat kelivy ;

d. Bahwa dalam petitum butir §, Pelawan mirda ager Pengaditen Negeri
‘Mmnyataker bahwa susunén Direksi FT. LCJ. Paints Indonasia {Tunat
Terigwar) lerdivi dari 5 (iima) crang, 3 {liga) crang diantaranys harus
dicalonkan oleh ICI Omicron BV, {Pelawan), dan 2 (dua) orang
dicalonkan darl PT, Dwi Salrva Utama (Teriawan Y. Petiturn ini Hdak
ada dasar hukum untuk dikabulkan oleh Pengadiian Negeri, karena haj
iri hanya diatur melalui mekanisme RUPS Luar Biasa, sebagal Undang-
Urndang tertingg! dalam ssbuah parseroan ©

ZTemtang..............
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2. Tsntang Permohtnan Uitvoerbaar Bi Voorraad DALAM PROVIS!

Tentang permohonan uilvoerbaar bif voorraad DALAM PROVISE adalah
lidak tepat dan tidak benar, sebab tuntutan provisi it sudah merupakan
tuntutan ager pulusan dapsat dialankan lebth dshulu, Dengan adanya
tuntutan vitvpertiaar bij voorraad dalam provist, maka ecadh wrnpang tindin
(over lapping), sehingga gugatan menjadi rancu dan kabur ; _

3. Teniang Lebih Pihak

Bahwa PT. IC| Paints Indonesia dijadiken pihak Twut Terlawan adalah
tidak tepat dan tidak bensr, sehab sebagaimana diakul oleh Pelawarn,
bahwa Pelawan (G QMICRON BV adaleh pemilik 55 % saham PT. T
Paints Indonesia, vakni pemilik saham terbanysk di PT. IC! Paints
indunesia, sehingga dalam hal inl Pelawan fejsh mengguaat dirinya sendin
dan jga menjadi rancu, karena sulit dibedakan mana Pelawan dan mana
Turut Tertawan. Dan dengan dijadikannya PT. IC1 Paints Indonesia sebagai
pihak, maka gugatan kabur, karena lebih pihak ;

Il TENTANG PGSITA TIDAK MENDUKUNG PETITUM

1. Bahwa dalam posita gugatan, Pelawsn sama sekall fidek menguraikan
tentang Provist, tentang parmintaan pembekuan Penelapan Pengadian
Neger Jakarta Selatan Mo, 235/PdLP/Z001/FPN. Jak Sel. tanggal 4 Okiaber
2001 dan fentang permintaan penghentisn perbuatsn-perbuaten apapun
yang mengguaakan Penetapan No, Z35/PdLPRZOD1/PN. Jak Sel, tanggal 4
Oktober 2001, tetapi dalarn pelilum lanpa disangka-sangka mundcul
tuniutan provisi yang minta pambekusn dan penghentian perbuatan-
perbuatan apapun vang menggunakan Fanetapan Na,
Z35/P4t P{2001/PN. Jak Bal. tanggal £ Ckisber 2001, sehingga nosita tidak
mandukung petitum dan konira produkdif ;

2, Bahwa dalem posila gugatan Pelawan fidax menguraikan atau tidak
meryingoung sama sekafl terdang permohormn agar putusan dapat
difglankan lebih dabuiu {ulvoerbaar bif voorraad) baik DALAM PROVISI
maupun DALAM POKOK PERKARA, namun datam petitum, baik DALAM
PROVISI maupun DALAM POKOK PERKARA, Pelawan minta agar
putusan dapat dialarkan isbil dahulu (uitvogrbaar bii voorrasd), sehingga
posity lidak mendukury petitur ;

DALAM PROVISH. ... ...
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DALAM PROVISE

Bahwa tuntutan provisi adalah merupakan tindakan sementara dard Hakim vang
tidalk mengenai Pokok Perkara ;

Batwa funtutan pembekuan pernystaan tdak mempunyai Kekuatan hukurmn
Penstapan Pengadilan Negen Jekarta Selaten No, 235/Pdl.P/2001/PN, Jak.Sel
tangget 4 Oktober 2007 adalah mengenai Pokok Perkara, sehingga tuntutan
Pravisiini fidak berdaser dan kerenanya harus difolal;

DALAM POKOK PERKARA :

1.‘ Bahwa Terlawan menoiak dalil-dalil yang dkemukakan oleh Pelawan, kecuali
hai-hal yang digkul secara tegas kebenarannya dieh Teriawan ; ’

2. Bahwa daiil Pelawan yang keberatan dengan pertimbiangan dan dikium
Penetapan karena tidak dijadiken sebagal pihak atau Termohon, seningga
Pangaditan Negeri Jakaria Selatan seharusnya menyatakar tidak menenma
permohonan agquo adelah tidek berglasan dan karenanya hargs  dilolak,
sabab antara Pelawan dan  Terawan  lidak pernaly terjadi sengketa
(sengketa dslam artt Yunidis adalsh persefisinen vang terjadi dinuka
Pengadilan, sedang songketa yang tidak tedad di depan Pengadiian fidak
termasuk pengertian sengketa). Oleh sebab itu, Terlawan tidak mengajukan
gugatan, melainkan permshenan, apalagi permohonan iy hanys mengsnai
pambalialan keputusan RUPS Kedus tanggal 13 Agusius 2001 yang nyata-
nyata terbukil tdak memenuhi Kuorum seria melanggar pasal 14 ayat 5 dan
pasal 18 ayal 2 Anguaran Dasar Perseroan jo. pasal 75 UU Na, 1 Tahun 1598
tentang Perseroan Terbatas, sehingga sudah tepat dan benar, zpabia
Pangadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menystakan permohonan fidak dapat
diterima, etapi mengabuikan permohonan Terlawan sebagal Pemohon ;

3. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan :

a, "Diktum Penstapan Pengadilan Negeri Jakerta Selatan yang ditetapkan

pada hard Kamis tanggal 4 Oklober 2001 yang tidek menyebutkan dengan

jelas RUPS Luar Biasa Kedua perusghasn aps, menyangkut perseroan
mana yang tidak sah, apakah perusahagn Terlawan, perusahaan Pelawan
atau siapa” adalah tidak berglasan hukum, karenanya harus dilolak, sebab

diktum.....
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diktum penelapan itu didasarkan atas peltum permohonan Terlawan,
sehingga Hakim tidak menyimpang dan fidek melanggar ketentuan pasal
178 ayat 3§ HIR, Laginuia, untuk membatalkan RUPS Luar Biasa, tidak perlu
disebutkan perusabiean asiau persercan mang, letapl cukup dengan
menyebutkan fanggal dan lehunnya saja, sebab didalam wraian yang
mendahuiui Dikfium Penetapary sudan disebutkan dengan jeias RUMS Lusr
Biasa yang mana, sehingga Penetapan Hakim Pengaditan Negeri Jakarta
Selatan tanggel 4 Oktober 2001 adalzh sudeh tepat dan benar, karenanya
harus dipettahankan ;

b. "Pengadilan Negeri Jakaria Selstan dalam  dikiumnya juga  tidak
menysbutkan alasen-alasan apa yang dipakat oleh Hakim untuk menerima
parmohonan Tedawsn, dahuly Pemphon’ adalah sangat aneh  dan
membirgungkan, sebab dikium atau amar tidak periu menysbutkan slasarn-
alasan lagi, sedangkan yang menyebulkan alasan-alasan adaiah uraian-
uraian yang mendehuiui Dikkem, Apabila Pelawan menanyakan alasan-
alasar aps Hakim sampal pada Dikium yvang mengabulkan permohonan
Tarlawan {Pemohon) adalah bahwa dalit Terlawan (Pemohon) jelas tleroukdi
dengan sah menorud hukum

. bahwa Pelawen telah saleh defam mengajukan pasal 178 ayat 1 HIR atau
pasal 189 ayat 1 Rby sebagai acuan, sebab ketentuan pasal ini mengatur
tentang kewaijiban Hakim untuk bermusyawarah terhadep hal-hal vang tidak
dikemukekan para pihak, sehingga pasal v hanya dapst dipskal sebagai
acuan unluk perkara gugatan dimana Hakimnya adatah Hakim Majelis, tidak
untuk perkera permoehonan vang Hakimnya adalah Hakim Tunggal, sehinga
wasal int idak periu dan karenanya harus dikesampingkan ;

. Bahwa Pelawan jugsa saigh dafam mensitir puiusan MAR! No. 838 K/Sinf1989
tanggal 22 Jull 1970 dan No. 492 K{Sipﬂg}’é tanggal 19 Dasember 1870,
sghab  Panelapen  Pengadilan  Negeri  Jakarts  Selatan No.
235/PALP2001/PR Jak . Sel. tanggal 4 Oktobar 2001 telah diperiimbangkan
dengar. cerma!, tiap-tiap bagien petifum dén sebelum sampal pada Dikium
tiap-tiap begian patium ielgh d?;zarﬁm?&ar}gkan dart diadili dengan sermeat
{pariksa dan baca Panelapan Pengadian Neger Jakarta Selatsn Noo
2350 ALPRECO1IPN.Jak. S, ;

S Bahws, ...
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8. Bahwa nutusan MARI No. 898 K/Sip/1969 ianggal 18 Desember 1870 tidak

relevan {irrelevan} dengan perkara inj, sebab putusan MARI inf adalah
mengenat gugaian atau putusan, satlang parkara N,
236/PaL.Pr2001PN. Jak Sel. {arnggal 4 Okicber 2001 adalah bukan gugatan
dan hukan pulusan melainkan permohonan dan penetanan, sehingga dengan
demikian Putusan MAR!I No. 888 K/Sip/1968 tangost 18 Desember 1870
adajah Ldak penu dan Karenanys harus dikesampingkan ;

. Bahwe dalil gugatan Pelawan tidaek benar dan mengads-ada, sebab
Penetapan  Hakim No,  235/PdtPR00UPEN. Jak.Bel. tidek  bersifat
Condemnstoir, etapi Dedlargtoir dan Hakim juga tidek melampaul wewenang
yang diberikan Undang-Undang dalam memaeriksa dan mengadii permoehaenan,
sebab yang dilarang untuk dikabulkanrya suatu permohonan bersifat fimitatif,
antara iain .

g, Hakim dilarang untuk mengabulkan suatu permeohonan untuk menetapkan,
bahwae gebidang tanah adaleh mitlik Pemohon

. Hakim dilarang untuk mengabuikan sualy permohonan uniok mengtapkan
sesearang atau baberapa orang adalah ahl vanis stmarhum |

o, Hakim tidak dibenarken untuk mengabulkan sustu permmchonan dan
menetapkan  seorang  atay  bsberapa orang  sebagal  pemilik  atau
mempunyai hak atas suatu barang

d. Tidakiah pula dapatl dikeiuarkan penetapan atas sural permohonan untuk
menyatakan suatu dokumen alau sebuagh akia adalah sah (Periksa Buku
Pedoman Pelaksangan Tugse dan Administrasi Pengadilen, Edisi Revisi,
Buics #1, eet. 3, No, 12.9, 12,10, 1211 dan 12,13, MARI 1888, hal. 108, 107
dan 108) ;

Dengan demikian putusan Hakim dalam mengabuikar permohonan ini adaiah
sudan fepat dan benar, karena fidak mealanggar keteniuan pasal 2 ayat 2
penjelasan Ul No, 14 tahun 1970 {dahuly) serta tidak melangoar Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi tahun 1596 .

g Bahwa...... ...
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8. Bahwa posita gugatan Pelawan butir 1 sampal dengan butir 4 tidak berist stz
dalil tefapi hanya berisi uraian teptang jumiah saham yang dimiliki Palawan
dan Terlawan, surat permintaan kepada direksi untuk mengadakars RUPS Luar
Biasa dan isi dari ketenivan pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar, sehingga tidak
periu ditanggapi ;

8, Bahwa posila gugstan Pelawan bulir § jugas tidak berisi suatu dalff, etapi
berupa suah: uraian, bahwa RUPS Lugr Biasa lenggal 24 Juli 2001
pelaksanaannya dibataikan dengan alasan Terlawan tidak menghadir ?{ucﬁs,
sehinga ketenfuan kuorum ssesuai Anggeran Dasar Perseroan tidak terpeniuhi,
uratan mana sebenéamya juga telah diwraikan dalam penetapan Hakim No.
235/Pdt PI20OVPN, Jak Sel. butir 5, hal. 2 sehingga mengenal uraian ini juga
tidak periu ditangga |

10.Batrva posita Qugstan Pelawan bulir 6 dan butir 7 Gidek herdaser dan R
kargnanya harus difolek, sebsb

a Salzsh satu agends RUPS Luar Bissa Kedus, tengga 13 Agustus 2001
adatah membahas mengenai penggantian Direksi yang merupakan materi
hukum perubahen Anggaran Dasar Pe@eman, maka ketentuan pasal 73
UU No. 1 tahun 1895 tentang Persercan Terbatas tidak dapat dipakai
sebagal dasar untuk penentuan kuorum dan seharusnya yang depat
dipskai sebagai dasar psnentuan Kuorum dan pengambilan keputusan
adaiah keteniuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18
ayat 2 Anggaran Dassr jo. Pasal 75 UU No, 1 tahun 1995 tentang
Persarcan Terbatas, sehingga RUPS kedua, tanggat 13 Agustus 2001 tidak
rermenuhi kuorum dan menyimpang dari ketentuan pasal 14 ayat 5 dan
pasat 18 aval 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. pasal 75 UU No. 1 Tahun
1985 tentang Persercan Terpatas dan dengan demikian maka RUPS
kedua, tanggal 13 Agustus 2001 karene tidek memenuhi kuorum adatah
tidak sah dan karena RUPS kedus tanggal 13 Agustus 2001 adaiah tidak
sah, maka anggota Direksl yang baru yang ditunjuk berdasarken hasil
keputusan RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 juga tidak sah ;

DIsSamping... veorsieecenss
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Disamping itu lidak ada ketentuan daiem Anggaran Dasar yanyg mengsatur
teritang penysienggaraan RUPS kadua. Yang disiur dalam Anggaran
Dasar adaiah bahwe para pemsegang saham memilili kehendak agar
semua RUFS harus dihadin oleh sedikitnya 2/3 dari seluruh saham vang
ditempatkan (vide pasal 14 ayat 5 Anggeran Dasar} |

b. Bahwa posila perdawanan Pelawan yang menyatakan bahwa RUPS Luar
Biasq tangua! 13 Agustus 2004 adalah sah dan dalam pefitum dalam
Pokok Perkara bulir 3 minta agar Pengaditan Negeri manyatakan baihwa
RUPS Luar Biasa Kedug Turut Teriawan fanggal 13 Agustus 2001 adaigh
sah dan mengikat Peiawan dan Terlawan adaleh idak sasual dengan pasasl
1 butir 2 U No. 1 Tahun 1993 tanteng Perseroan Terbatas, dimana
susunan Pengurus suatu Pargeroan terditi dan Rapatl Umum Pemegang
Saham, Direkst dan Komisaris, sedang susunan pengurls yang ditetapkan
dalam RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2001 terdiri dari 5 {ima} orang
Direkiur yang menJpakan Dewan Direksi, tidak ada RUPS dan Komisaris ;

11. Bahwa dalii gugatan Pelawan bulr 8 dan 9 adalah tdak benar dan mengada-
ada dan karenanya herus dikesampingkan sebab pasal 2.07 sampai dengan
pasat 2.04 SHAREHOLDERS AGREEMENT fanggal 9 Jasuan 1981 tidak
mengatur tentang kuorum RUPS Luar Biaga, sehingga pasal 14 ayat 5 dan
pasal 18 ayst 2 Anggaran Dasar Perserozn dan Pasal 78 UU No. 3 Tahun
189485 terdang Perssroan sudsh tepat uniuk dipakal sebagsl dasar Pukum
sengniuan kuorum RUPS Luar Biasa |

12.Bahwsa dalil gugaten Pelawan butir 10 adalah tidak benar, berandal-andai serta
mengada-ada, sebah salama ini Terawan tidak peman mencaionkan orang
untuk angguta Dewan Direksi lebih besar alaws tidak pernah menempatkan
orang tebin banyak dard peda apa yang ditentukan oleh SHAREHOLDERS
AGREEMENT. Oleh karena dalil Pelawan bulir 10 inl mengada-ada, berandai-
andai serta tidak benar, maka harus ditolak ;

13.Bahwa dalif gugsian Pelawan bulir 11 ini mengulang-ulang zpe vang felgh
diuraikan terdahuly {lanpa nomor} dan telah dijawan oleh Terlawan dalam
Jawaban Terlawan bulr 2 Dalam Polkok Perkara, oleh karenanya dalil gugaian
Pelawan bulr 11 int tidak perlu dan hanue dikesampingkan ;

4. Bahwa.. ...l
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dahwa dalll gugatan Pelawan butir 12 tidak berdasar dan karenanys harus
ditolak, sebaiﬁ Terlawan tidek pemah menyafshgunakan Peretapan dengan
menggunakan penstapan seolah-olah kekuatan hukumnya sama  dengan
putusan vang dapat ditaksenakan, Teriawan heran bagaimang bisa Pelawan
sampat pada kesimpuian demiklan, padahal semua Grang mengetanul babywa
peneiapan adalah penetapan vang Hidak dapat dieksekusi dan tidak mungkin
dapal digunakan ssakan-akan sebuah putusan yang dapat dieksekusi, sebab
penetapan bersiiat Declaratoir, paling-paling hanya dapal diberitahukan pada
pitak lain dan i bukan eksekusi dan riga bukan seakan-akan eksekusi ;

Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 13 sulit dimengerti apa yang dimaksud oleh
Peiawan dengan pemyataan bahwa "berdasarksn kelentuan hukum ianpa
adanya perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Penelapan
ekspkusi  dard  Pengadilan  Negeri, maka eksskusi TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN®, sebab semua orang pasti mengetahui, bahwa eksekusi
harus ada campur langannya Pengadilan, sehingga dalil gugalan Pelawan
Lutir 13 yang menyatakan, bahwa Terlawan mengeksekusi penetapan adalah
tidaii perdasar dan Rarenaryya barus ditolak |

.Bahwa usul dan Pelewan agar Majelis Hakim Pengadiian Negeri Jekaria

Selatan menghadirkan saks! ahli dari Departemen Kehakiman dan Mak Asasi
Manusia Rl uriuk didengar keterangannya dalam menentukan ketentuan
hukon @pa yang lepat dipakal untuk pecentuan kuorum RUPS Luar Biasa
kedus Turul Teriewan adaiah ticak berdasar dan karenanya harus ditolak,
sehab Anggaran Dasar den SHAREHOLDERS AGREEMENT telah dengan
baik mengatur masalah RUPS schingga tidak perlu mendaiangkan Saksi Anhli
durt Deparlemen Kehakiman dan Hak Asasi Menusia {Depkeh dan HAM),
untuk mermntukan ketentuan hukum apa vang tepal dipakal uniuk pgnentuan
kuorurs RUPS Luar Bizsa padahal ketenluan yang mengatur mekamisme
RURPE PT. i Paints indonesia {elah jelas dan saksi ahli yang dilunjuk dar
wepkeh dan HAM ekan dapat menimbukan preseden vang buruk bag
Denkeh dan HAM, mengingat secérs kebetulsn insial Kantor MHukum Yusrd
thza Mahendra adalah nama Menter Kehaltman dan HAM R), sehingga untuk
manghindart adanya anggapan teish terdapat Corfiict of Interest {perientiangan
wepentingan) maka saksi Ahli darf Depkeh dan HAM harus diiplak ;

Berdasarkan.................

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH Ul, 2009



A

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Teriewan mohon kepada Majelis Hakim
Pangadilan Negeri Jakarla Selaten ager memerikes dan mengadifi perkare ind
sebagai berikut :

DALAM EKSEPS!
- Menerima dan mengabulkan ekseps] Tedawan ssluruhnya ;

- Menyatakan gugatan perlawanen Pelawan tidak dapat diterima  (nist
gntvarkelijke verklaard) ;

- Menghukurn Peiawan uniuk membayar biaya perkara ;
DALAM PROVISI :

- Menolek parmohaenan provisi dari Pelawan ;

DALAM PORCK PERKARA
1. Menoiak gugatan psdawanan dari Pelawan seluruhnyé |
2. Menysiakan bahwa Pelawan adalah Palawan yang tidak benar

3. Meryatakan bahwa Penstapaen Pengadilan MNegeri Jakaria Selaten No.
235/Pdt PIZ001/PN Jak Sel tangoal 4 Okiober 2001 DIPERTAHANKAN

4. Menghukum Pelawan uniuk membayar biaya perkars ini ;

Atau apabiia Magjelis Hakim Pengadilan Negan Jakarta Selstar berpendapat fain,
rmohor putusan yang seadi-adilnva (ex aequo gt bone).

0. JAWABAN TURUT TERLAWAN

DALAM EKBEPSE

a. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA DOAN MENGADIL! PERKARA INI SECARA ABSOLUT
(KOMPETENS! ABSOLUT)

Babswi. ..ol
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Bahwa berdasarkan pasal 10 butic 1 SHAREHOLDERS AGREEMENT. tanggal
9 Januari 1991, yang dibuat dihadapan Nyonya SUSANA ZAKARIA, SH.,
Mataris di Jakarta, dinystakan | "Jika terjadi sualu sengketa yang tidak dapat
diselesaikan secara damai kedus belah pihak sehuju unduk mengajukan
sengkeiaz tersebut ke Majelis Arbitrase yang kecusli sehagaimana vang diatur
dibawah ini, aken terdirt dari Higa orang Arbitrator. Dua Arbtraltr akan ditumjuk
oteh P, LC.L Paints indonesia dan PY. Dwi Satrya Ulama masing-masing dan
Arbitrator keliga akan menjadi Ketug Arbifrator akan dipiih oleh kedua
Arbitrator yvang ditlunjuk distas. Jika kedus Arbitrator yang ditunjuk gagal untuk
mienuniuk Arbitralor ketiga dalem wakiu tigs puluh hari ferhitung sajak fanggal
yang diminta aleh salah sat pihak, maka para Arbitrator tersebut akan secara
bersama maminta campur @ogan dari Kamar Dageng Internasionat (ICC) di
Paris unuk memidih Arkitralor ketigs tersebul”.

Pasal 10 butir 1 SHAREHOLDERS AGREEMENT ini merupakan PROMIS
COMPROMITTENDO ssbagal sualu Kausula Arbitrase yang menvangkut
kekuasaan absolut unluk menyelesaikan perselisingn yang Hming dalam
perkara int. Dan Promis Compromittendo ini menurut pasal 1338 ayat 1
KUHPerdate berlaku sebagal Urklang-tndang bagl kedua pihak vang
membuatnys |

Dengan aderya Promis Compromitiendo sebagai kiéuSUIa Arbitrase, maka
Pangadilan Negeri fidak berwenang secara absolut untull memeriksa dan
mengadii parkara ini, sedangkan yang berwerang uniuk memeriksa dan
merngadili perkara inl sesuei dengan Ketentuan pasal 134 HIR jo. pasal 615
dsinva Ry adaiah Badan Arbitrase

. GUGATAN PELAWAN KABUR {OBSCULR LIBEL)

Bahwa PT. IC] Paints Indonesia dijadikan pihak Turut Terawan adaleh sama
sokall tidak benar, sebst sebagaimanz diakul olgh Pelawan dalam
perlawarannya, babwa Pelawan (PT. ICL Imicron BV) adaiah pemilik 65 %
saham PT. ICL Paints Indonesia, yakn pemilik gaham terbanyak di PT. iCH
Paints indonesia sehingoa sulit dibedakan mana Pelawan dan mana Turut
Tertawan. Dan dengan dijadikannya PT. IC1 Paints indonesia sebagai Turut
Terlawan, meka gugaian kebur, karena lebih pinak ;

DALAM... ...
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DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa RUPS Luar Biasa Kadua, tenggal 13 Agustus 2001 telah dinyatakan
fidek sah dan batel demi hukum oleh Pensiapan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 285PdtP/2001/PN.Jak . Sel. tanggal 4 Okiober 2001, dengan
alasan behwa RUPS Kedus, tenggal 13 Agustus 2001 nyata-nysta terbukd
fidak memenuhi kuorum serfa melanggar ketentuan pasal 14 avat & dan pasal
18 ayal 2 Anggaran Dasar Perseroan o, Pasal 756 UU No. 1 Tahun 1898
tentang Perseroan Terbatas ;

2. Bahwa  Penetapan  Pengaditan  Negeri  Jakarta  Sslatan Mo
235/Pdt P2001/P N, Jak Sel. dengan mempergunakan ketentuan passl 14 ayat
4 dan pasal 18 aval 2 Anggeran Dasar Persercan seta Fasal 75 UL No. 1
Tahun 1895 tentang Persercan Terbatas sebagal dasar hukugyn untuk memutus
permohonan aquo adalah lepat dan benar karena baik Anggsran Dasar
Ferseroan maupun SHAREHOLDERS AGREEMENT tidsk mengatur RURS
Kedua, sedangkan Kuoarum hanys diagtur dalam Angggaren Dasar, sadangkan
SHAREHOLDERS AGREEMENT tidak mengatur masaiah kuopum ;

3. Bahwa RUPS Kedua, tanggal 13 Agushus 2001 karenz tidak memenuhi
kuorum dan manyimpang dart ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pesal 18 avat 2
Anggaran Dasar Perseroan o, Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1285 lentang
Parsarpan Terbatas, maka RUPS Kedua, tanggs 13 Agustus 2001 terssbut
ficak sah dan tidsk mengikat baik Pelawan maupun Teriewan |

4. Bahwa oleh karena RUPS Kedua, tanggei 13 Agustus 2001 dinystakan tdak
sah dan batal demi hukum olelt Penetapan Pengaditan Negert Jakarta Seiatan
Np. 235/PALP200U/PN Jek 8el. tanggal 4 Okicker 2001, maka anggota
Direksi yang baru ditunjuk berdasarkan hasil Keputusan RUPS Kedua, tanggal
13 Agustus 2001 juga tidek sah

5. Bahwa petitum Pelawan bulr 3 yang minta egar Pengadilan Negeri Jakaria
Selatan “Menyatakan bahwa RUPS Luar Bigsa Kedua Turat Terlawan tanggal
13 Agustus 2001 sah dan mengiat Pelawan den Terdawan karena sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Twut Terimwsn den  ketentuan
Ul No. 1 tahun 1998 adalah tidak tidak berdasar dan karenanya harus

ditsiak ...
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ditoiak, Rarenga sesual dengan Anggaran Dasar Turut Terawan vang mana dan
keterduan UL No. 1 Tahun 1998 yang mana, sebab Anggaran Dasar
Persercan tidek mengatur tentang RUPS Kedua dan RUPS keduz dalam
mengambil keputusan hanya dihadid oleh pemegang saham yang mawakili
naling sedikit 1/3 baglan dati umiah sehuruls saham dengan hak susrs vang
sah, sedangkan dalam pasal 14 ayat 5 Anggeran Dasar Persercan ditentukan,
banhwa © "RUPS hanye depat mengambil keputusan jika rapat tersebut dibadir
dan/atay diwakili dengan Surat Kuasa sedikil-dikitnya 2/3 {dua pertiga) dari
jumniah moaal vang telah dikekuarkan oleh Persercan’ ;

. Bahwa disamnping ftu apabils Peiawan minta agar RUPS kedus tanggal 13

Agustus 2001 disabkan jelas akan membawa konsekusnsi hukum bahwa
susunan Pengurus juga sah dan apabile susunan Pengurus sah, make hat ini
tidak sesyal dengan ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 1 Tahun 1985 teniang
Perseroan Terbatas, sebab susunanr Pengurus hasil RUPS kedua, tanggal 13
Agustus 2004 hanya terdird dari & (lima) orang Direkiur sebagel Dewan Direksi
tanpa ade RUPS dan Komisaris, sedang susunan Fengurus menurad pasal 1
butir 2 UU No, 1 Tahun 1928 adalah terdin dan RUPS, Direksi dan Komisaris,
Barhubung dengan hal tersebat, maka petitum butir 3 tersebut hanus ditolak |

. Bahwa masaiah pembataglan RUFS kedua, fanggal 13 Agustus 2001 oleh

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt, P/2001PN. Jak. Sel,
tangaal 4 Ckinber 2001 adalah fidsk pada tempeainva untuk dibesar-besarkan
dengan cara mengaiukan gugatan periawanan di Pengadilan Negerl Jakarta
Sefatan dengan membuang biaye dan energl yang bdak perhy, sehingos
menimbuikan  permusuban  barkepanjangan, pa&a?‘zai pertimhangan  dan
penetapan Pongadilen Negeri Jakarta Selatan dalam membatalkan RUPS iu
sudzh jelas, yakni berfentangan dengan pasal 14 ayat $ dan pasal 18 ayat 2
Anggaran Dasar serta  Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1625 lentang Persercan
Terbalas, sedangkan apsbila Pelawan tidek selulu dan berkeberatan dengan
peretapan lerssbut Pelawan dapat mensmpuh jalan lain, yakri dengan
mangadakar RUPS yang sesual dengan Anggaran Dasar dan DU No. 1 Tahun
19886 tentang Perseroan Terbatas |

Berdasarkar..............
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Berdasarkan uratan-uraian tersebut diatas, Turut Terlewan mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memeriksa dan mengadii perkars
il sebaga: borikut

DALAM EFSEPSE -
1. Menerima dan mengabuikan eksepsi Turut Teriawan ¢

2. Menyatakan gugalan perawanan Pelawan tidek dapat diterime (nist
ontvarkelike verklaard) ;

3. Menghukum Pelawan uniuk membayar biaya parkara ini ;
DALAM POKOK PERKARA -

1. Menniak gugalan pertawanan dari Pelawan sekiruhnya |
2. Nenyatakan banwa Pelawan adaiah Pelawan yang tidak benar ;

3. Menyateken bahwa Penelspan Pengadilen Neger Jakerta Sslgtan No.
235/PCLP20G1PN. Jak Sel. tengoal 4 Okicher 2001 DIPERTAHANKAN ;

4. Menghuicum Pelawan uniuk membayar bisye perkara ini |

Alau gpabila Maislis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Salaten berpendapat isin,
sohon pulusan yvang ssadiladiinya (ex aaquo i bono}.

Menimbang, bahwa atas jgwaban darl Terlawan dan Turut Terfawan
tersebut Jigtas, Peldwan mengsjukan Repliknya langga! 16 Jull 2002, dan
Terigwan serta Tund Teriawan mengaiukan Duphk tanggal 23 Juli 2002 ;

Menimmbang, bahwa untuk mengustkan dalil-dalil perlawanannya,
Palawan mengajukan bukli-bukl suret berupa folocopy yang teleh dibubuhi

mstpral sesUlupinya dan dibaii ianda P-1 8fd P39 sebagal berkkul ;

1. Akia No. 29 tangaal 18 Februarl 1886 perbatkan yakni perubahan pasal 4 ayat
1 dan ayat 2 anggaran dasar PT. 1G] Paints Indonesia (Bukt P-1);

2 Tambahan ...
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2. Tambahan Berita Negara tangge! 20 Agustus 1591 No. 87 tentang Perryyvalas
Keputusan Rapat Para Pemegang Sanam PT. LC.! Paint indonssia, yar
rmerubah anggaran dasar Turut Terlawan, yang dirvangkan dalam Akla No 1
tanggal 10 Desember 1980, dibwal dihadapan Susana Zakaria, SM. Notaris ¢
Jakaria (Buldi P-2)

3, Tanda Terima bsserta Sural Undangan RUPSLE kedua Turat Teriaws
tanggat 13 Agustus 2001 darl Direksi Tunit Terlewan kepada Para Pemegan
Saham Turut Terlawan {Bukti P-3} ;

4. Fangumumean tentang RUPRSLE di Harlan Pos Kot tenggal 26 Jull 200
tentang RUPSLB vang akan dilaksanakan tangga!l 13 Agustus 2001 {Bulkti #-4

5. Pengumuman resmi Harian The Jakara Post tanggal 28 Juil 2001 tentan
RUPSLE Keduz Tunat Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 {Bukt #-5) |

6. Akta No. 21 tanggal 11 Agustus 1871 pendifian PT, IC! Painis indonesia dibua
cieh dan dihadapan E. Pondaag, Notaris di Jakarta {Bukii P-8) ;

7. Panetspan Pengadilan Negeri Jakarta 8elatan No, 245/Pdt. P/2001/PN. Jak Sel
tangout 04 Gkiober 2001 (Bukli P-7),

& Sural Binawas Depnakerirans No. B.S42/BM-N2/2001 tanggat 18 OKiobey
2001 ditviukan kepada Turut Teflawan (Bukti P-8} ;

8. Sural Terlawan kepada Bank-Bank yang terdapat rekening Turut Terlawan
(Buadti P2 ;

10.Sural Difen  Administrasi & Hukum Umum tanggal 12 Sepiember 2001
Ne, CUM.O1.10.2,17 kepads Turlt Tergugat (Bukt P10

1. 8urat dari Kejaksaan Agung RI No. B-208/G/Cpk/1/1172001 tangoal 1S
Nopember 2001 hal penyelzsaign masalah yeng dihadapt PT. ICI Paints
Indonesia menurut ketentuan Hukum Indonesia (Bukti P-11) ;

172 Surat dari Mahkamsah Agung Ri langgat 47 Desemiber 2001 No. KMASRTC/
XHN2001 kepada sdr. 1. Arestia R, Solupung, SH. (fukti P-12}

13 Tanda Ligitimasi kerjz tenaga kefja asing dalam rengka penanarsan mopdal
asing/dalam negen berdasarkan Undang-Undang No. 371858 BKPM RI No.
2418AKTAZO0M tanggel 7 Seplember 2001 'aias nama Zghart bin Haji
Mahfoudz {Bulti P13} ;

14. Surat Keputusan No. 833/MENB/KTA2002: dari Depnaekertrans R tertanggal
15 Pebruari 2002 pemberian lin Kerja Tenaga Asing bagl Raymond Richard
Sparks (Bukli P-14) ;

15, Surat BEKPM Rl No. 18/A6 BRPMA2002 tertanggal 11 Juni 2002 kepada Direksi
PT. ICH Paints Indenesia, perihal perselujuan perubahan Direksid PT. Paints
indonesia (Bukti P-15) ;
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16, Surat darl Terlawan tertanggal 16 Met 2002 kepada seluiuh karyawan Turut
Terlawan melaiui unit Kerja Sarikat Pekerja di persercan (Bukti P-46) ,

17.5urat Pelawan kepada selsuh karyawan dan Turut Terfawan tertanggal 12
Juni 2002 {(Bukdi P17 ;

18. Undangan tanggst 4 Juli 200 dari Dewan Direksi PT. (C! Paints Indonesia
kepuda parg pemegang ssham PT. iCl Paints Indonesis untuk menghadiri
RUPSLB Redua Pereerpan tanggal 24 Juli 2001 {(Bukti P-18) ;

19, Notulen RUPSLE Kedua PT. G Paints Indonasia tanggal 13 Agustus 2001
itegatisir olsh Notaris Liliana Arf Gondokusumo, SH. tanggal 16 Agustus 1961
{(Hukti P18

20 Perjaniian Para Pamegang Saham PT. IC Paints indenesia tanggal @ Januan
1991 {Bukti P-20)

21, Surat pengunduran dirj Ara Moushigian sebage!l anggota Direksi dad PT. ICH
Paints Indonesia terdangpal 24 Mei 2001 {(Bukti P-213 ;

22. Tanda terima 1 [satu) surat unluk PT. Dwi Salrya Utama terfanggal 25 Juli
2001 bherikut Undangan kedue RUPSIE tertanggal 24 Juli 2001 kepada
pemegang saham PT. I1C Paints Indonesia untuk RUPSLE tanggal 13 Agustus
2001 {Buki P-22) ; _

23.8urat Dirgktoral Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen
Kehakiman Rl No, C-UM.0Z.02.17 tanggal 28 Meret 1899 kepada Kentor
Advokal & Konsullan Hukum Yarn Apul & Rekan mengenal penegasan teniang
Kuorum RUPS Perubahan Pengurus Perseroan (Buki P.23) ;

24, 8Bural oari Ray Sparks tertanggal 27 Aprl 2001 unluk dan atas pama Ara
Moushigian berdaserkaan surat kuasa tertanggal 8 Junl 2000 (Bukl £-243

25 8urat tertengga! 13 Juni 2001 dard Ray Sparks untuk dan atas nama Arg
Moushigian berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juni 2000 (Bukti P25} ;

26 Buret tensngoa! 13 Juni 2001 dard Ray Sperks untuk dan atas nems Ara
Moushigien berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Juni Z000 {(Buki P28} ;

27 8urat tertanggal 13 Juri 2007 dari Ray Sparks unfuk dan alas nama A
Moushigian dan Inderadi Kosim berdasarkan surat kuasa tanggat § Juni 2000
kepada Glandard Chartered Bank (Buklii P-273 ; -

28.8urat lertangga!l 31 Okiocber 2007 dan Inderadi Kosim uniuk dan atas nama
Ray Sparks berdasarkan surat kuasa ianggst 26 Okiober 2001 keduanya
bertindak mewakili Turgt Terlawan kepada Standard Charierad Bank {Bukt
P28y,

20 8ural..

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH Ul, 2009



28

29. Surat tertanggal 31 Cktober 2001 dari inderadi Kosim, Indera Kosim kuasa dari
Ray &parks berdasarkan sural kuasa tanggal 26 Oklober 2001 bertindak
mewakili Direkst Turut Terlawan kepada Deulsche Bank A G. (Bukti P-29)

30, Surat tertanggal 31 Okiober 2001 dari Inderadi Kosim, inderadi Kosim untuk
dan atas nama Ray Sparks berdasarkan sural kuasa tanggal 28 Oktober 2001
yang keduariva mewakill Direkst Turwt Terlawan kepada Bank Syariah Mandiri
{Bukti P-303 ;

31 Sural tertenggal 31 Oktobgr 2001 dan Inderadi Kosim yang bertindak untuk
dirinya sendini dan sslaku kuasa dar Ray Sparks berdasarkan surat kussa
tanggal 26 Oktober 2001 yang keduanya mewakili Direksi Turut Tedawan
kepada Bank Central Asia (Bukti P-31) ;

32 Surat tertanggal 13 Desember 2001 dari Direksi Perssroan kepada Teriawan
{Bukfi P-32} ; '

23, Surat dari Clay T. Subrata dan Yoescef Banto tertanggal 9 Januard 2002
kepada Dewan Direksi dan Para Anggota Komite Mansgjemen Persercan
tentang adanya rekening bara persergan (Bukll P33},

34. Surat tedenggal 9 Januar 2002 dan nderad Kosim dan inderadi osim salaku
kusga dan Ray Sparks berdasarkan surat kussa tertanggat 26 Oktober 2001
kepads Bank Ceniral Asia (Bukli P-34) ;

35.8urat Inderadi Kosim dan Ray Sparks tertanggal 14 Jenuari 2002 kepada
Komite Manajemen Parseroan (Bukli P-35) -

36.Surat dari husen Suprawinfa fertanggsl 14 Januan 2002 kepada Direksi
Parsercan PT.IC! Paints Indonesia {Bukti P-38) ;

37 Surat terianggal 21 Januarl 2002 dari Clay T. Subrata dan Yoesoef Santo
(Bukt P-373 ;

38. Surat tertanggal 22 Januar 2002 dari Inderadi Kosim dan inderadi Kosim
mewakili Ray Sparks berdasarkan surat kuasa ta}}ggat 28 Ckioher 2001 (Bukti
P38} ;

36, Surat tertanggat 28 Januari 2002 dard Deutsche Bank Jakarta kepada FT. ICH
Paints indonesia dan lkuasa hukum Terlawarn: (Bukt P.38) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dshil-dallt sangkalannya,
Teriawan dan Turul Terlawan mengajulkan bukli-bukli surat berupa fotocopy yang
telah dibubuhi meteral secukupnva dan diberi tanda T-171-1 s/d T12,7TT-12
sebagai berikut

1.Perianjian ... ...
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1. Pedanjiann Para Pemegang Saham  {Shareholders Agreement) tangoel ©
Januar 1891 dibuat dihadapan Ny. Susang Zakarig, SH, Notaris df Jakaria
{Bukti T-1, TT-1};

2. Anggaran Dasar Consclidated PT. ICl Paints indonesia {Bukti T-2, T1-2);

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Pasal 71 s/d Pasal 78 (bukti T-3TT-3) |

4, Pasal 124 ¢/d Pasal 127 Undang-Undang R! No. 1 Tahun 1885 lentang
Perserpan Terbatas {Bukli T-4, 7743 ;

8 Penelapan Pengadilan Negeri Jakarta Zelatan No. No. Z85/PALP/20D1/
PiN.Jak.Sel, tangoasl 24 Okicber 2001 (Bukf 7.8, TT-8) ;

8. Putugan Sela Pengadiien Negeri Jakerte Selatan No. 248/PdLGRE0027
PN.Jak.Sel. tanggal 8 Juli 2002 (Bukti T-6,TT-6) |

7. Puiusan Sela Pengadiian Negerl Jakarta Selatan No. 248/Pgt.(3/2002/
PN tak Sel. tahnggal 16 Jull 2002 {Bukti -7, TT-73 ;

B, Mengumiman amar Putusan Sela Peftkara No. 248/Pdt GI2002/PN. Jak Sel.
tanggat 18 Jult 2002 pada surat kaabar Harian Media Indonesia fanggs 22 Juli
2302, hari Senin, pada halaman § (Bukl T-87T-8; .

G Pengurmuman Pulusan Sala perkara perdata No 249/Pd GI2U02/PN, Jak.Sel.
tangaal 18 Jul 2007 pada Hadan Kompas yang tarbit hard Selasa fanggal 23
Juli 2002 halaman @ {Bukil T-817T-9);

10. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku ii Cetakan
ke-3 fahun 1928 mengenal Pulusan Provisioni! {Bukd T-10,T7-10)

T14.8urat dasi Direklorat Jenderal Admintstrast Hukum Umum  Depatemen
Kehaiiman R tanggal 12 September 2001 No8-UM01.10-217 kepada
Diresktur PT.IC! Paints Indonesia (Bukfl T-11,7T-14};

12.8urel  dari Kejsksaan Agung Ri tanggal 18 Nopember 2087 No. B-
208/GIORPK 1714112601 kepada Direkst PT. IC1 Paints indonesia perihel
Peryelesaian massalah yaang dihedapi FT. ICl Paints indonesia menurut
ketentuan Hukum indonesia {Bukli T-12,TT-12) ;

13. Undang-Undang No. 38 Tahun 1977 entang Perubahan ates Undang-Undang
No. 14 Tahan 1870 tertang é(étenizzan—ketentuan Pokok  Kekuasaan
Kehakiman {Bukti T-13,TT-13)

14 Akia Shareholders Afreement PT. Q1 Painls Indonesia tertanggal @ Januari
1881, dibust oleh Suzana Zakaria, SH, Notaris dif Jakarta {(Bukt T-14 7114} ;

Menimbang, babwa uniuk mempersingkat uraian pulusan, segais
swsuaty yany teradi dipersidangan sebagaimana lercatal dalam Berita Acara
persidangan yang hersanghkutan, dianggap telah termuat dalam pulusar ind

Mersmbang......... .oovee e
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Menimbang, bahwa para pihak mengsjukan Kesimpulan masing-
masiryg pada fanggal 3 September 2002, dan akhimya parg pihak mohen putusan.,

JENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISE :

Menimbang, bahwa Pelawan dalam psriawanannys telsh mengajukan
gugatan Provisi sebagaimans terural dalam perlawanan dan dipertegas dengan
suraf penegasan tertangaal 17 Juni 2002 No. 345M0-YIMEPAIGZ perihal mohon
Putusan Provisi, semaia-mata mohon sgar Pihak Tetiawan lidak melakakan
parbuatan-perbusian apapun yang menggunakan Penstapan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 286/PdLPR001/PN Jak..Sel. tanggal 4 Oktober 2001 sabagai
alasan pemblokiran rakening Tungt Terlawan ¢ Bank-Bank ;

Menimbang, bahwa gugatan Provisi adsiah merupakan suatu findakan
pendahuluan yang ddsk termasuk kedalam pokok perkara (Putusan Mahkamsh
Agung Rl tanggal 5 Juli 1877 No. 279 KiSipli876) ;

Menimbang, bahwe mengerai Provigl tersebut Pengadilan Negari
telah moniatubkan Putusan Sela tanggal 16 Juli 2002 vang pada pokokrya
amariyd berbunyl mengebulkan gugatan Provisi sebagian sebagaimana lerurai
daiam amar putusan dimaksud yakni menghukum Tedawan uniuk menghentikan
perbuatar-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan Pengaditan Negeri
Jakaria Selatan No. 2085/PdL.GR2001/PN Jak..Sel. tanggal 4 Oktober 2001
sebagal alasan, termasuk pemblokiran rekening Turut Terlawan di Bank-Bank,
dan mengembatikkan susunan Pengurus Turut Tefdawan dalam keadaan sebelum
adanya Penetapan Pengadiian Neger Jakarta Salatan No. 235/PdLPIPN. Jek..Sel,
tanggal 4 Okiober 2001, yaity mereka yang dituniuk oleh RUFPS Turut Terlawan
tanggal 13 Agustus 2001, sampai dengan adanya Pulusan Pokok dalam perkara
B |

BALAM EKBEPS!
Menimbang, bahwa Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan
eksepst mengenal kompetensi absolut yaifu permasalahan antara  Pelawan

dengan Terlawan dan Turut Terawan adalah wewsnang Arbilrase Internasional |

fenimBang... .. ........
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Menimmbang, bahwa atas eksepst tersebud Pelawan menanggapinya,

bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan herwenang meameriksa dan mengadii
perkara int karena cbyek perkara adafah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 235/Pdl. P/2001/PN, Jak Sel, feangoat 4 Oktober 2001 ,

Menimbang, bahwa salain itu Terlawan dan Turut Terlawan telah pula

mEngejukan eksensi yaily

1. Gugatan Pelawan Kabur {Obsouur Libel)

&,

Bahwa kalimatl dalam petitum Dalam Provisi butir 1 yang berbunyt
"Membekukan menyatekan dstnyd” ssngal rancu, sehingga  apabia
tuntuian Provisi dikehulken lidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel) |
Bahwa petitin Pelawan bhersifat Declaratair, buken Comdennaloir hal
mana ferbukli darl kalakata @ ‘Menvalakan® tindekan ada kata-kata
‘Memeriniabkan” atau Menghukum, séhingga apabila gugatan dikabuikan
maka Pulusan idak daapat disksekusi (Non Eksekutabel), padahal beniuk
perlawanannys dibuat berupa gugatan, namun patitumnya dibuat berbentuk
permahanart ;

Bahwa petilum Pelawan berbentuk permohonan yang tdak dapat
disksekusi, telapl Pelawan minta agar Putusan dapat dijaiankan lebih
dahuiu, sshinggs pelilum Hu sendin terdapat perterfangsn yang sangat
keliru ¢ '

Bahwa datam petitum bulir 5, Pelawan minta agar Pengediian Negeri
“Menyatakan bshwa susunan Direkst PT. ICI Paints Indongsia {Turut
Terlawan) terdiri dart & (lima) orang, 3 {liga} orang dizntaranya ahyrus
dicalonkan darl IC} Omicron BY (Pelawan), dan 2 {dua) orang dicalonkan
dari PT, Dwi Satrves Utama (Terawan), patiturn ini Hdak ads dasar hulean
untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, karenz hal i hanya dialw
melalul mekanisme RUPS Luar Biasa, sebagal Undang-Undang tertingg
daiam sebuah pearseran ;

Z. Tenteng Permohornan Uitvoerbaar dif Voorraad Dalam Pravis

Tentang permohonen uitvoerbaar bij voorraad dalem Provisi adatah tidak tepat

dan tidak bensr, setab luntutan Provisi #u sudah merupakan luntwian agar

puiusan dapat difalankan jebih dahutu. Dengan adanya tumpang tingdih {over
imlping}, sehingga gugatan menjadi rancy dan kabur |

3. Tentang. .
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3. Tentany Lebih Pihak

Bahwa PT. I Paints Indonesia dijadiken pinak Turut Terlawan adalah tidak
lepat, sebsb sebageimena diakyl wleh Pelawan, bahwa Pelawan adslah
pamilik 58% saham PT. IC! Paints Indonesia, sshingna dalam hal ini Pelawan
teiah mengguoat dinnys sendifl dan juga menjadi rancu, kareng sult
dibedakan mana Pelawan dan mang Turut Terlawan, dan dengan dijedikaniya
PT. ICt Painits indonesia sebagal pihak, maka gugaian kabur, karena lehih
pihak ;

4. Tentang Posita Tidak Mendukung Petitum

Bahwa dalam Posita gugatan, Pelawan sama sekali tidak menguraikan tantang
Provisi, fBntang perminiaan membekukan Fenetapan Pengadilan Negeri
Jekarta Selatan No. 235/PdLP20071/BN Jak Sei tanggel 4 Ckiober 2001 dan
tentang permintagn  penghentian  perbuatan-perbuatan  apapun  yang
menggunakan Penetapan No. 235/Pd P/200HPN. Jak Sel. {angysl 4 Oidober
2001, tetapi dalam petitum tanpa disangka-sangka muncut tuntutan Provisi
yang minta pembakuan dan penghentian perbuatan-perbustan apapun yang
menggunakan Fenalapan No, 235/Pdt.PI2001/PN. Jak. 8l langgat 4 Okiober
2001, sehingga Posita tidak mendukung petitum

Bahwa dolam Posita gugatan Pelawan tidsk menguratkan atau  tidak
menyingaung sama sekall tentang permahonan agar pulusan dapat diialankan
tebih dahulu (uitvoerbaer bii voorraad) baik dalam Provisi maupun dalam pokok
perkara, namun dalam pelitum, baik dalem Provisi maupun datam pokok
perkara, Pelawan minta agar pulusan dapat dijalanken lebih  dahulu
{uitvoarbaar bij voorraad), sehingga Posita tidak mendukung petitum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan dan Turut Tedawan
terssbut, Pengadilan Megsr Jakarta Selstan lsiah meniatuhken Pulusan Sseis
yang pada pokoknya amarnya menolgk eksepsi Terdawan dan Turut Terlawan
barkenaan dengan kompstensi absolul Pengadilan Negeri Jakarla Selalen dan
rmenyatekan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang unituk memeriksa dan
mengadii perkara aguo serta memerintahkan kepada keduz belah pihak umuk
melanjutkan pomeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa atas ekseps! dar Teriawan dan Turut Terlawan
fersebut, pihak Pslawan dalam repliknya telah menyangkal semua dalil-dalil
eksepsi dari Pelawan dan Turdt Terlawan tersebut ;

WMenimbang............... ..,
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Menimbang, bahwa setelah Majelis menelitl secara seksama eksepsi
dari Tedawan dan Turut Terlawan, temyata sksepsi mengenal  kompetensi
absolut, telah diputus dalam Pulusan Sela tanggal 18 Juli 2002 veng pada
pokoknya amarnya menclak eksepsi mengenal kompetensi absolut dari Terawan
dan Turut Terlawan serta memerintahkan agsr para pihak melaniutkan
pumeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai ekeepst  lginnya  Majels
mempertimbangkan sebagail berikut ;

1. Tentang Gugaten Pelawan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Terlawan dan Turut Teriawan mendalitkan bahwa
pstifurn perlawanan bersifat declaratoir dan bila pedawanan dikebuikan nang
putusannyaa non skeekutabe!

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memuat gambaran yang
jelas mengenal duduknya perscalan dengan ain perkatasn dasar gugatan harus
dikemukakan dengan jelas dan dalam hukum acars perdata bagian dad gugatan
mi disebut Fundamentum Petendi satau Posita yang terdiri dari dua bagian vaitu
paglan yang memuat alasan-aiasan berdasarkan keadaan dan yang memuat’
alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Surat gugetan/periawanan harus pula
dilengkapi dengan petitum yailu hai-hal apa yang diinginkan dasn alau dimintakan
olel Penggugal Pelawan agar diputuskarn, ditetapkan dan atau diperintabkan oleh
HMakim (Hukum Acera Perdaia dalem Teori den Praktek halaman 17, Ny,
Retnowulan Sutantio, SH., lskandar Oernipkariawinata, 8Hj

Manimbang, bahwa perlawanan dari Pelawan adalah pedawanan
terhadap suatu Penetapan Hakim yang bersifat declaraioir pula sehingga setelah
Majells menelill ternyata petilum periawanan sudah jetas, dan oleh karena petitum
periawanan sudah jelas, meka eksepst Teriawan daﬁ Turut Terlawan haruslah
ditolak ;

2. Tentang Parmohonan Ultvoerbaar bij Voorrasd Datam Proviss

* Menimbang, bahwa dall Terawan dan Tundt Terlawan fentarng
parmohonan uitvoerbaar bij vooraad delam Provist adalah tidak tepat dan tidek
benar, Maijelis telah mempertimbangkannys dalam Pulusan Sela mengenai
gugatan Provisi, sehingoa menuruat hemat Majelis sksepsi ind harus difclak ;

3Tentarn.. ..o e e
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3. Tentang lehih Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keberatan/eksepsi Terlawan dan Turut
Terlawan yang menyslakan Pelawan menggugat dirinya sendiri, bal fersebut
sudah termasuk kedalam pokok perkara yang dibukiikan dalam pokek perkara,
lagipula merusakan kewsnangan bagl Pelawan untuk mensniukan slapa yang
akan digugst/diladikan Terdawan yang berhubungan dengan periawanan inf

Menimbang, bDahwa syarat mutiak untuk menurtut seseorang didepan
Pengadilan adalah adanya  parselisinan hukum antara kedua belah pihek
{Putusan Mahkamah Agung R! tanggat 12 Desember 1888 No. 4 K/iSip/1858) ;

Meninbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
menurt hemal Majelis sksepst Terawan dan Turut Terawan mengenal sbih
pihak hatus pula ditolak ; |

4, Tentang Posita Tidak Mendukung Petitum

Menimbang, bahwsa Teriswan dann Tund Tedawan mendalikan
bahwa Pelewan sama sekali fidak mengureikan lenlang Provisl, fentang
perminiaan pembekuan peneiapan Pengadifen Negeyl Jakerta Selatan No,
ISP PIROOUPN Jak Bel. dan tentang permintaan penghentian perbuatan-
perbustan apapun yang menggunakan penetapan aguo dan dalam petitmn tanpa
disangka-sangka muncut  luntulan Provisi  sebagaimana  disebutkan distes
sehingge Posite tidak mendukung petitum ;

Menimbang, bahwa tuntuian provisionil vang tercantum datam Pasal
180 HIR hanvaiabt unidk memperciah tindakan-tindakan serentarg selama proses
berjalan. Tuntutan Provisionil yang mengenaj pokok perkara (bodem geschil) tidak
dapat diterima {Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mel 1873 No, 1070
KISIpA1a78) ;

Menimbang, bahwa Hakim wajib mengad?i semua bagian dari petitum
dan Makim dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang diminta cigh
Panggugat/Pelawan Putusan Mahkamah Agung R tanggal 19 Juni 1871 No. 46
K/Sipi1969)

Merimbang......... ...
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Menimbarg, behwa berdasarkan apa vang diperiimbangkan di atas

maka merurut hemat Majelis, eksepsi Terlawan dar Turit Terlawan tersebut patut
untuk ditoialk ;

BALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwe maksud dan tijuan dari perlawanan Pelawan

adalah sebagaimana teleh terurat di atas ;

Menimbang,, bahwa pokok permasaianan perlfawanar Pelawan antara

Pelawan dengan Terlawan dan Tuni Terlawan berkisar alas hal-ha!  sebagai
besikut

- Bahwa obyek perlawanan Pelawan adalah Penelapan Pengadilan Negeri
Jalarta Sstatann No, Z35/PdLP2001PN. Jak. Sel. tanggal 4 Oktober 20(1
yang amaniya berbunyt

-

Mengabuikan germohonan Pemohon ;

Menvatakan bahwe Kepulusan RUPES Kedua tanggs! 13 Agusius 2001
tidak memanuit kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 8
ayat 2 Anygaran Dasar Pegrsercan o, Pasal 75 Undang-lndang No. 1
Tahun 1898 tenteng Persergan Terhatas |

Menyalaikan bahwa Keputusan RUPE Keduza tanggal 13 Agustus 2007
tidak sah oleh karenarya batat demi hukum ;

Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama telsp sah, keousli
pengurus yang atas kemauan sendid ielah mengundurkan il dar
Repangurusan ;

Membebanrkan biava pennchonan ird sebesar Rp. 89.000,- {detapan pusiuh
sermbitan ribu rapizh) |

- Bahwa Pelawan sangat kebergtan dengan periimbangan dan  diklom

Penelapan aouo, Pelawan seharusnys diladikan pihzk, sskurang-kurangriva

saebegal Termaohion unluk dipanggil dan didengar keterangannyas dan diberi hak

mengaivkan sanggahan-sangaahan terhadap apa yang dikemukakar oleh

Teriawan dalam permohonan lersebut |

« Diknmmo.. .l
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- Dikium Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditetapkan tangga!
4 Okiober 2001 tersebul, tidak menyebutkan dengan jetas RUPS Luar Bizsa
Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana yang tidak sah |

~  Bahwa dalam suatu perkara permohonan yang bukan gugatan, Hakim hanya
barwenang mengeiuarkan puiusan konstitui ;

- Babwa Pelawan memiliki 55% saham dari selurulht saham yang dikeluarkan
oleh Turut Terlawen, sedangkan Terdawan memiliki hanya 45% saham dari
selurih saharm yang telah diksivarkan oleh Tungt Teriawarn ;

- Bahwa atas permintazan Pelawan dengen suratnya tertanggal 4 Judi 2001 agar
Dirgkst Tund Terlawan mengadakan RUPS Luar Bigsa dengen agenda
penunjukkan 3 {tiga) orang Direksi barw, vakot inderadi Kosim, Ray Sparks,
Zahan bin Hadl Mahioudz dan pernbobasan tugas Direkst iama, yang sudah
mengundutkan diri yaknt Ara Moushigian, Direksi Twrut Terlawan dengan
suratnya lertlangaal 4 Jull 2001 telah mengundang Terlawan dan Pelawan
pntuk menghadicken RUPS Lyar Biasa yang akan diadakan tanggat 24 Jul
2001 selama wekiu 20 hari sehingge sesugl dengan Anggaran Dasar Tusul
Terawan ;

- Bahwa oleh karena Terlawan ldak menghadiri RUPS Luar Biasa tanggai 24
Jull 2007 walaupun teish diberikan surat undangan resmi pelaksanaannya
dibatalkan karena tidsk memenuhi Ruorum sebagaimana dilerdukan dalam
Fasal 14 ayal & Anggaran Dasar Turt Terigwan, Remudian Direksi Turuk
Terlavian mengirimkan surat undangan unfuk RUPE Luar Biasa Kedua Turut
Teriawan langgal 13 Agustus 2001 den pemberiiahuan resmi telah dimuat
da'am harian The Jakaria Post tanggat 268 Juii 2001 dan Harian Pos Kola
tanggal 26 Julf 2001 pemanggilan telah memenuhi syarat yang diatur dalam
frasal 14 ayal 2 Anggaran Dasar Pergerean | '

- Bahwa rada tangge! 13 Agustus 2001 RUPS Luar Biasa Kedus telah
dilaksanakan dengan dihadiri Pelawsrn dan anpa hadimya Terlawan, yang
mana datam RUPS fersebust teish mengambil keputusen penunjukkan 3 (Hgal
Direksi Turot Terlawan yang baru dan pembebasan tugas Direkst  jama,
penentusn  kuorum dan pengambilan kepulusan dalam RUPS Luar Biasa
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Kedua Turut Terlawan ditetapkan Direksi Turut Terlawan berdasarkan Pasail
73 ayat 2 jo. ayal 5 UU No. 1 tahun 1985 tentang Persercan Terbatas, vang
menyatakan RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan ditetapkan oieh Direks!
Turut Terlawan sah <an berhak mengambil keputusan apabila  dhadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedilkit 17 3 {satu perliga) bagian dari
jumiah seluryh sabam dengan hak suara yang sah dimana dalam RUPS Luar
Biasa tarsabut kehadiran Pelawan adaiah 85% saham berarti telai memenuhl
Pasal 73 avat 2 jo. avat 5 UU No. 1 Tahun 1855 tentang Perseroan Terbatas |
Mak#si Rapat dilaksanskan dan felah mengambil keputusan menstapkan 3
{tiga) Direksi bary dan membebaskan tugasker Direksi lamea ;

Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2001 telah ditendatangeni
oleh Ray Sperks sebagal Direkiur Turut Terlawan, Keiua Rapat dan Direkiur
Turut Terlawan Khoo Kian Lang Winsion seria dilegalisi oleh Liliana Arf
Gondokusumo, SH. Notaris di Jakarta ;

Bahws angoota DHreksi Turat Tedawan yang bard dan sai berdasarkan hasil
kepudusan RUPS Luer Biasa Kedua Turud Terlawan langgsl 13 Agustus 2001
adaiah ¢ '

-~ Direkiur . Zahari bin Haji Mahfoudz ;
- Direktur : Ray Sparks ;

- Direkiur : Inderadi Kosim ;

~ Direkiur . Yossoef Samo;

- Direkiur - Dlay Tirtana Subrata |

Bahwa meskibun Anggeran Daser Perserpan ldek secara tegss mengatur
ketentuan vang heraku dalam RUPS Luar Biasa Persernan vang perlama
fidak memenuld kuorum, ngmun Terdawan {(alah dengan sengaa latai lidak
mengaiukarn kepada Hakim Pengadilan Neger Jakarta Seiatan Sharshoiders
Agresment Jarl Turut Tedawan, sehinggs Hakim ddek mengetahul dan fidak
memperiimbangkan lertany adanya pasal 2.01 sampat dengan pasal 2.04 dari
Sharcholders Agreement Turut Terdawan fanggal 9 Januar 1881 yang secara
tagas mengatur hal tersebut |

Bahwa bardararkan anggaran desar Turut Teriawarn ditentukan bahwa Dirsksi
terciri dari ima { 5 ) anggota dan pallng sedikit tiga { 3 ) anggota, Apabila
Direksi terdiri dari lima { 5 ) anggota, Immaterial Chemical Industrt PLT akan

mensaionkan ... ...
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mencatonkan dua { 2 } orang dan jika Direksi tordid dad $ga { 3 } anggota,
maxa Impenal Chemical Industries PLE akan mencalonkan dua { 2 ) anggota
dan PT. Dwi Sstrya Ulama aken mencalonkan saftu { 1 ) crang ; Jelasieh
bahwa jka komposisi adalah 5 {ijma)v orang maka 3 (liga) orang herus
dicaionkan oleh Pelawan dan hanya 2 {dua) orang yang dicalonkan oleh

Teriawan |

Bahwa berdasarkan fakla tersebut, maka jumiah anggota Dewan Direksi yang
dicatonkan oleh Terlawan seharisnva fsbih kecll dari jumiah anggota Dewan
Direksi yang dicalonkan olely Pelawan dan jika Terlawan mengajukan calon
lebih besar dari Pelawan maka merupakan pelanggarart ;

Bzhwa Terlawan telah bertindak melampaui batas dengan menyalahgunakan.
peneiapan aguo dengan menggunakan penetapan aquo seciah-olah kekusatan
hukumnya sama dengan penelapan skeekusi dan Terawan secara tidak sah
telsh menyalahgunakan penstapan tersebut untuk mempengaruhi pihak ketiga
{Deutche Bank Jakarta, Uiden Binawas Depnakartengs Ri dan Pihak
Kepoligian) |

Menimbang, bahwa alas perlawanan  Pelawan tersebul  pihsk

Terlawarn menyangkalnya pada pokoknya sebagai berikut |

Bahwa antara Pelawan dengan Terlawen lidek pernah terjadi sengketa daiam
artl yuridis oleh kKarena ity Terlawan tdak mengaiukan gugaten mefainkan
permohonan Panya mengena pembataian keputusan RUPS Kedua tanggal 13
Agustus 2001 yang nyata-nyata terbukli tidak memenubi kuorum serta
melanggar pasal 14 ayat & dan pasal 18 ayat 2 (Anggaran Dasar Perssroan o,
pasa: 75 UL No. 1 Tzhun 18885 tentang Perseroan Terbatas |

Bahwa mengenal Oiklum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tanggal 4 Oktober 2001 yang tidek menyebutkan dengan jelas RUPS Luar
Biasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana yang fidak sah
adalah fidek beralasan sebab dalam urain yang mendahulul diklum Penetapan
sudah disebutkan dengan RUPS Lugr Bigsa ;

- Bahwa s
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Bahwa Penelapan No.  238/PdLP/2001/PN.Jak. Sl tidak  bersifat
Comdemnatoir, tetapi Declaratair dan Hakim tidak melampaui wewenang vang
diberikan Undang-Undang dalem memeriksa dan mengadili permohonan |

Bahwa fidek ada ketentuan delam Anggaran Dasar yang mengatur lenteng
RUPS Kedug ;

Bahwa posita Pelewan yang menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa {tanggal 13
Agustus 2021 edaiah sah adaiah tidak sesual dengann pasal 1 butr 2 LU
No. 1 Tahun 1895 tentang Perssroan Terbatas ;

Bahwa pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 Sharehoiders Agreement fanggal
9 Januari 1891 tidak mengatur tentang kuorum RUPS Luar Biasa, sehingga
pasal 14 ayal 8 dan pasal 18 ayal 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 75
LUl Mo, 1 Tahun 1995 tentang Persercan sudah tepat untuk dipakal sebagal
dazar hukum penentuan kuorum RUPS Luar Biasa |

Bahwa Terlawan fidak perngh mengajukan calon anggota Dewan Direkst lebin
besar dan Pelawan |

Balwa Terlawan tidek pemsh menyalahgunakan Penstapan dengan
mapgaunekan paenelapan seoiag-olah kekuatan hukumnya sama dengan
putusan yang dapat dilsksanakan eksekusinya ;

Bahwa untuk menghindarn preseden buruk maka sakst ahli dard Departemen
Kehakiman R} harus ditolal

Menimbarig, bahwa olel karena perawanan Pelawan disangkal cleh

Terigwan, maka meniadi kewajiban bagl Pelawan untuik  membukiikan

pertawanannya |

Menimbarig, bahwe unfuk menguatkan perlawenannya, Pelawan

mengaikan bukti-bukdi surat yang diberi tandsa P-1 sampai dengan P-39;

Menimbang, bahwa untiik membukikan dalil-dalil  sangkalarrya,

Terlawan dan Twrut Terlawan mengajukan bukii-bukti surat yang diberi tanda 141,
TT-1 sampal dengan T-14, Ti-14

Menimbang ..o eev e
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Menimbang, bahwa yang menjadi permasalaian pokok dalam
perfawanar ini adalah ;

1. Apakah benar RUPS Kedua PT. I0) Paints indonesia (Turdt Terlawan} vang
dilaksanskan isnggat 13 Agustus Z001 fidak memenuhi kuorum sers
melanggar ketentuan pasal 14 ayal 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar
Persaroan Jo. Pasal 78 UL No. 1 Tahun 1895 tentang Parsemém Terbalas

2. Apakah benar Penetapan Pengadilan Negerl Jakata Selstan No.
23A5/PdLPI2001/PN Jak Sel, anggal 4 Ckicber 2001 iHdak mempunysi
kekuatan hukum |

Merimbang, bahwa terlebih dahulu Maielis akan mempertimbangkan
mengensl RUPE Luar Biasa Kedua PT. 1C1 Paints Indonesia tengga! 13 Agustus
2001 ;

Menirmibang, bahwa dari bukli P+l yzkni Akde No. 29 tanggsl 16
Pebruar 1855 tentang Perbatkan Anggaran Dasar PT. iC1 Paints indongsia dibuat
dinadapan Ny. Sri Nanning, 8H., Noteris di Jazkaria dimang dalam pamegang
sanam perseroan tersebut 55 % dimiliki gleh Pelawan dan 45 % dimiiiki gleh
Terdawan ,

Menimbang, bahwa dari bukii P-2 yakni Permnyataan Keputusarn Rapat
PT. 101 Paints indonesia No. 11 tanggal 10 Dessmber 1880 mengenai perubghan
anggaran dasar perseroan tersebul, dibuat dihadapan Ny. Susana Zakarig, SH.
Nodaris di Jekaria ;

Menimbang, bahwa dari bukti £.3, P4, P8 merupakan Undangan
resmi kepada pemagang saham PT. 1C Paints Indonesia untuk menghadini RUPS
Luar Biasa Persaroan lersebut vang akan dilsksanakan pada tenggal 13 Agustus
2001 ;

Monimbang, bahwa bukil P-6 adalah merupakan Akia No. 21 tanggal
11 Agustus 1971 tentang Pandirian PT. 1G] Painis Indonesia dan telah dirobah
anguaran dasarys berdasarksn Akte No, 8 tangpal 5 Juli 1973 dibuat dihadapan
R, Pordaag, SH, Notars df Jakarte den telah didaftarkan di Departemen
Kenakiman Rl Daftar Keputusen Menteri Kehakiman terdanggal 24 Judi 1973
Mo, Y A 525320 vaitu perobahan Pasal 12 ayat (1) dart anggaran dasar Tunst

Targugat ...
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Tergugat sehingoa berbunyi : Tiap-tiap tahun, selambatdambainya pada akhir
buian Maret dan untuk perfama kalinya pada akhir bulan Marst 1973 harus
digdakan rapat ummam tahunan para pemagang saham |

Menimbang, bahwa berdasarkan bulkdi P.7 (sama dengan bykti 7-5,
TT-5} adalah merupskan Penstapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
23GPGLP2001/PN. Jak Sel.  tanggoal 4 Oktober 20071 vang pada amar
putusannye diantaranya berbunyi menyatakan bahwa keputusan RUPS kedua
tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenubi kuorum serts melangoar Pasal 14
ayét 5 dan Pasal 18 gyat 2 Angogsran Dasar Psrseroan jo, Paseal 78 UU No, 1
Tahiun 1985 tentang Perseroan Terbatas, menyatekan bahwa Kepuiusan RUPS
Kedua tanggal 13 Agusius 2001 tidak sah oleh karenanys balal demi hukum, dan
menyatakan bahwa susunan pengurus yang lema ietap sah, kecuali penguus
yang atas kemauan sandiri telah mengundurkan dirt darn kepengurusarn ;

Menimbang, bahwa dengan adanys Penetapan No. 235/Pdt P72001/
PN.Jak Sel. tangual 4 Okioher 2001 maka Dirien Binawas Depantemen Tenaga
Kerjg mengirim surat lertanggal 18 Okiober 2007 No. B.O42/EW-UIKX2001
tanggal 18 Ghkiober 2001 vang ditujukan kepada Turt Teriawan perihal Nola
Pemeriksaan yang menyangkut tenaga kerja asing aln Ray Sparks, M. Zahari bin
Hali Mahfudz yvang semantara waklu kedua orang tersebut tidak diperkenankan
metakukan pekeraan dan berada di iokas! Kerja sampal ada keputusan iekih tanjut
(vide bukti P-8) -

Meniinbang, bahwa berdasarkan bukli P12 yakni Surat Mahkamah
Agung Rl tertanggal 13 Desember 2001 No. KMAB7O/XI/2001  perihatl
permohonan pertindungan hukum berupa pembataian Penetapan Pengaditan
Negerl Jakarla Selatan No. 235/PdUP/2001/PN Jak. Sel fangoal 4 Oklober 2001
ditsjukan kepada lg. Arestia R. Solapung, SH. yang menyatakan bahwa
Mahhkamear: Agung 2%{%%;“ dapat membalslkan Penetapan Pengadian Negeri
Jakarta Selatan lersebul dan dapat diperfimbangkan dengsn upaya hukum
pertawanan vang didaftarkan sebagat perkara di Kepaniteraan Pengsditan, adalah
merapakan saluran uniuk mengajukan keberatan dan pembatalan Penstapan
yang {siah dikeluarkan oleh Pengadilan yvang bersangkutan ;

Merimbang ..............
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Menimbarg, bahws dari bukf P18, P18 adalsh merupakan
pelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat yvang kedua tanggal 12 Agustus
2001 yang dihadini oleh Pelawan pemilik 88 % saham Turul Terlawan tanpa
dinadirt olah Terlawan selaiu pemilik 45 % saham Turut Terlawan, Rapat Kedua ini
dilaksanakan karena Rapat Umum Pemegang Saham yang pertamsa tangga! 24
Juli 2001 tidak mencapsi kusrum vang disvaretkan. RUPS Luar Biasa Kedus
tanggal 13 Agustus 2001 tersebit felah mengambil keputusan penunjukan tiga
{ireksi Turut Terlawan yang bard dan pambebasan tugas Direksi yang lama yaitu
Arg Moushigian, Adapun Direksl yang banz adalah Zahari Mahfudz menggantiken
Ara Moushigian salake Direkiur basu perserpan, Dan mengangkat kembali Tuan
Ray Sparks dan Inderadi Kosim sebagal Direktur dari Turut Terlawan ;

Menirabang, bahwa darl bukdl P-20 sama dengan bukti T-1,7T-1 yaitu
Sharahwlders Agreement PT. I0| Paints Indonesta tertangga! B Januart 1981 yang
dibuat dinadapen Susana Zekarfa, 8H. Notaris di Jakarta antara !mperial
Chemica! Induslias PLC (ICT) dengan PT. Dwi Salrya LUitama ;

Mergmbang, bahwa FPasal 73 ayal2 jo. ayat 5 UU No. 1 Tahun 1885
lentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam hal kuorum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tdak tercapal, diadakan pemanggilan RUPS Kegua dan
Pasal 83 aval {5) mensntukan bahwa RUPS Kedua sebagaimans dimsksud
dalam ayatl {4} sah dan terhak mengambil keputusan apsbila dihadid oleh
pemegang saham yang mewskill paling sedikit 1/3 {satuy pertiga) nagian dar
iimlab seiuruh saham dengan hak sugra yang s2 W dan ayat (8) nya menentukan
bahwa dalam hai kuorum RUPS Kedue sebagasimana dimaksud dalem ayat (5}
tidak tercapal alas parmohonan persercan kuorum ditetapkan oleh Kefua
Pengadiian Neger ;

Meninbang, bahwa RUPS Luar Biasa vang dilaksanzkan pada
tanéal 13 Agushus 2001 vang diiaksanaxan' oleh Direktur Turut Terlawan telah
memenuly syarat yang ditentukan dalem UU Noo 1 Tahun 1885 yaitu adanys
pemanggilan / pamberitahuan agar menghadici RUPS tanggal 13 Agustus 2001
vang diselsnggarakan sesual dengan Pasal 73 avat {4} UU No. 1 Tahun 1885
{vide bukti P-3, P-4, P-5};

Menimbang ..............
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Menimbang, bahwa RUPS dengan agenda pembebasan dari jsbatan
Direldur Perseroan yang lama dan pengangkatan Direkiur Perseroan yang baru
bukanteh RUFS untuk mengubah anggaran dasar kerena perubahan anggaran
dasar pada pringipnya meiakukan perubmhan-perubahan akan pasal-pasal dari
anggeran dasar fersebut, sedangkan pemberhentian Direklr yang lama dan
pengangkatan Direkfur yang baru sifatnya henva melsksanagkan apa yang
ditentukean dalam pasal-pasal mengenai pemberhentian dan pengangkatan Dirgkei
Peraaroan ;

Menimbang, bahwa pada tanggesl 24 Mei 2001 Are Moushigian selakus
Direktur pada PT. ICI Pamnts |ndonesia telah mengaiukan permohonan
pengunduran difi dert jabatannya tersebut kepada I1C] PLC Millbank London,
kemudian dengan adanya permohonan mengundurkan dirl dart Ara Moushigian
tersebed, maka Turdt Terlawan mengadakan RUPS Luar Biase Femegang Saham
pads tanggat 24 Juli 2001 namun fidak mencapat kuorum, kemudian dianiulken
uriiuk melaksanakan RUPS Lusr Biasa Kedua tanggal 13 Agustus 2001 yang
sebaiimnya ielab dibedlahukan kepada pemegang saham untuk menghadic
RUPS Luar Biasa iersebid sesusi dengan keteniuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran
{asar Persergan dan Pasgl €8 UU No. 1 Tahun 1888 {vide bukdi P-21, P-22};

Menimbang, bshwa berdasarkan bukd P-23 vakni Surat Direkiur
Jenderal Aukum dan Perundang-Ungsngan Departemen Kehakiman Ri No
C.UM.G2.02.17 tangga! 23 Marel 1988 vang difujukan kepade Kantor Advokat dan
Konsultan Hokum Yan Apgt & Rekan perinal tentang penegasan tentang kusiim
RUPS Perubahan pengurus Perseroan pada bulir 4 suratnya menyatakan behwa
"Anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS {(Pasal 80 dan Pasal €5
VUPT) dan penggantiannya ersebut dapal dinyatekan efekiif seiak tanggal
ditutupnya RUPS atau suatu langgs! ain yang ditetapkan oieh RUPS. Oleh karena
e penggantian anggoia Direksi dan Komisaris bukan merupakan pengubahan
anggaran dasar |

Menimbang, bahwa  perlimbangan dalem Panetapsn No.
23R FR200VTPN Jak Sl tlanggsl 4 Okiober 2001 pads halagman € giinag ke-4
{empar dan halaman 7 alinea ke-1 {satu) Hakim yang bersangkutan berpendapat
bahwa perubahan susunan pengurus perseroan yakni panunjukan Direkiur bary
dan pemberhentian Direklur lama persercan, termasuk  dalam  perubzhan

SNJQBIAT ...
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anggaran dassr perseroan sehingga RUPS Luar Biasa Kedua yang dileksanakan
PT. iCl Paints Indonesia {Tungt Terlawan] pada tanggsl 13 Agustus 2001 dengan
agenda perlama pengangkatan Direlksl Perusahagn dan Kedus Penetentuan
Tugasdugas Direksi Perusahaan, menurut pendapat Hakim tersebut adalah
merupakan RUPS Luar Biasa untuk mercbah anggaran dasar Perssroan
Sehingga oleh karenanya harus dihadirt oleh paling sedikit 4/6 dar jumlah modal
yang telah dikeluarkan (Pasal 18 ayat (1) Anggaran Oasar PT. iG] Paints
Indonegia) atau paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per figa) dari jumiah modal yang
dikeluarkan aleh perseroan {Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahurn 1898 tentang
Persercan Terbatas) dan olgh karena RUPS Luar Biasa Kedua PT. |Cl Painis
indonesia tangoal 18 Agustus 2001 dinyatakan fidak memenuhl kuorum dan

bertertiangan dengsn Angoaran Dasar Perserdan dan Pasal 78 UU No. 1 Tghun
1935 ; ;

Menimbang, bahwa oleh karenga RUPS  Luagr Biesa onhuk
pemberhentian dan pengangkatan Direldur Persercan telah diatur dalam pasa| 80
dan pasal 85 UU No. 1 Tahun 1885 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10
Anggaran Dasar Consolidated FT. IC] Paints Indonssia {vide bukdl 7-2,TT-2) vaitu
ditertukan dalam putusan RUPS PT. ICI Paints fndonesia {Turut Tergugat)
sedangkan perubshan Anggaran Dasar telah diatur dan ditentukan dalam Pasal
18 Anggaran Dasar Persercan Turit Terlawan, sehingga dengan demikian RUPS
Luar Biasaz dengan anenda pembebasan Direkiir Lama dan Pengangkatan
Direktur Baruy PT. ICl Paints Indonesia vang diselenggerakan pads tanggal 13
Agustus 2001 bukaniah merupgken RUPS Luar Biesa Perubahan Anggaran
Basar | -

Menimbang, babwa RUPS Luar Biase yang ditentukan dalam
Anggaran Dasar Ferseroan {(Pgsal 14) tidak menentuken beraps jumlah kuorum
yang hadir dalam RUPS Luar Bigsa Perseroan Tumit Terdawan yang kedus,
karena hanya ditentukan harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah modal yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 14 ayat (5)) dengan demikian harus mengacu
pada pasal 73 ayal (§) UU No. 1 Tahun 1995 ;

Menimbang, bahwe RUPS Luar Biasa Kedua Turui Tarlawan yang
disalenggarakan pada fanggal 13 Agustus 2001 dengan sgenda psmbebasan
Direktur Lama, dan mengangkal Direklur Baru jelas bukanieh RUPS  dengan
agends Perobahan Anggaran Dasar, oleh karens #tu RUPS Lusr Biasa Kedus

Turid o
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Turut Terlswan tanggal 13 Agustus 2001 tersebul sejglen dan atau Hdsk
bertentangan dengen pasal 78 Undang-Undang No.o 1 Tarwn 1995 tentang
Persercan Terbatas yang mana pada pasal 73 ayat (5} ditentukan bahwa “RUPS
Kedus sebagaimana dimeksud dalam ayat {4] sah dan berhak mengambil
keputusan apabiia dihefiiil olsh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3
{satu pertiga) hagian dar jumiah seluruh ssham dengan hak suara yang sabh,
karena Pelawan yang hadir pada wakiu ity merupakan pemegang 55 % saham
perseroan Turid Terlgwan, maka RUPS Kedua tersabid tslah memenuhi kuorum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-parfimbangan tersebut
diatas, Mgjelis barkesimptian tehwa RUPS Luar Biasa Turut Terlawan (PT. 1G]
Paints indonesia) yang kedua fanggal 13 Agustus 2001 telsh memenuh kuorum
sebageimana disyaratkan dalam pasal 73 ayat {8) UU No, 1 Tahun 1985

Menimbang, behwa oleh karena - delam  Penefapan No.
235/P¢ PR2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, telah kefiru menafsirkan
mengenai Rapal Umum Pemegang Ssham Luar Bigsa Turul Terlawan ke-2
targal 18 Agustus 2001 dengan agenda Pembebasan Direkiur lams dan
pengngkatan Direktur Bary yang ditafsirkan sebagst RUPS Luar Bigsa denga
agends PEROBAMAN ANGGARAN DASAR, sehingga skibainya elah keliru puia
menafsirkan secara yuridis mengsnai pasal daiam UU No. 1 Tehun 1886 dan
penerapan pasalnya veng seharusnya Pasal 72 ayat (5) menjadi Pagal 75 UU
No. 1 Talway 1905, demildan pula yang seharusnya pasal 14 Angoaran Dasar
mengach Pasal 18 ayat {1) Anggaran Dasar Turut Terlawan |

pMenimpang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena
RUPS Luar Biagsa Kedua Turui Teriawan bukaniah Perobahan Anggaren Dasar,
maka RUPS Luar Biasa Kadua tanggst 13 Agustus 2001 Turut Terawan telab
memenuni kuaram dan dengan demikian Fenatapan No. 235/Pd P/2001 tarqgal
4 (idober 2001 oish karena didasarkan kepada pertimbangan vang kaliru maka
Penetaparn tersebut tidakigh mempunyai Rekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa biukti T-3, TT-3, T4, TT-4 marupakan cuplikan dari

Lt) No, 1 Tahun 1995 khususnya mengenal pasal 71 sampsi denga pasal 78 dan
pasal 124 sid pasal 127 dianggap telzh dipedimbangkan |

Memmbang..............
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Menimbang, bahwa bukti T-5,TT-5 adalah sama dengan bukti P-7
yaitu Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan RUPS Luar Biasa Kedua
Turut Terlawan tanggal 13 Agusius 2001 dan telah pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6TT-6 adalah Putusan Sela
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No, 249/Pdt. G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 9 Juli
2002, mengenai eksepsi absolut, dan bukti T-7, TT-7 adalan Putusan Sela

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 149/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16
Juli 2002 mengenai putusan provisi ;

Menimbang, bahwa bukli T-8TT-8, T-9,TT-9 merupakan.

pengumuman pada surat kabar Media Indonesia tanggal 22 Juli 2002 dan pada
harian Kempas tanggal 23 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti T-10,TT-10 sama dengan bukti P-10 adalah
Buku Il Pedaman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cuplikan
mengenai putusan provisi ;

Menimbang, bahwa bukti T-11, TT-11 merupakan surat dari Direktorat
Administrasi Hukum Umum tanggal 12 September 2001 No. C.UM.01.10.217
ditujukan kepada Inderadi Kosim perihal keabsahan RUPS Perubahan Direksi
Perseroan yang menyatakan diantaranya adalah ;

- Butir 2. Bahwa penyelenggaraan RUPS harus sesuai ketentuan pasal 73
dan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomo1 Tahun 1995 ;

- Butir 4.b. Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 didalam Anggaran Dasar Perseroan
yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka berdasarkan
ketentuan pasal 125 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995,
yang beriaku adalah ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun
1995 ;

-Bahwa .............
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- Budir 4o, Bahwa RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus
2001 sebagaimana Notden rapat vang saudera fampirkan dalam
sural saudara lersebut diatas, sudah sesusi dengan ketentuan

pasal 88, pasal 69, pasal 73 dan pasal 74 Undang-Undang No. 1
tahun 1995

Menimoang, bahwa bukll T-12,71T+12 sama dengan buki P11 vakni
Surat Kejaksaan Agung Rl tanggal 18 Nopember 2001 No. B-208/G/Gpk.1/
1472001 perihal penyelesalan masaiah yang dinadap! PT. G Painis Indonessta
ditujuisan kepada Direksi PT, iG] Paints Indonesia telzh menjelaskan bahwa RUPS
kedus yang diselenggaraxkan olely PT. [C] Paints ingdoneésia tanggatl 13 Agusius
2001 sesuat dengan keteniuwan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 18898 secara hukum
merupakan RUPS yang sah

Menimbang, bahwa dari bukli Y13 17113, adetah UU No. 38 Tahun
1899 teptang Psrubaben Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Kelenhian Fokok Kekuasaan Kehakiman

Meriimbang, bahwa bukll T-14 TT-14 adalah Sharehoiders Agreement
P ICT Paints indonesia tanggal § Januart 1881 Alkta Ne. 5 dibuat dinadapan Ny,
Rusana Zakaria, SH. Notaris di Jakaria sama dengan bukii P-20 ;

Menimbang, bahwe oleh karena RUPS Lusr Bigsa Kedua Turut
Terlawarn tangga! 13 Agustus 2001 telah memenuhi kuorum gan sesual dengan
Pasal 73 avat {6) UU No. 1 Tahun 1995, maka RUPS Luar Bissa tersebut sah dan
mengikat Pelawvan dan Terlawan, dengan demikian pelitum ke-3 perlawanan
Patawan haras dikabulken |

Manimbang, bahwa mengenai petilum kedua perlawanan, oleh karena
RUPS Kedus Turud Tertawan tanggal 13 Agusius 2007 sah dan sesusi dengan
pasal 72 UU No. 1 Tzhun 1885 maka Pelawan ielah dapat membukiikan
pedawanannya dan menurut hemat Pengaditen Negeri Pelawan harus dmyatakan
Peiawan yang baik, dengan demikian petitum kedua periawanan Pelawan paust
untuk dikabulkan ;

Menimbang... ...........
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Menimbang, bahwa mengenai pefitum ke-4, oleh kerena Shareholders
Agreement tanggsl 8 Januari 1997 merupakan Perjanjjian Para Pemegang Saham
yang dibuat dihadapen Pejgbat yang dituniuk dan diangkat pemerintah yafmi
Notaris, maka Akia No. 5 fertanggal 8 Januar 188t Paerjanfian Para Pemegsng
Saham PT. IC| Paints indongsia, maka perianiian tersebut sah dan mengikat bagi
Pelawan dan Torlawan, dengan demikian patitum ke patid untuk dikabulican |

Menimbang, bahwa mengsnal susunan Dickst PT. ICI Paints
Indoniesial Turut Terlawan felah distur daiam pazal 10 Anggaran Dasar Perseroan
PT. ICI Paints Irndonesia, terdii dari lima (6) anggote dan paling sedikit 3 (tiga)
anggaia, apabita Direkst tecdini dari 5 {lima} anggota, Impedal Chemical industries

PLC akan mencalonkan 3 {ige) orang dan PY, Dwi Batrya Utama skan

mencalonkan dua { 2 } orang. Jika tardiri dar 3 {tiga} anggoota, maka imperial
Chemical industries PLC alean mencaionkan dua ( 2 § arang dan BT, Gwii Salrva
Utama akan mencalonkan satu { 1) orang, dengan demikian petitum ke-5 patut
uniuic dikabulkan

Menimbang, bahwa ofeh karens Penetapan Pengedilan Neger
Jakaria Selatan No. Z86/PdLP2001/PN.Jak. Sel. lenggat 4 Okdober 2601 keliru
dalam menafsirkan RUPS Luar Biasa dengan agenda pembebasan Divektur dan
pengangkatan Dirskiur yang ditafsinkan sebagsi RUFS Luar Biasa dengan agends
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, maka RUPS Lusr Biasa KeduaTurut
Tertawan tanggal 13 Agustus 2001 vang sah dan memenuht kuorum, sehinggs
sesual dengan Pasal 73 ayat 8} UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas, maka Penaiapan No. 235??5229!2001!]‘3&.'.}ak‘SezL fanggal 4 Okicber
2001, harus dinyatakan fidek mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian
petitum ke-B sepaniang menvatakan penetapan dimaksud batal demi hukum dan
Hidak mempunyai kekuatan hukum dengan mengacu pada politim ex aequo el
bono maks pelifum ke-6 dikebulkan dengan merubah kata membatalkan dengan
menyatakan batal derni hukum Pernetapan aqua dam hal tersebut menurud hemat
Majalis tidak sabagai hal yang berlebiharn ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum perlawanan yang mohon agar
nutusan int dapa. dilgiksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding
maupun kasasi {uitvoerbaar bij voorraad) Majelis mempertimbangkannya sebagat
berkut “

-Bahwa ...
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- Babwa telah terbukti bahwa Penetapan No. 235/P4E P20G1/PN lak 8=l
tanggal 4 Oklober 2001 batal demi hukum dan fidak mempunyal kekuatar
hukum, maka psrubzhanperubahian sebagaimans diterapkan pada Turat
Terawan yang mengacu pads Penetapan No. 235/PdtP2G01/PN. jak.Ssi
heruslah dibataikan dan susunan Dirgksi harus mengacu pada Keputusar
RUPS Kedua Turut Teriawan tanggal 13 Agustus 2001 ;

- Bahwe Pglawan teigh mengajukan bukti-bukll vang othentik sehingga sejalan
dergan bunyt Fasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung R

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas
parlawanan Pelawan teish memanuhi syarat Pasal 180 HIR sehingga Majstis
berkasimpulan bafywa petitum ke-7 patut untuk dikabuikan ;

Meanimbany, bhahwa mangenai bukti-bukll surat yang diben tanda P-9,
P43, P14, P-15, B-18, P-17, P24, P25, P-28 sid P-38, oleh kaiana berupa foto
copy dan tdak relevan diaukan sebagal bukli maka bukll surat tersebul fidak
dinartimbangkan dan dikesampingkan

Menimbang, bahws oleh karerse Pelawan felsh barbmsil memikikan
periawanannys maks terhadap Turud Terlawan harus pula tunduk pads ist pulisan

ini;

Menimbang, bahwa cleh karena Terlawaen berada pada pihak yang
kaish, maka bigye yang fimbul dalam parkara ini dibebankan kepatia Terawarn
yng sampai Kind diteksir sebesar Rp. 388.000,- {figa ratus delapan puluh sembilan
ribu rupiahy) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelswan adalah Pelawan yang baik
dan dapat membukitkan perlawanannya, maka terhadap Putusan Provisi yang
dijatuhkan pada tanggal 18 Juli 2002 No. 249/Pdt.G/2002/PN Jak Bel. menurut

hemat Majelis harusiah dipertahankan ;

Memperhalikan pasabpasal deri Undang-Urndang dan  ketentuan
iginnya vang bersangkutan

MENGADIL] .o
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MENGADIL]

DALANT PROVIE! ;

Mengabulkan dan rmenguatkan Putusan Provisi No.
24817t GI2002/PN Jak.Sel. tanggal 18 Juli 2002 ;

DALAM EKSEFPSI -

Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA

1.

2,

Mengabuikan perlawanan Pelawan unfuk seluruhnya ;
Menyatakan sebagai hukum Pelawan adaiah Pelawan vang balk

WMenyatekan bahwa RUPS Lugr Bissa Kedua Turat Terlawan tanggal 13
Agustus 2001 sah dan mengikal Pelawan dan Terfawan kareng sudah sesuai
dengan kstenluan dalam Anggaran Daser Turut Terawan dan ketentuan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1885 ;

Menyatakan Shargholders Agraement langgal § Januari 18091 adalzh sah dan
mengikat Felawan dan Terdawan '

Menyatakan bahwa susunen Direksi PT. 1L0. Painls Indonesia {Turut
Terlawan) sehagatmana dimaksud di dalam Anggacan Dasar Turt Terlawan,
terdiri daxi & {limna) orang, 3 (tga) orang diantazan_ya haruss dicalonkan oleh 101
Omicron BY (Pelawan} dan 2 {dus) orang dicalonkan dar PT. Dwi Satrya
Litama {Tertgwan) |

Menyatakan Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No.
Za5HPdLPI2001/PN Jak . Bel, tanggsl 4 Oktober 2001 batal demi hukem den
tidak mempurval kekuatan hokum

Menyatakan bahwa pulusan dalam perkars inl dapat dijalankan terlebih dahuly
wataupun acda verzel, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) |

8 Menghukum ...
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8. Menghulurm Turit Terlawar untisk tunduk pada pulusanini;

8. Menghukum Teriawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
yang sampal Kini ditaksir ssgbesar Rp, 383,000, {tiga relus delapan puiuh
sembilan ribu rupiaiy) |

Uemikienlah diputuskan dalsm Rapat Parmusyawsratan Majelis
Hakirm Pengadiian Neger Jakada Selatan peda hari | SELASA, tanggal 17
September 2002, oish kami - SYAMSUL ALl SH. selaku Hakim Ketua Majelis,
dengan didamgingl HESMU PURWANTO, 8H. dan EFFENDI, 8H. masing-
masing sebagai Makim Anggota, Pulusan mana divcapkan pada had - K AM 1 S,
tangaal 18 September 2002 dalam persidangan yang terbuks urituik umum aleh
Majetis Haidm tersebut dengan dibantu olah Ny. LILIES DJUANINGSIH, SH.

Panitera Fenggantl serla dinadiri ofeh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan dan Turul
Teriawarn

HAKIRT ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

1" HESMU PURIVANTO, SH.

sv,cii‘v{‘sutﬁ ALL SH.

2VEFEEND Sk

pAfszvé’gq PENGGANTI,

MY LILIESIDJUANINGSIH, 8H.

-

Biava-biaya

Adminigirasi Rp.  53.Q00,-
Malarai R, 6,000, -
Radaksi Rp. 3006~
Panggilan  __ __Bp 330000
Juniiah Rp. 389.000-

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH Ul, 2009

e it AT



LUNTUK OINAS |

PUTUSAN
Nemor : 50/PDT/2003/PT,DKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Fepgadian Tingol Jakana, yang memetiksa dan mengadili
perkars-perkarg peféa%a dalam tingkat banding teiah menjatuhkan
nutusan sebagai berikul datam perkara antara

4

“. PT. Dyl SATRYA UTAMA.
Reratomat di Tifa Builkiing, Lantal & & 11 Ji Kupingan
Barat . 26, Jararta Selalan, Dalam hal in diwakii
kuasanya  T.RUFINUS  HOTMAULANA,  SH., MM,
Z.TARTIR, SH. 3JUSUF SILETTY, S&H. 4 ELEN
HOTMARIA SH, A LILIK  BINTORO TP, SH MWL
FPengacara-Pangacara pada  Law  Offices  Rufinus
tmatana & Partners, (RHH Law Offices) beralamat
s Kotel, Lanial B, JLH A Rasuna 3aid Kay. 84,
uggngan, Jakarla 17920, berdasarkan surat kuazsa
iss  istangaal 22 September 2002, Selanjulnya
disebul PEMBANDING | semuia TERLAVWAN;

S

w2, FTLCT PAINTS INDONESIA,
Beralanmmi di Tifa Building, Lantai 4 JLKuningan Baral
726, Jakarta 12710, Dalam hal ini diwakili Ruasanya
1. RUFIMUS MOTMAULANA, SH O MM. ZTARTIB, SH.
JJUSUF SILETTY, 8H. 4.ELEN HOTMARIASH,
A LILIK BINTCORO TP, 8H MM, Pengacara-Paengacara
patla Law Ofiices Rﬁﬁézzs Hotmaulana & Paithers,
{RHH | aw Offices) beralamat ¢ Wisma Kodel, Lantal &,
JIHR Hasuna  8ald Kav. 844, Kuningan, Jakarta
12920, herdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22
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September 2002, Selanjulnya disebut PEMBANDING i
samig TURUT TERLAWAN;

LAWAN

<7LGE OMICRON BLY.
Suatu Perusahaan yang didilkant dan tunduk pada Hukum
Pefanda, yang dalam hal ini diwakit dan memilih domisili
Mukim pada Kantor Kussa Hukimaya 1.0R.YUSROMN
HZA, LL.M. 2ZULFADLESH. GMUSFADILLAK DAULAY,
SH., LL.M. 4 MIFTAHUL HILMI 3H. 5 INAYAHTULLAH
ABD, HASYIM, LB, LLM. 8 HARRIET RIEMTUANI
LUBES, BH. 7 RIZKY ABDURACHMAN ADIWILAGA, &BH.
8 OKTARIDO FERNAMDO HARAHAP 8H., LL M. Advokat
an Konsuitan Hukum pada kantor [HZA &HZA Law Firm,
_ kantor df Citra Graha Bulding, {antat 10, Ji.Jend. Galot
altroto 35-26 Jakarta 12560, berdasarkan swrat kuasa 21
S\ Aafel 2002, selanjutnya disebll TERBANDING semia
MGGUGAT,

Fengadilan Tingal tersebuf;

Talah membadca berkas perkara tersehut dan surabsurat
lzin yang berhubuhgan dengat perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ¢

mMemperhatikan dan mengiima keadaai-Keadaan mengansi
dudukinyg perkara inl, seperil tertera dalam salinan putusan Sela
kompetensi absolid} Pendadilan MNeger Jakarta Selatan, tangaat 8
Julh 2002, Mo 249/Pdt GI2002/PM. Jak Sel. dalam perkara antara
kedua belah pihak yang amarmya Derbunyl sebagal berikut,
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DALAM EKSEPSE

I. Menclak eksepsi Tertawan dan Turut Terlawan berkenaan
denyan  Kompetensi  Absolut  Pengadilan Negert Jakatla
Safatan;

2. Menyatakan Pengadian Megerl Jakarta BSelatan berwenang
uniuk memeriksa dan mengadifi Perkara A que;

3. Memerintahkan kedua helas  pihak  untuk  melaniitkan
pemeriksaan perkara;

4. Menanagubkan biaya perkara hingga putusan gkhir i

Menimbang, bhahwa menrdt  Risalah Parnyatasn
Parmohonan  Banding teifanggal 16 Jull 2002, Mo 248/PDT.GJ

2002/PN.JAK.GEL.  Yang dibuat oleh RAMADHAN RiZAL BH.
Panitera Pengadiian Negeri Jakartz Selatan. Yang menerangkan

Menttibang, bahwa Pembanding | dan i semula Terawan
gan Turut Terlawan ltelah mengajukan memori banding terhadap
putusun Sela (kempetensi abgolut), tertanggal 20 Juli 2002, yang
giterima  dikapaniteraan Pangadilan Negeri Jakarta Seiatan pada
tanggal B Ckiober 2002

Memmbang, bahwz Parmohonan banding dan memort
banding ferhadap putugan Bela {(kompetensi absolut)y yang digjukan
olehy Pemibanding { dan I semula Teriawan dan Turat Terlawan
tersabiil iolaly dibaritahukan dan® diserankan Kepada Terbanding
semula Pelawan pada tangaal 12 Nopember 2002;

5
?
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Memperhatikan dan menerima  pula  Readaan-keadaan
mengenal duduknya perkara i, seperti tertera dalam salian
outusan Provisi Pepgaditan Megeri Jakarta Seiatan, tanggal 16 Juli
2002, No . 249/Pd0. G/2002/PN gk . Sel, dalam perkara antara kedua
heiah pihgk yvang amarnya berbunyi sebagai berkut; ‘

Sebelum menhjatuhkan patutan aidir -

DALAM PROVIE! .

1. Mengabuikan gugat Provisi Pelawan sehahadian;

Z. Menghukum  Terizwan  upfuk  menghentikan  perbuatan-
perbuatan apapun yalig menggunakan Penetapan
No.23ﬁlP(i§.P!EGG%PNJ&&S&I. tangaat 4 QOklober 2001 sebagal
alasan, termasuk pambiokiran rekening Turut Terlawan di Bank-

Bauk, dan mengembalikan sustinan Penguius Turyt Terigwan

Nala  keadaan  sebelum adanya  Fenetapan No 2356/Pdt.

Menimbang, bahwa  menurut Risalah Pernyataan
RParmohonan Handing tepfanggal 2% Jub 25{32, No. 24907 Gf
A00D2IPN JAK SEL. Yany dibuat oleh RAMADHAN RIZAL, SH.
Panitera Pengaditan Megerl Jakaria Seiatan. Yang menerangkan
bahwa Pembanding | dan il senyle Terlawan dan Tunt Terlawan

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Provist
Pengadilan Negeri Jakatta Setatan, langgal 16 Juli 2002,
No . 249/BdL G2002/PN Jak . Sel.

Menimbang, bahiwa Pembanding t dan U sermia Terlawan
dan Turut Terlawan telad mengaiukant memeort banding terhadap

putusan  Provisi, tertanggal 26 Jufi 2002, vyang diterima
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dikepaniteraan Penaadilan Megeri Jakarta Selatan pada langgal 8
Dktober 2002,

plenimbang, hahwa Permohonan banding dan memor
handing tevhadap putusan Provisi yvang diajukan olehy Pembanding |
dan N osemula Terlawan dan Turul Terlawan fergebul telah
dibentahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Pelawan
pada tanggal 12 Nepember 2002;

A =

Serta memperhatikan dah menerima keadaan-keadaan
mengenal duduknya petkara ini, seperll ierfera dalam salinan
putusan Pengaditan Negerl Jakarta Selatan, tanggal 19 Seplember
2002, po 249/Pdt GIZ002/PN. Jak.Del. dalam perkara antara kedua
belzh pihak yang amarnya berbunyl sebagai berikut;

qigabuikan gan menguatian Fuisan Hrovisi

HALAM EXSEPS) -

- Menolak Eksensi Terigwan dan Turut Terlawsan,

DALAM POKOR PERKARA

1. Meogabulkan periawanan Pelayan untuk selifubiya,

7. Menyatgican sebagal bukum Pelawan adalah Pelawan yang
fadk; \

2. Menyatakat babwa RUPE Luar Biasa Kedua Turut Terawan
tangaal 12 Agustus 2001 sah dan mengikat Felawan dan
Terlawan Karena sudah  sesual dengan  ketentuan dalam
Angaaran  Dasar Tungt Terlawan dan  kefentuan Undang-
Undang Mo, 1 Tahwn 1995, ,

4 Menyatakan Shareholders Agreement tanggal § Jenuari 1891

adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan:

AL

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH Ul, 2009



5. Menyatakan batwa susunan Direksi PT. 1.C.l. Paints Indonesia
{Tundt Terlawan) sebagaimana dimaksud i dalam Anggaran
Dasar Turyt Terlawan, terdiv darl & (lima) orang, 3 {lige) orang
diantaranya harus dicslonkan ofeh 1IC| Omicron BY (Pelawan)
dan 2 {dua) orang dicalonkan dart PT.IW Satrya Ulama
{Terlawan},

€. Menyatakan Penelapan Pengadian Negeil Jakarta Selslan
No . 225:PdL Pr2001/PN Jak Sel. tapggal 4 Oktober 2001 batal
demi hukum dan tidak mempunyal kekuatan hukam;

7. tenyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijtankan

teriebift dahuiu walaunun ada verzel, banding maupun kKasasi
(URveerbaar hi voorrazady,

8. Menghukum Turut Terlawan unfuk tunduk pada putusan ii;

enghukum  Terlawan  untuk mémbayar biaya vyang linbul
lam  perkara il vang  sampal Kin ditaksir  sebesar

1 [FERGITUMAN]

3 WHA 000 - (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

JJ‘X}.“Y",- /

BErmotionan Banding terfanggal 1 Oklober 2002, No 249iP0T (3

B g

7 wenimbang,  bahwa  monutt  Risalah | Pernyataan

2002FN . JAKSEL. Yang dibual oleh RAMADHAN RIZAL SH.
Fanitera Pepgadilan MNegeri Jakarda Selatan. Yang menerangkan
batwa Fembanding 1 dan | semula Terdawan dan Turut Terlawan
tefah  mengajukan  peimchonan  banding  ferhadap  putusan

Pencadidan Negert Jakarla Selatan, fangaal 18 September 2002,
No. 240/PdL GAR20027P0 dak. Bel.

Menimbang, bahwa Pembanding | dan I semula Terlawan
dan Twut Terlawan telah mengaivkan memori banding terfangoai
17 Oklioher 2002, yang dilerima dikepanitersan Rengadiian Megeri
Jakarta Helstan, pada tanggal 7 Nopember 2002,

Menimbang, bahwa Permehonan banding den memuotd
Canding yang dimiukan ¢lehy Pembanding | dan Il semula Terlawan
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dan Tuul Teglawan lelah diberitahukan dan diseratikan kepada
Terbanding seruds Pelawan pada fangoal 12 Nopember 2002,

flenimbang, bahwa Terbamding semula telah mengajukan
kKonfra inemoti banding teranggal 26 Nopamber 2002, vang
ghiterima  dikepaniteraan Pengadilan Negeni Jakarta Selalan padsa
tanggal 17 Desember 2004

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permobonan banding terbadap putusan
sela (kompeiensi absolul), pulusan Provisi dan pokok perkara dav
Pambanding | dan i semula Terigwan dan Tur Terlawan [arsebul
_ diajukan  datam tenguang wakly dan dengan cara serta lelah
Tavamenuli Systat-syarat jainya yang ditentukan Undang-Undang,
D, permgohonan bandng tersebud dapat diterima;

o

Menimbang, babwa Pengadilan Tinggi seleizh memeriksg
; L4t mempeiajatl dengan seksana berkas perkara fersebul, vang
ferdivi darl berfla acarg sidang peradilan bingkal perfama, sural-
surat bukfi dan sursf-surst lainnya  vang berhubungan  dengan
parkara wi yvang digjukan oleh Kedua belah pihak, sainan resmi
putiisan Sela (kompetensi abscluf) tahggai & $uli 20027, pulusan
provist tangaal 16 Jull 2002 dan puiusan Pengaditan Megeri Jakaita
melatan  [anggal 19 - Seplember 2007, NMNo.Z48/Pdi Gr2002f
PN Jalk Sel. seita Memort Banding yang digjukan oleh Pembanding
bodan 1 semula Terlawan dan Tur Terlawan dan Kontra Memori
Bancliing yang disjukan oleh T“egjbandiﬂg semida Pelawan, maka
Pengacitan Tingai  berpendapat  bahwa segals  alasan  dan
pattimbangan hukum  Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan
benar menurut  bukum, Oleh karenahya segala  afasan dan
pertimbangan hukium Hakim Pertama iaz:sebut diambii alih dan
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dijadikan peltimbangannya sendii dalam memuius dan mengadil
perkara ini dafam lingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenal Memori Banding - Memori
Banding yang diajukan oleh Pembanding | dan H semula Terlawan
dan Turut Terlawan tersebut tidak ada hat-hal baru yang dapat
medemahkan putusan Sela (kompslensi absoht} tangoal 9 Juli
2002, putusan provisi tanggal 10 Juli 2002 dan putusan Pengadilan
MNegeri Jakatta Selatan  tanggal 18  September 2602,
Mo.245/Pdt.GI2002f PN Jak.Sefl vang dimohonkan batiding, oleh
karenanya mutusan-putusan A quo tersebut harus dikuatkan:

denimang, bahwa o¢feh Kareng Pembanding | dan 1
semyia Terlawan den Turgt Terlawan berada dipihak yang Ralah,
Ra kapadanya dibukum pulz uMuk membayar biaya perkara
IR Kedia tingkal peradilan;

Mengingal Undang-undang No.Z0 Tahun 1847 serta
Zuran hwkun iinnya yang barsangkutan,

MENGADIL:

- Meherima permohonan banding dari Pembanding | dan 1
semula Terlawan dan Turut Tenawan,

Menguatkan putusan  Pebgadilan  Negeri  Jakarta  Selatan

tanggal 19 Seplember 2002, Mo . ZAG/PdL GIZ002/PN. Jak. Sel.
yang dimoticnkan banding tersebui;

- Menghukum Pembanding | dan 1l semula Terlawan dan Turut
Terlawan untuk mmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat bhanding dletapkan sebesar
Rp.150.000 - (seratus lima puifull ribu rupiahy;
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Clemikianiah  diputuskan dalum rapat penmusyawaratan
Majelis Hakim Pengedilan Tingal Jakata, pada haitt KAMIS,
tangaal 10 Jull 2003, oleh kami M.RIDWAN NASUTION,SH. Ketua
Pengadiian Tinggi Jakarta, seiaku Kefua Mafelis, 1| GDE KETUT
SUKARATASH,  dan  SOEDPARMO,SH.  Malim-Hakim  Tingg
Pengadilan Tinggl Jakarta, masiyg -hasing selakuy Hakim Anggota,
yvang herdasarkan Sursl ?e:izetézfan Ketua Pengadian Tingal
Jakarta fangga!l & Maret 2003 Nomor,  102/Pen/2003/050/
ratiZ003PT. DKL telan dilunjuk uttuk memeriksa dan-umengadili
perkara fid dalam tingkal banding, dan puiusan manz divcapkan
ofeh Hakim Kelua Majelis lersebul  dalam  sidang terbuka antuk
wmum pada han Hu uga, dengan didamaping oleh Hakim-Hakim
Angicta iersebﬁz‘se;m dibanti! oleh ISARAEL SITUMEANG, SH.
Farifera rPandueanti pade Pengadilan Tinggl tersebut, akan tefapi
ticlak dihadini oleh kadua beiah pilwk yang berperkara -

HAKINM-MAKIVM ANGGOTA, KETUA MAJELIS HAKIN,
L GBERETUT SUKARATASH, M. RIDWAN NASUTION, SH.

W-

s SOEPARND, SH,

... sesuii dengan Asiipva Panitera Penggant,
~REX IR wuntak ding,
BN TINGUT AR wB#a M
_ A/ SERRETARE )
Y Ul en s ISARAEL SITUMEANG,SH.

FRANG ACHMAD, ST ML
Nk G400V [873
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Perincian bisya harid%m& '.
Meteral ..o Rb. 6000~

Rp.  3.000,-

. Rp., 75.000,~
... Rp. 68.000,~

Rp. 150,000
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